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1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendirian sebuah system yudisial di Timor Leste dari kehancuran yang ditinggalkan pada
tahun 1999, khususnyadi Distrik-Distrik, merupakan sebuah pencapaian yang tidak
diremehkan. Pengadilan Distrik * Baucau, Oecusse dan Suai sekarang telah bekerja
selamakira-kiratigatahun. Sekarang, pada akhir 2003, dengan tahapan ‘ pembangunan
kembali’ telah selesai, tepat untuk mengfokuskan pada bekerjanya system keadilan itu
sendiri dalam hubungannya dengan hasil yang kualitatif dan ketaatan pada hokum. Lebih
jauh perlu untuk menganalisa apakah proses- proses yang dilakukan mematuhi standar-
standar internasional.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan evaluasi dari kerja Pengadilanpengadilan ini
termasuk ketrampilan para pelaku pengadilan, administrasi, fasilitas juga keseluruhan
koordinas dan pengawasan pengadilan-pengadilan. Pengadilan Distrik Dili, juga
membentuk sebagian dari system Pengadilan Distrik, tidak diuji dalam laporan ini tetapi
subyek dari laporan tersendiri. *’ Laporan Akhir Pengadilan Distrik Dili 2003 yang
harus dibaca dengan laporan ini untuk gambaran Z/ang lengkap dari pengadilan
pengadilan untuk contoh pertamadi Timor Leste

Sebagaimana didiskusikan dalam laporan ini, meskipun dasar-dasar yang kuat telah
diberlakukan, PengadilanPengadilan Distrik gagal untuk mencapai potensial mereka
dalam beberapa bidang, dan persoalant persoalan yang lebih serius ada di bidang yang
lain yang mana mengancam kesinambungan yang sedang berlangsung dan bekerjanya
pengadil an-pengadilan. Akhir-akhir ini ancaman terbesar terhadap bekerjanya
pengadilan pengadilan adal ah penundaanpenundaan dan perpanjangan waktu tanpa
menjadwalkan kasus-kasus. Penundaan-penundaan semacam ini dikarenakan alasan-
alasan yang bermacam macam ter masuk keberangkatan lebih dari setengah hakim Timor
Leste ke Portugal untuk mengikuti program pelatihan selama satu tahun. Keberangkatan
para hakim ke Portugal dan kurangnya perencanaan yang cukup, koordinasi dan
pengawasan mengakibatkan di Pengadilan Oecusse hanya mempunyai para hakim di
Pengadilan untuk dua hari antara Bulan Juli dan Desember 2003. Para hakim dan jaksa
penuntut dari Baucau jugatelah tidak hadir di Pengadilan Baucau sejak Bulan September
2003, untuk alasartaasan yang berbeda, termasuk kurangnya dukungan dari administrasi
pusat dalam menyediakan perabotan untuk tempat tinggal mereka dan pelatihan kepada
para Jaksa Penuntut. Halangan proses pengadilan dalam pengadilan pengadilan distrik
dan kegagalan dari isu tersebut untuk diselesaikan berbulan-bulan menandakan sebuah
persoalan yang penting dalam dukungan dan koordinasi antar Pengadilan Distrik dan

! |stilah Pengadilan Distrik digunakan dalam laporan ini untuk menunjuk Pengadilan Distrik Suai, Baucau,
dan Oecusse. Pengadilan Distrik Dili akan ditunjuk secaratersendiri.

2 Pengadilan Distrik mempunyai kewenangan hokum untuk menangani perkara pidana biasa dan perdata.
Panel Khusus untuk Kejahatan Berat adalah bagian dari Pengadilan Distrik Dili dan mempunyai
kewenangan hokum eksklusif untuk K ejahatan Serius yang terjadi pada 1999 juga kejahatan internasional
khusus. Bekerjanya Panel Khusus untuk Kejahatan Berat tidak termasuk dalam laporan ini.



badan-badan administrasi pusat seperti Ketua Pengadilan Banding, Dewan Tinggi
K ehakiman, Kementerian Kehakiman dan Kantor Jaksa Umum dan Pembela Umum.

Pengadilan-pengadilan di Distrik menghadapi persoal an persoalan tambahan terhadap
persoal an-persoaan yang dihadapi oleh Pengadilan Distrik Dili karena terpencilnya
mereka. Kurangnya sumber-sumber daya termasuk staf, fasilitas komunikasi dan
transportasi juga dukungan dan pengawasan yang profesional akhir-akhir ini kekurangan
tersebut secara serius menghalangi keefektifan pengadilar pengadilan. Tidak hanya
pelayanan dan fasilitas semacam ini perlu untuk fungs sehari-hari pengadilan, tetapi
mereka juga dibutuhkan sehingga para pelaku pengadilan dapat mengidentifikasi dengan
sendirinya sebagai suatu kebutuhan dan dihargal sebagai bagian dari system pengadilan
yang lebih luas. Di samping efisensi yang membaik, peningkatan yang penting dalam
sumber-sumber daya dan dukungan, akan mengurangi perasaan atas keterasingan dan
dengan cara demikian membantu dalam menyatukan Pengadilan Distrik ke dalam system
nasional. Karena kurangnya dukungan ini, kebutuhan bagi administrasi pusat dan badarn
badan kepengawasan untuk menangani dan secara aktif mengawasi para pelaku
pengadilan dari Distrik-distrik telah diidentifikasi sebagai kebutuhan yang mendesak.

Pel aksanaan persidangan-persidangan di Distrik diuji dalam laporan ini sebagai isuisu
yang secara khusus berkaitan dengan masing- masing pelaku pengadilan. Administras
umum pengadilan dan efisiensi di dalam melaksanakan persidangarn persidangan
biasanya ditampilkan dengan baik di Pengadilan pengadilan Distrik, akan tetapi perhatian
muncul mengenai hak perlindungan para terdakwa berkaitan dengan hak mereka untuk
diam dan hak dibawa ke depan hakim selama 72 jam. Bidang lain dari perhatian tersebut
adalah perintah yang tidak sesuai hokum oleh para hakim investigasi dan jaksa penuntut,
dan kecenderungan antar Distrik mengenai persiapan kasus-kasus pra-peradilan yang
kurang oleh para pembela umum.

Informasi dan komentar yang tercantum dalam laporan ini didasarkan pada pemantauan
terhadap pengadilan-pengadilan distrik oleh Program Pemantauan Sistem Y udisial (JSMP)
dilaksanakan di masing-masing Pengadilan Distrik Baucau, Suai dan Oecusse selama jangka
waktu dua minggu antara Mei dan Agustus.® Selama waktu pemantauan, JSM P mencatat dan
mengamati semua kasus-kasus, pidana dan perdata, yang diselenggarakan atau dijadwalkan
diselenggarakan di Pengadilan selama jangka dua minggu tersebut. JSMP juga
mewawancarai para pelaku pengadilan, kepolisian, pejabat Hak Asasi Manusia PBB, pejabat
di dalam Administrasi Distrik dan anggota-anggota organisasi masyarakat mengenai
Pengadilan. JSMP ingin berterimakasih kepada mereka semua yang memberikan informasi
untuk laporan ini. Informasi yang diperoleh setelah waktu pemantauan juga dimasukkan jika
relevan terhadap sebuah isu yang diidentifikasi selama jangka waktu pemantauan. Sementara
semua usaha telah dibuat untuk mencoba dan memastikan bahwa statistik yang ada akurat,
kesulitan dalam memperoleh gambaran yang akurat juga penundaan dalam mengeluarkan
laporan berarti bahwa statistik harus diambil sebagai perkiraan.

3 Harus dicatat bahwa pengadilan Oecusse tidak menyelenggarakan pemeriksaan apapun dalam jangka
waktu pemantauan, pemeriksaan hanya diselenggarakan dua hari pada Bulan Nopember 2003. Meskipun
periode ini tidak dalam jangka waktu pemantauan, JSM P mengadakan perjalanan ke Oecusse dan
memantau kasus-kasus selama dua hari dan memasukkan pengamatan tersebut dalam laporan ini.



Laporan ini bagian dari kerja utama JSMP yang berlangsung untuk memantau Pengadilan
pengadilan di Timor Leste. Pemantauan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat
kepada system yudisial dengan sejumlah cara: untuk memberikan tanggapan balik dan
memfasilitasi diskusi dengan para pelaku pengadilan dan untuk menyebarluaskan
pertanggungjawaban di dalam system keadilan. Untuk memperdalam tujuan ini, JSMP
bermaksud mengadakan sebuah lokakarya pada awal 2004 untuk mendiskusikan temuan-
temuan laporan ini dan cara-cara memper baiki isuisu yang teridentifikasi. Lebih jauh
diharapkan laporan ini akan digunakan untuk menginformasikan para pejabat di dalam
badan-badan administrasi pusat yang bertanggung jawab untuk perencanaan, pelatihan,
menyediakan sumber daya dan pengawasan terhadap sektor keadilan. Pada akhirnya
sejumlah rekomendasi terlampir dalam laporan ini.



1.1 Ringkasan Rekomendasi-Rekomendasi

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan para Hakim

JSMP merekomendasi kan bahwa:

1

Sebuah instruksi resmi dikeluarkan dengan memohon bantuan para Hakim untuk
membantu dalam pemeriksaan kasus-kasus Pengadilan-pengadilan lain. Instruks
ini akan memasukkan peraturan-peraturan mengenai bagaimana permohonan
diwujudkan dan harus disebarluaskan kepada semua para pelaku pengadilan;

Untuk tujuan ketidakter pihakan, pembagian kasus-kasus Oecusse ke para hakim
pengadilan Suai, atau para hakim lain siapapun yang bisa membantu di Oecusse,
bertindak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Instruksi Pelaksanaan 1/2001
dari Ketua Pengadilan Tinggi;

Sebelum mengirimkan kelompok para hakim kedua ke Portugal untukmengikuti
pelatihan, sebuah evaluasi dilakukan terhadap pelatihan termasuk konsekuens
untuk fungsi Pengadilan Distrik selama ketidakhadiran mereka;

Sebuah Instruksi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi memperinci tugas-
tugas yang dimohonkan untuk dilaksanakan oleh Administrator Pengadilan
Distrik, termasuk garis-garis pedoman mengenai jenis-jenis informas yang
dimasukkan dalam laporan bulanan; dan

Mekanisme pengawasan dan dukungan bagi para hakim di distrik-distrik akan
diperkuat sebagai tambahan terhadap kemampuan Administrator Hakim dan
badan-badan nasional.

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan Hakim Investigas

JSMP merekomendasikan bahwa:

1

Sebuah rencana akan dikembangkan untuk ketentuan bagi para Hakim
Investigas pada masing-masing Pengadilan Distrik dan tugas-tugas mereka
akan, jika memungkinkan, tidak termasuk duduk sebagai hakim persidangan;

Langkah-langkah akan dilaksanakan untuk nmembantu dalam mengurangi dan
ketepatan waktu dalam membawa par a ter sangka dan para pihak yang relevan ke
Dili untuk pemeriksaan ulang 72 jam, khususnya para ter sangka dan kor ban yang
datang dari kewenangan hukum Pengadilan Distrik Oecusse;

Hakim Investigasi harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peran

mereka dalam melindungi hak-hak para tersangka, terutama dengan usaha untuk
memastikan kehadiran tim pembela dalam pemeriksaan ulang 72 jam dan
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memberikan perlindungan terhadap bukti yang disampaikan oleh kedua pihak
selama pemeriksaan ini dan dalam permohonan apapun untuk perpanjangan
masa penahanan; dan

Sebuah sistem yang resmi mengenai pembagian informasi akan diwujudkan
antara tiga penjara, para Hakim Investigasi, para Pembela Umum di distrik,
Kantor Pembela Umum Nasional, Jaksa Penuntut Umum di Distrik dan kantor
Jaksa Penuntut Umum Nasional dengan pandangan untuk memastikan ketepatan
waktu untuk pemeriksaan ulang dilaksanakan.

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan Jaksa Penuntut Umum

JSMP merekomendas kan bahwa:

1

Para jaksa penuntut yang sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam masa
pelatihan harus disumpah menjadi para jaksa penuntut sebagai langkah yang
mendesak untuk membantu mengurangi peningkatan beban kerja Kantor Jaksa
Agung. Para Jaksa Penuntut tambahan akan ditempatkan di pengadilan Suai dan
Baucau;

Perlu memberikan pengawasan dan dukungan kepada para jaksa penuntut di

distrik untuk memastikan bahwa perintah yang sesuai hukum dari para jaksa
penuntut didapatkan dan langkah yang tepat diambil untuk memperbaiki situasi
termasuk sanksi-sanksi;

Jaksa Penuntut menguji secara berhati-hati elemen-elemen kejahatan tuntutan
menurut penyelidikan untuk memastikan bahwa surat penangkapan dan perintah
penahanan tidak boleh dalam kasuskasus yang pada kenyataannya bukan
tindakan kejahatan. Pelatihan mengenai perbedaan antara perkara-perkara
pidana dan perdata harus diberikan;

Sebuah penilaian terhadap sumber daya penuntutan harus dilaksanakan;

Dukungan administrasi akan ditunjuk terhadap semua pejabat jaksa penuntut
sesegera mungkin dengan kebutuhan utama untuk Pengadilan Suai; dan

Sebuah evaluasi pelatihan bagi para jaksa penuntut harus dilaksanakan secara
teratur dan pertimbangan diberikan atas dampak pelatihan terhadap bekerjanya
pengadilan.



Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan Pembelaan Umum di Distrik

JSM P merekomendasikan bahwa:

1

Kementerian Kehakiman mempertimbangkan untuk merekrut para Pembela
Umum lebih banyak agar membantu mengurangi beban kasus akhir-akhir ini di
Kantor Pembela Umum. Seorang pembela umum untuk pengadilan Suai harus
diangkat sesegera mungkin;

Dialog yang terbuka harus terjadi antar pengadilan, para pembela umum dan
pengacara lain yang bekerja di pengadilan distrik mengenai penyerahan kasus-
kasus dan penjelasan kerja mereka;

Perhatian yang lebih tinggi harus diberikan terhadap persiapan pemeriksaan
pra-peradilan oleh para pembela umum;

Jaksa Penuntut Umum harus memberikan akses terhadap semua pernyataan para

saksi dan terdakwa yang dibuat di depan polis dan termasuk data Pengadilan;
kepada tim pembel a;

Tim Pembela harus menekankan tentang penerimaan semua dokumen dari jaksa
penuntut sebelum pemeriksaan untuk membantu persiapan kasus mereka;

Kantor Pembela Umum harus berkoordinas dengan para Pembela Umum yang
bekerja di distrik-distrik, secara terpusat, termasuk mengembangkan sebuah
sistem mengjemen kasus. Sstem ini relevan khususnya dalam membantu para
Pembela Umum dari distrik-distrik dalam menghubungi dan persoal an-persoalan
tindakan lanjutan dengan klien mereka yang ditahan di penjara-penjara di luar
distrik dimana pembela umum ditempatkan; dan

Sebuah anggaran yang memadai dan fasilitas transportasi harus dialokasikan
untuk para Pembela Umum untuk bepergian ke penjara-penjara dan ke distrik-
distrik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka terhadap klien mereka dan
memberikan informasi kepada masyarakat.

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan para Korban dan Saksi

JSM P merekomendasikan bahwa:

1

dimana pun memungkinkan para korban dan saks harus dibawa ke pengadilan
secara terpisah;

Pengadilan harus memberikan pertimbangan untuk mengijinkan orang-orang
yang memberikan dukungan untuk menghadiri pemeriksaan tertutup di dalam
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kasus-kasus dimana kehadiran semacam ini untuk melindungi psikologi para
saks dan korban; dan

3. Para pelaku pengadilan dan polisi memberikan perhatian kepada hak-hak para
korban atau saksi untuk mencoba memastikan bahwa mereka tidak ditekan atau
diintimidasi. Jika tindakan semacam ini terjadi hakim investigas harus diberikan
informasi. Jika tindakan terjadi oleh para pelaku pengadilan, masing-masing
badan-badan kepengawasan harus diberikan informasi.

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan Penerjemah/I nterpreter
JSM P merekomendasi kan bahwa:

1. Sebuah sistem pelatihan formal untuk Penerjemahan dan Interpretasi, termasuk
pelatihan mengenai istilah-istilah hukum, pada bahasa lokal utama di Timor
Leste yang ditetapkan. Inisiatif ini harus dimulai sesegera mungkin.

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan Pelaksanaan Persidangan.
JSM P merekomendasi kan bahwa:

1. Para hakim harus menginformasikan terdakwa hak -hak mereka untuk tetap diam

sebelum pertanyaan-pertanyaan diberikan kepada terdakwa pada setiap tahap
persidangan; dan

2. Para Jaksa memberikan pertimbangan yang tinggi untuk mengadakan
persidangan yang dipercepat dalam kasus-kasus dimana terdakwa telah mengaku
bersalah dan Hakim puas akan hal tersebut, di antara pra-syaratan lain,
terdakwa memahami konsekuensi dari pengakuan salahnya.

Rekomendasi-rekomendasi  berkaitan dengan Pertimbangan Pertimbangan Setelah
Persidangan

JSMP merekomendas kan bahwa:
1. Bahwa pertimbangan diberikan kepada alokasi anggaran untuk membantu

tahanan-tahanan yang dibebaskan kembali ke tempat asal mereka ketika mereka
telah ditahan di luar distrik asal mereka.
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Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan Pengadilan Tinggi

JSM P merekomendasikan bahwa:

1

Usaha-usaha harus dibuat untuk mengembangkan ketrampilan berbahasa para
hakim Pengadilan Tinggi sehingga ketiga hakim mempunyai pengetahuan bahasa
yang pada umumnya dipakai di tingkat Pengadilan Distrik. Hingga saat itu,
pelayanan interpretas harus tersedia pada saat pemeriksaan-pemeriksaan;

Pada setiap pemeriksaan, Pengadilan harus menanyakan bahasa yang dimengerti
oleh pembanding/tergugat. Dalam kasus-kasus dimana dia tidak memahami
bahasa yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi, JSMP merekomendasikan
bahwa sebuah interpretasi harus diberikan;

Terjemahan-terjemahan dibuat terhadap keputusan-keputusan Pengadilan
Tinggi, yang mana tidak menggunakan bahasa yang biasanya dipakai oleh
Pengadilan Distrik, ke bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak;

Keputusan-keputusan Pengadilan Tinggi disebarkan kepada Pengadilan Distrik
setelah diterjemahkan;

Kantor Pembela Umum dan Jaksa Penuntut Umum mengembangkan sebuah
sistem menejemen kasus dan koordinasi dengan para Pembela Umum dan Jaksa
Penuntut Umum distrik-distrik berkaitan dengan kasus-kasung yang sedang
diajukan banding. Rekomendasi ini bertujuan menjamin bahwa keduanya, para
Pembela Umum dan Jaksa Penuntut Umum diwakili di depan Pengadilan Tinggi;

Ketua Pengadilan Tinggi akan menindaklanjuti ketidakhadiran para Jaksa
Penuntut Umum dan Pembela Umum; dan

Ketua Pengadilan Tinggi harus menganalisa kemungkinan perubahan alat
pengantar pemberitahuan kepada Pengadilan Distrik. Sebuah kemungkinan yang
diidentifikas oleh JSVIP adalah untuk memastikan bahwa Pengadilan Distrik
mempunyai fasilitas fax sehingga pemberitahuan dapat dikirim melalui mesin fax.

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan Administrasi Pengadilan

JSM P merekomendasikan bahwa:

1

Perlu merekrut staf pendaftaran pengadilan tambahan sebagai prioritas yang
sangat mendesak terhadap Pengadilan Distrik Suai. Sebuah tugas anggota staf
tambahan untuk memperbarui jadwal persidangan sehari-hari dan papan kasus;



2. Sebuah sistem pemantauan jam dan hari kerja dilaksanakan. Jika belum siap
dilakukan, para pelaku pengadilan, termasuk para hakim, jaksa penuntut kembali
segera ke Pengadilan Baucau;

3. Sebuah sistem giliran yang resmi dan teratur diwujudkan segera bagi para
Hakim yang pergi ke Oecusse untuk pemeriksaan. Sebuah rencana jangka
panjang pengangkatan seorang hakim investigas dan hakim sidang untuk
Oecusse dibutuhkan. Rencana semacam ini harus memasukkan ketentuan bagi
dua hakim yang lain yang ditugaskan ke Pengadilan Oecusse pada saat 3 hakim
panel disyaratkan;

4. Fasilitas telepon dan mesin fax disediakan kepada pengadilan distrik sebagai
persoalan yang prioritas;

5. Perlu melakukan sebuah evaluas lebih lanjut terhadap faslitas lain yang
dibutuhkan oleh pengadilan-pengadilan untuk dilakukan;

6. Polis ditugaskan untuk memberikan keamanan terhadap Pengadilan Baucau
dengan penuh waktu;

7. sebuah rencana strategis dikembangkan untuk ketentuan dan berbagi informasi
antara pengadilan distrik dan badan-badan nasional termasuk metode untuk
memberikan pembaruan mengenai perubahan hukum dengan tepat waktu; dan

8. Masng-masing pengadilan harus disediakan keuangan dan administras
keuangan untuk biaya-biaya tak terduga berkaitan dengan saksi dan terdakwa.

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan Koordinasi Nasiona

JSM P merekomendasikan bahwa:

1. Badan-badan pusat memberikan perhatian lebih banyak untuk memastikan bahwa
Pengadilan Distrik menerima dukungan yang cukup. Sebagai tambahan, badan-
badan nasional berusaha untuk membuat sebuah hubungan dimana seluruh
pelaku pengadilan dapat termasuk di dalamnya;

2. Dewan Konsultass Kementerian Kehakiman, selama pertemuan bulanannya,
mengambil inisiatif dengan mengundang para pelaku pengadilan lain untuk
berpartisipas dalam pertemuan ini;

3. Bimbingan Nasional untuk Bantuan Yudisial dan Perundang-undangan dari

Kementerian Kehakiman mengembangkan sebuah strategi untuk menjamin bahwa
informasi dan bahan-bahan yang disebarluaskan ke Pengadilan-pengadilan
Digtrik;

4. Kementerian Kehakiman, bersama-sama dengan lembaga-lembaga nasional
lainnya pada sektor keadilan, mengembangkan sebuah instruks yang
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10.

11.

menjelaskan saluran-saluran yang akan diikuti dengan mencoba mengangkat isu
untuk diperhatikan oleh Menteri Kehakiman,

Alokasi anggaran 2004 telah memperhatikan kebutuhan Pengadilan Distrik.
Sementara waktu, karena Pengadilan, Pembela Umum dan Jaksa Penuntut
Umum tidak dapat mengatur anggaran mereka secara mandiri, sebuah instruksi
harus dikembangkan oleh Kementerian Kehakiman dengan menetapkan prosedur
yang harus diikuti untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga mempunyai proses
yang cepat dan jelas untuk mengakses alokas anggaran mereka;

Sebuah instruksi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, berkonsultas
dengan Dewan Tinggi Kehakiman, mengidentifikasi bidang-bidang yang akan
ditangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan bidang-bidang yang mana akan
ditangani oleh Dewan Tinggi Kehakiman;

Sebuah Instruksi dikeluarkan untuk membuat prosedur yang harus diikuti oleh
para Hakim, Jaksa Penuntut Umum, para Pembela Umum dan Panitera

Pengadilan dalam mengangkat isu kepada Ketua Pengadilan Tinggi mengenai
Administrasi Pengadilan;

Pertimbangan diberikan untuk menciptakan sebuah posis  Administrasi
Pengadilan nasional. Posis ini akan bertanggung jawab untuk pengawasan

administrasi Pengadilan Distrik di Timor Leste dengan demikian mengurangi
beban kerja Ketua Pengadilan Tinggi;

Ketentuanketentuan mengenai Prosedur Internal dibuatkan draft bagi Dewan
Tinggi Kehakiman. Lebih jauh, JSMP merekomendasikan bahwa harus

memasukkan sebuah prosedur dimana para pelaku Pengadilan dapat mengajukan
item-item agenda untuk pertemuan-pertemuan dan sebuah prosedur untuk

membawa keluhan berkaitan dengan pekerjaan dan ketrampilan para hakim.
Karena pertimbangan harus diberikan untuk mempertahankan, sejauh mungkin,
kerahasiaan orang yang membuat keluhan;

Perlu merekrut staf untuk Sekretariat Dewan Tinggi Kehjakiman, sebagaimana
disediakan oleh Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman; dan

Sementara Lembaran Negara tidak dicetak dan disebarluaskan, Dewan Tinggi
Kehakiman harus mengembangkan sebuah mekanisme, yang mana para Hakim
Pengadilan Distrik dapat mempunyai akses terhadap pertimbangan yang
mendalam dari Dewan Tinggi Kehakiman.
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2 PENGADILAN-PENGADILAN DISTRIK DI TIMOR LESTE

Tiga pengadilan-pengadilan distrik yang termasuk dalam laporan ini adalah Pengadilan Baucau,
Oecusse dan Suai’.

Dili _Baucau

\ 1T Manatuso .Ba.ﬂ:al.l 15E0
. - CE am AN
Liquca D.'.II Losp [aned
il
*Eméra Viqusque

Occusse M g

NG AR

e

B
o Suai

Kupang

Pengadilan-pengadilan Distrik didirikan oleh Regulas  UNTAET 2000/11. Saat ini
Pengadilan-pengadilan tersebut menerapkan Hukum Perdata dan Pidana Indonesia,
berdasarkan pada pasal 3 Regulass UNTAET 1999/1. Peraturan-peraturan tentang

Prosedur Pidana diatur oleh Regulasr UNTAET 2000/30 sebagaimana diubah oleh
regulasi 2001/25.

4 Pengadilan Distrik Dili dicakup dalam laporan yang terpisah: Laporan Akhir JSMP Pengadilan Distrik
Dili, Desember 2003.
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2.1 Pengadilan Distrik Baucau

Pengadilan Distrik Baucau® telah beroperasi sgjak 15 September 2000. Seperti
yang diuji dalam laporan ini, sgjak pendiriannya, Pengadilan Baucau telah
mengalami perkembangan yang penting dan juga masa-masa dengan tantangan
yang cukup berat.

Tantangan-tantangan dihadapi di Bulan Juli 2003, pada saat empat Hakim Panel
berangkat ke Portuga untuk peatihan dan Hakim Investigas (yang juga
Administrator Hakim) sedang dalam cuti melahirkan, sekitar empat bulan pada
tahun ini. Sebagai tambahan, kebanyakan pada tahun ini, Pengadilan beroperas
dengan hanya satu tim pembela —seorang pembea—dan dua Jaksa Penuntut.

Secara umum, fungs para pelaku pengadilan sdama periode pemantauan
mengesankan, termasuk kesudian mereka untuk mengidentifikas dan
melaksankan penyelesaian sementara untuk menyelesaikan permasalahan
permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya dukungan dan pengawasan.
Catatan yang baik dari Pengadilan berganti secara dramatik setelah keputusan
otonomi oleh para pdaku pengadilan untuk tidak menyelenggarakan
persidangan-persidangan di Baucau dari Bulan September 2003.

Sebelum September 2003, Pengadilan Baucau menyelenggarakan 3 hari dalam
seminggu, dari Selasa hingga Kamis —menggunakan Senin dan Jumat untuk
mengadakan perjalanan ke dan dari Dili. Hal ini dimaksudkan bahwa pada Hari
Senin dan Jumat, Gedung Pengadilan masih buka bagi masyarakat umum dan
administrasi pengadilan masih berfungs secara normal.

Segjak pendirian pengadilan, Para Hakim dan Jaksa Penuntut, telah menghadapi

Pengadilan Baucau

Wilayah
Kewenangan
Hukum

+ Baucau

+ Lautem®

+ Vigueque
+ Manatuto.

Para Pelaku
Pengadilan Pada
Masa Sekarang

#+ 2 Hakim Panel

% 1 Hakim Investigasi/
Administrator Hakim
+ 2 Jaksa Penuntut
Umum

1 Pembela Umum

1 Pengacara LBH
(Mulai Agustus 2003)
9 Staf Pendaftaran

Letak Pengadilan
Baucau — Gedung

Pengadilan dari masa
pendudukan Indonesia

Diperbaiki.

permasal ahanpermasalahan yang berkaitan dengan tempat tinggal. Rumah-rumah untuk para
pelaku pengadilan ini diperbaiki melaui dana yang disediakan oleh USAID dan diisi dengan
perabotan dengan dana dari Kementerian Kehakiman. Pada akhir Agustus 2003, tempat tinggal
tersebut belum siap dengan perabotan, Para Hakim dan Jaksa Penuntut memutuskan untuk tidak
kembali ke Baucau. Semua persidangan di Baucau ditunda tanpa ketentuan mengenai kapan
persidangan-persidangan akan berlanjut. Menurut para Jaksa Penuntut, keputusan merupakan
sebuah protes terhadap penundaan dalam penyediaan perabotan untuk rumah dan sebuah usaha
untuk menekan Kementerian Kehakiman untuk bertindak. Pertengahan September, dua dari
rumah para hakim diberikan perabotan tetapi perabotan rumah para Jaksa Penuntut belum
disediakan. Pada saat penulisan laporan ini, para Hakim dan Jeksa Penuntut menandakan mereka

bisa kembali ke Baucau pada minggu pertama Desember.

Daam pendapat JSMP, tidak ada sesuatu yang dapat memaafkan atau mendukung keputusan
untuk tidak menyelenggarakan pemeriksaan pengadilan selama tiga bulan di Pengadilan Distrik

Dili.

JSMP sadar bahwa Pengadilanpengadilan menghadapi permasalahan penting dalam

berkomunikasi dengan dan permasalahan tanggapan yang tepat waktu dari Kementerian

Kehakiman pada isu ini. Akan tetapi, tugas pada Hakim dan Jaksa Penuntut terhadap system
yudisial, pertanggungjawaban mereka untuk menyelenggarakan persidangan dan untuk

5 |bukota dari Distrik Lautem adalah Los Palos.
6 Disingkat dalam laporan ini menjadi BDC.
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melindungi hak-hak terdakwa dan para korban seharusnya tidak dibahayakan oleh persdisihan

dengan Kementerian Kehakiman.

2.2 Pengadilan Distrik Suai

Akhir-akhir ini Pengadilan Distrik Suai'® beroperasi di kompleks Pengadilan
Dili. Diinformasikan kepada JSMP bahwa Pengadilan di Suai tidak dapat
beroperas dari Suai karenatidak ada Penrbela Umum di Suai, kebanyakan para
tersangka dan terdakwa ditahan di penjara Becora, dan baru-baru ini, para hakim
dari Sual diminta untuk membantu Pengadilan Dili dan Oecusse.

Kegagdan Pengadilan Distrik Suai untuk berfungs dari Suai merupakan
halangan yang paling serius untuk memfungsikan pengadilan dengan efektif dan
tujuan utama pengadilan untuk membawa keadilan ke distrik-distrik di bawah
kewenangan hukumnya. Dalam mempertimbangkan perencanaan jangka
panjang untuk memindahkan kembali Pengadilan Suai ke Suai, penting untuk
memperhatikan tiga isu. Pertama, pada saat ini Pengadilan Suai menggunakan
bahan-bahan milik Pengadilan Distrik Dili, oleh karena itu agar supaya dapat
berjalan, perlu bahwa sumber daya bahan-bahan disediakan . Kedua, akhir-
akhir ini kasus-kasus dari Suai dibagi di antara para Pembela Umum di Dili, dan
oleh karenaitu penting sekali untuk mengangkat seorang Pembela Umum untuk
bertempat tinggal di Suai. Ketiga, jika pelatihan di Portuga berlanjut dan
kelompok para Hakim yang lain berangkat ke Portugal, Pengadilan Suai hanya
akan tingga satu hakim.

JSMP percaya bahwa perencanaan harus dimulai sesegera mungkin dan semua
masalahrmasalah ini dan apapun isu lain yang penting harus diperhatikan.

7 Ibukota Distrik adalah Suai.

8 |bukota Distrik adalah Maliana.

® Ibukota Distrik adalah Same.

10 Dalam laporan ini disingkat PDS (untuk Pengadilan Distrik Suai/Suai District Court).

Pengadilan Suai

Wilayah
Kewenangan
Hukum

4 Cova Lima’
* Bobonaro®
+ Ainaro

% Manufahi®

Para Aktor
Pengadilan Pada
Masa Sekarang
42 Hakim panel
+Tidak Ada Hakim
Administrasi

+1 Jaksa Penuntut
Umum

+1 Jaksa Penuntut
Umum dalam masa
pelatihan

+ Tidak ada Pembela
Umum

+1 Pendaftaran
Pengadilan

Lokasi Pengadilan
Kompleks Pengadilan
Dili

11 Berbeda dengan Pengadilan Baucau dicatat bahwa rumah untuk para hakim dan jaksa penuntut di Suai siap untuk

ditempati pada saat penulisan laporan ini.
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2.3 Pengadilan Distrik Oecusse

Pengadilan Distrik Oecusse'® secara resmi mulai beroperasi pada 31 Mei 2000.
Kewenangan hukum Pengadilan di Oecusse mdliputi seluruh wilayah daerah
kantong Oecusse.

Dengan membandingkan pendirian ketiga pengadilan distrik, Oecusse
merupakan pengadilan yang menghadapi tantangan paling besar. Oecusse
mengalami jangka panjang yang berurutan ketika para Hakim dan pelaku
pengadilan lain tidak ada. Ketidakadaan mereka mengakibatkan Pengadilan
hanya bekerja secara efektif selama satu setengah tahun sgjak pendiriannya.

Seorang hakim internasional diangkat untuk Pengadilan pada Bulan Juni 2000.
juga diangkat sebagai seorang Hakim Pand, hakim internasiona memegang
posis sebagai Peabat Yudisia, Pegabat Hukum dan sekdigus Pejabat
Pertanahan dan Harta Kepemilikan. Akan tetapi, dari Bulan Juni 2000 hingga
keberangkatan hakim pada Bulan September 2001, tidak ada kasus yang
diperiksa karena tidak ada Pembela Umum di  Oecusse. Kemudian, seorang
Jaksa Penuntut Umum diangkat pada Bulan Agustus 2001. Sepeningga hakim
internasional pada Bulan September 2001, seorang Hakim Nasional diangkat
tetapi tidak mulai bekerja secara efektif hingga awa 2002. Dengan tersedianya
hanya seorang hakim, Hakim membagi fungs Hakim Pand dan Hakim
Investigasi. Pada Bulan Juli 2003, satu-satunya Hakim pergi ke Portugal untuk
mengikuti pelatihan selama setahun. Akibat yang ada adalah Pengadilan
Oecusse secara praktis berhenti berfungsi.

Pengadilan
Oecusse

Wilayah
Kewenangan
Hukum

+ Daerah Kantong
Oecusse

Para Pelaku
Pengadilan pada
Masa Sekarang
+Sekarang, Tidak ada
Hakim di Oecusse

+1 Jaksa Penuntut
+1 Pembela Umum
+1 Pendaftaran
Pengadilan

Lokasi Pengadilan
Lokasi Pengadilan
Oecusse Sementara di
Tempat Tinggal
Mantan Administrator
Distrik. 12

Pada Bulan Agustus, Hakim Claudio Ximenes, Ketua Pengadilan Banding dan Ketua Mahkamah
Agung, mengarahkan bahwa Para Hakim dari semua Pengadilan Distrik harus membantu
pengadilan lain. Pada Bulan Nopember 2003, untuk merespon pengarahan tersebut, dua Hakim
Suai, dibantu oleh Panitera Pengadilan Suai, pergi ke Oecusse untuk melaksanakan pemeriksaan-
pemeriksaan. Tiga pengacara LBH* juga pergi ke Oecusse untuk membantu Pembela Umum.
Rencana awal adalah untuk mengfungsikan Pengadilan selama dua minggu. Akan tetapi, dalam
kenyataannya, pemeriksaan-pemeriksaan hanya dilaksanakan selama dua hari pada minggu
pertama Nopember'® dan hanya 8 kasus dari 25 kasus yang siap untuk persidangan, 1 kasus
diperiksa dalam periode tersebut. Diinformasikan kepada JSMP bahwa para Hakim
merencanakan untuk kembali ke Oecusse pada awa Desember; pada waktu penulisan Laporan ini
tidak terjadi karena kurangnya sumber daya. Para Hakim mengindikasikan bahwa mereka masih
berharap untuk dapat pergi ke Oecusse sebelum 2004.

12 pengadilan ditempatkan secara tetap di kompleks yang luas di Oecusse Pusat. Setelah dihancurkan pada Bulan
September 1999, kompleks telah selesai diperbaiki. Menurut laporan yang dikumpulkan oleh JSMP, alasan utama
untuk Pengadilan Oecussetidak dapat pindah ke fasilitas tetap karena kurangnya perabotan dan peralatan kantor.
Sementara Rumah Pengadilan kecil, Hakim, Jaksa Penuntut, dan Pembela Umum mempunyai kantor di dalam Gedung
Pengadilan.

13 Dalam Laporan ini disingkat PDO (Pengadilan Distrik Oecusse/Oecussi District Court).

14| BH dalam singkatan Bahasa Indonesia adal ah Lembaga Bantuan Hukum.

15 Para Hakim datang pada 5 Nopember dan meninggalkan Oecusse pada 7 Nopember.
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3 PARA PELAKU PENGADILAN
3.1 ParaHakim

Sgak pendirian Pengadilan-pengadilan  Didtrik, mereka menghadapi
kekurangan hakim. Akan tetapi, persoadan tersebut makin memburuk pada
Bulan Juli 2003 dengan keberangkatan 9 Hakim, 5 dari pengadilanpengadilan
distrik (4 Para Hakim Panel dan 1 Hakim Investigas), untuk menghadiri
pelatihan di Portugal selama setahun.

Daam usaha untuk memperhatikan beberapa konsekuensi dari keberangkatan
para Hakim, semua pengadilan distrik diminta untuk membantu satu sama
lan*®. Kekurangan Hakim juga menciptakan kesulitan praktis dalam
memastikan bahwa tiga Panel Hakim dapat dilaksanakan. Tempat tinggal para
Hakim juga memberikan dampak dalam keseluruhan fungs pengadilan
pengadilan.

Isu lain berkaitan dengan penampilan kerja para Hakim yang penting untuk
diperhatikan adalah pembagian kasus-kasus. Ha ini karena prosedur yang
berbeda yang dipaka oleh orang per orang di Pengadilan Distrik dengan
mengabaikan keberadaan ingtruks nasional.

3.1.1 ‘Berbagi’ Hakim antar Pengadilan-Pengadilan

Akhir-akhir ini semua empat pengadilan distrik menghadapi kesulitan karena
keberangkatan para Hakim ke Portugal untuk pelatihan. Dalam menanggapi
persodan ini, ‘berbagi’ para Hakim antar pengadilan dipertimbangkan karena
metode yang mungkin mengurangi kekurangan para hakim masing-masing
Pengadilan.

Menurut informasi yang diperoleh JSMP, pada Bulan Agustus 2003, Hakim
Claudio Ximenes, Ketua Pengadilan Banding dan Ketua Mahkamah Agung,
mengarahkan semua para Hakim untuk memberikan bantuan ketika dibutuhkan
untuk pengadilanpengadilan distrik lain. Meskipun pengarahan menargetkan
para Hakim dari setigp pengadilan distrik, pada kenyataannya mendiktekan

bahwa kebanyakan bantuan akan berasal dari Pengadilan Suai dan para Hakim
Suai. Hd ini karenalokas Pengadilan Sua pada saat ini dan beban kasus yang

rendah dibandingkan pengadilan Dili dan Baucau.

Di Oecusse, karena kurangnya para Hakim secara total, pengadilan meminta
bantuan para Hakim dari pengadilan lain untuk memeriksa semua kasus. Seperti
yang disebutkan sebelumnya, selama minggu pertama Nopember 2003, para

Baucau

=+ akhir-akhir ini 2 Hakim
Panel dan 1 Hakim
Investigasi

% 2 Hakim Panel pergi ke
Portugal pada Bulan Juli
2003

+ 2 Hakim Panel
Pengganti, berdasarkan
perputaran, Hakim
Investigasi yang cuti
melahirkan dari Mei
hingga Agustus 2003

% Para Hakim
meninggalkan Dili dan
mengadakan perjalanan
ke Baucau hingga Sept
2003

4 Sejak Sept 2003 para
Hakim berhenti pergi ke
Baucau untuk memeriksa
kasuskasus

Oecussi

+ Tidak ada Hakim sejak
Juli 2003

4 Satu-satunya Hakim
pergi ke Portugal pada
Bulan Juli 2003

% Para Hakim Suai
membantu pemeriksaan
kasuskasus dari Oecussi

Suai

% akhir-akhir ini 2
Hakim Panel

& 1 Hakim Panel pergi ke
Portugal pada Bulan Juli
2003

+ Membantu Oecusse
dan Dili

Hakim Pandl Suai mengadakan perjalanan ke Oecusse untuk memeriksa beberapa kasus.

16 Lihat Bab 4.4 Pelatihan Para HakimTraining, JSMP Laporan Dili Distrik Akhir, Desember 2003.
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3.1.2 Pand Hakim-Tiga

Akhir-akhir ini, Pengadilan Distrik Oecusse, Baucau danSuai tidak memiliki hakim yang cukup
untuk menyelenggarakan pemeriksaan dengan sebuah panel yang terdiri dari tiga hakim.

Ketentuan 12.1 dan 12.2 Regulass UNTAET 2000/11, sebagaimana diubah, menetapkan bahwa
sebuah kasus diperiksa oleh tiga- hakim panel dengan permohonan oleh sdah satu dari para
pihak, dalam kasus-kasus dimana hukuman dapat berkisar lebih dari lima tahun penjara atau
dimana dalam kasus perdata mengklaim lebih dari 1000 dollar.

Akhir-akhir ini, karena jumlah para hakim, jika tiga hakim panel memeriksa dimohonkan di
Pengadilan Baucau dan Suai, mereka akan membutuhkan bantuan dari para hakim dari
pengadilan- pengadilan lain™*’.

Meskipun petunjuk dari Hakim Claudio Ximenes, bahwa para hakim harus membantu
pengadilan-pengadilan lain, terdapat rasa berbagi skeptikal antar para pelaku pengadilan
mengenai kemungkinan mendapatkan tiga hakim panel bahkan dengan bantuan para Hakim dari
pengadilan-pengadilan lain, karena kekurangan para Hakim di setigp distrik secara umum.
Selama pemantauan pengadilan Baucau, para pelaku pengadilan mengakui percaya bahwa
apapun permohonan untuk bantuan dari Hakim lain tidak akan terwujud karena kesulitan praktis.
Para hakim dari Pengadilan juga mengatakan kepada JSM P bahwa pada 2002, sebuah keputusan
telah dibuat bahwa tiga hakim panel tidak akan dikuasakan di pengadilan Baucau'®. JSMP sadar
bahwa sgjak September 2002, tidak ada kasus yang diperiksa oleh sebuah tiga hakim panel di
pengadilan Baucau. Salah satu alasan adalah, tentu saja, kurangnya permohonan dari para pihak.
Akan tetapi, JSMP berpendapat bahwa Pembela Umum dan Jaksa Penuntut Umum dipengaruhi
oleh keputusan hakim untuk tidak memeriksa kasus-kasus dengan pandl penuh.

Situasi ini tidak terjadi di Baucau. Sepengetahuan JSMP selama enam bulan tidak ada
permohonan bagi tiga hakim panel untuk kasus-kasus di Suai. Penghindaran tambahan untuk
permohonan sebuah panel adalah pada kenyataannya bahwa kasus-kasus dimana €buah panel
didirikan di waktu lalu sekarang gagal karena tidak tersedianya hakim.

Sebuah tiga panel hakim disyaratkan untuk kasus Jaksa Penuntut Umum v. Joaquino Santos dan lain-lain
(juga dikenal sebagai kasus Kolimau 2000) (Nomor Kasus 08/2002 SDC). Pada Bulan Juli, salah satu hakim
pergi ke Portugal. Pemeriksaan terakhir dilaksanakan pada 9 Juni 2003; setelah itu tidak ada pemeriksaan.
Tidak ada usaha untuk memindahkan kasus ke hakim ketiga untuk melengkapi panel.

JSMP diberikan keluhan bahwa kekurangan hakim mengakibatkan dalam praktek
ketidakmampuan bagi kasus-kasus tiga hakim panel untuk maju secara efisen dan telah
membatas  permohonanpermohonan bagi tiga hakim panel. Konsekuens ini  harus
diperhitungkan ketika mempertimbangkan pengangkatan para hakim baru atau kelanjutan
program untuk mengirim para hakim untuk mengikuti pelatihan di Portugal'®.

7 Lihat Bab di Bawah 3.1.2 Tiga Panel Hakim

18 Alasan-alasan yang diberikan kepada JSM P untuk mengambil keputusan ini merupakan kebutuhan untuk menjamin
secara efisien dan untuk meringankan beban kerja para Hakim. Hal ini harus dicatat bahwa para Hakim tidak
mempunyai keleluasaan untuk memutuskan tidak melaksanakan sebuah tiga panel hakim dan keputusan secara

konsekuen ditekankan di atas merupakan pelanggaran hukum.
19 Untuk informasi mengenai Kriteria Seleksi Hakim untuk pelatinan di Portugal, lihat Bab 4.4 Pelatihan para Hakim,

Laporan Akhir JSMP Pengadilan Distrik Dili, Desember 2003.
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3.1.3 Pembagian Kasus-Kasus

Di dalam pengadilan manapun, prosedur pembagian kasus-kasus adaah sebuah penyeamat
penting untuk menjamin imparsialitas @ra Hakim. Pembagian harus didasarkan pada prosedur
yang obyektif dan adil yang tidak mengijinkan para Hakim memilih kasus-kasus mereka.

Di Timor Leste, prosedur untuk pembagian kasus ditentukan oleh Instruksi Pelaksanaan 01/2001
dari Ketua Pengadilan Banding. Prosedur didasarikan pada ‘gambaran’ kasus-kasus yang masuk
oleh para Hakim Pengadilan®.

Di pengadilan Baucau, terdapat ketaatan yang jelas terhadap instruks mengenai pembagian
kasus-kasus. Akan tetapi, dua Pengadilan Distrik lain tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Di Oecusse, sebelum Bulan Juli 2003, tidak dibutuhkan membagi kasus-kasus yang masuk
karena pengadilan hanya mempunyai satu Hakim. Dengan keberangkatan Hakim dan situas yang
tidak menentu, tidak dilakukan pembagian kasus antara Bulan Juli hingga Nopember 2003. Pada
Bulan Nopember, pada saat para hakim Suai pergi ke Oecusse, JSSMP mengamati bahwa
pembagian kasus-kasus kepada para Hakim terlihat tidak mengikuti prosedur yang sistematik.
Pembagian muncul untuk mengikuti sebuah perputaran antara para Hakim, dimana, pada
gilirannya, mereka diberikan kasus-kasus yang siap untuk pemeriksaan setelah kehadiran
terdakwa dan para saks telah menyanggupi.

Menurut informas yang dikumpulkan oleh JSMP, tidak dilaksanakan gambaran secara normal
ketika membagi kasus-kasus Suai. Kasus-kasus yang dibagi mengikuti urutan alphabet sesuai
nama pertama para Hakim.

Disadari oleh JSMP bahwa situasi praktis yang dimiliki oleh Oecusse untuk beberapa
kelonggaran, mencegah pembagian kasus-kasus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini
penting di masa depan bahwa pengadilan Oecusse dan para Hakim dan staf administrasi Suai
merencanakan pembagian kasus-kasus karena penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan
oleh pengadilan Oecusse dan Suai tidak hanya meremehkan perseps ketidakterpihakan para
Hakim orang per orang tetapi juga mengurangi keseragaman antar pengadilan yang berbeda.

20 Untuk informasi selanjutnya, lihat Bab 4.1.1 Pembagian K asus-K asus di Pengadilan Distrik Dili, Laporan Akhir
JSMP Pengadilan Distrik Dili, Nopember 2003.
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3.14 Tempat Tinggal para Hakim di Luar

Jurisdiction

Di Timor Leste terdapat sebuah pemusatan profesional hukum di I1bukota, Dili.
Karena perbedaan antara infrastruktur dan fasilitas yang tersedia di Dili dan
distrik-distrik lain, dapat dipahami bahwa banyak orang, termasuk para Hakim
lebih suka bertempat tinggd di Dili.

Pentingnya tempat tinggal para Hakim dalam wilayah kewenangan hukum
pengadilan harus tidak diremehkan. Terdapat banyak argument yang
mendukung untuk mensyaratkan para Hakim bertempat tingga di kewenangan
hukum pengadilan, termasuk kebutuhan untuk mengetahui wilayah pengadilan
secara geografis dan kebutuhan untuk hadir kapanpun pada waktu darurat. Juga
penting untuk menjalankan pengadilan secara lancar bahwa para Hakim
bertempat tinggal di wilayah pengadilan untuk mengurangi kemungkinan
penundaan karena ketidakhadiran para Hakim karena persoalan-persoaan

Kewenangan Hukum Pengadilan

Baucau

4 Semua para Hakim
bertempat tinggal di Dili
pada saat penulisan
laporan ini.
Oecussi

= Tidak ada hakim di
Oecusse saat ini. Para
Hakim Suai, yang
bertempat tinggal di Dili
memeriksa kasus-kasus
Oecusse.
Suai

+Para Hakim bertempat
tinggal di Dili dimana
pengadilan mengambil

transportasi. tempat.

Pentingnya tempat tinggal para Hakim di ddam wilayah kewenangan hukum
pengadilan ditekankan di dalam Pasad 38 Undang-Undang K ehakiman. Undang-
Undang tersebut menetapkan bahwa sebuah pengecualian terhadap peraturan para Hakim
bertempat tinggal di kewenangan hukum pengadilan hanya dapat dibuat dengan ijin sebelumnya
dari Maelis Tertinggi para Hakim. JISMP menyadari bahwa Undang-Undang Kehakiman tidak
perlu diterapkan terhadap para hakim dalam masa percobaarf”, akan tetapi peraturan ini penting
untuk banyak alasan seperti yang ditekankan di atas.

Insentif utama bagi para hakim yang tingga di Baucau dan Suai adalah ketentuan perumahan
bagi para Hakim dan Jaksa Penuntut®.

Akhir-akhir ini, tak satupun para Hakim distrik bertempat tingga di wilayah kewenangan hukum
pengadilan.

Sebelum September 2003, para hakim di Baucau mengadakan perjalanan ke dan dari Dili pada
hari Senin dan Jumat™. Lokas dimana para hakim berada sdama akhir minggu tidek harus
relevan seperlunya, sdlama tidak campur tangan secara langsung dengan fungs pengadilan. Hari
Senin dan Jumat merupakan hari bekerjanya pengadilan dan, jika perlu, pemeriksaan-
pemeriksaan dijadwalkan dalam hari-hari tersebut. Kemudian, hal ini penting bahwa pada saat
rumahrumah siap ditempati bahwa para hakim yang hadir di Pengadilan selama keseluruhan jam
bekerjanya Pengadilan, misalnya Senin hingga Jumat dari 9 pagi hingga 5 sore.

2L ihat Laporan JSMP mengenai Statuta Hakim Y udisial, Juli 2003.
22 Mengenai status perbaikan rumah, lihat Bab 2.
2 Seperti telah didiskusikan pada Laporan ini, setelah September para Hakim memutuskan tidak kembali ke Bauicau.

Lihat Bab 2.1.
24 Pagda kenyataannya, selama pemantauan JSMP di Bulan Agustus 2003, para Hakim dan Jaksa Penuntut berangkat

dari DIli hanya pada Hari Selasa sekitar tengah hari dan meninggalkan Dili jam 3 siang pada Hari K amis.
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3.1.5 Pdatihan

Pada Bulan Juli 2003, satu hakim dari Suai, dua dari Baucau, dan satu dari Oecusse pergi ke
Portugal untuk melaksanakan satu tahun program pelatihan®.

Rencana awal adalah untuk mengirimkan satu kelompok para Hakim untuk pelatihan pada tahun
2003 dan kemudian kelompok lain pada tahun 2004. JSMP merekomendasikan bahwa
kelangsungan rencana awal harus dianalisa, memperhitungkan kemungkinan konsekuensi untuk
fungs penggdilan distrik, sebelum kelompok para hakim kedua berangkat untuk pelatihan pada
tahun 2004°°.

Selama tahun ini, the International Development Law Organisation (IDLO) mengembangkan
inisiatif untuk pelatihan para Hakim. Hingga saat ini pelaksanaan pelatihan bagi para hakim tidak
terjadi karena kurangnya persetujuan dari Dewan Tinggi Kehakiman.

Pemerintah Timor Leste, khususrya K etua Pengadilan Banding, Jaksa Umum dan Wakil Menteri
Kehakiman, mengembangkan kebijakan pelatihan nasional bagi sektor kehakiman. Daam
program ini, sebuah Dewan Koordinasi akan didirikan untuk melihat kerja sama dan pelaksanaan
program tersebut®’.

3.1.6 Pengawasan dan Dukungan

Pengawasan para hakim, mirip dengan pengawasan semua para pelaku pengadilan, merupakan
pentingnya secara keseluruhan memperhitungkan kenyataan bahwa para hakim yang diangkat
mempunyai sedikit pengalaman hukum?® dan penyingkiran Pengadilan Distrik dari Dili, dimana
administras pusat berpusat. Keduanya, Dewan Tinggi Kehakiman dan Ketua Pengadilan Banding
dimandatkan untuk menyediakan berbagai macam pengawasan dan dukungan kepada para Hakim
dan seluruh administrasi pengadilarf®.

Masng-masing pengadilan telah mengangkat Hakim Adminstrator yang bertanggung jawab
untuk menangani persoaan-persodlan administras bagi Pengadilan Distrik®.  Administrator
Hakim tidak harus bertanggung jawab terhadap pengawasan para Hakim. Akan tetapi, karena
persoalanpersoalan administrasi pengadilan tidak berkaitan secara langsung terhadap tindakan
dan pekerjaan para Hakim®', tingkatan pengawasan tertentu disyaratkan oleh Administrator
Hakim.

Tugas-tugas Hakim Administrator termasuk menulis laporan bulanan kepada Ketua Pengadilan
Banding. JSMP menyadari bahwa laporart laporan ini tidak hanya memberikan pandangan umum
mengenal kerja pengadilan termasuk statistik dasar. Daam pendapat JISMP, laporan-laporan ini
harus memasukkan informasi substantif mengenai ketrampilan kerja para Hakim karena hal ini

% ihat Bab 4.4 Pelatihan Para HakimTraining, JSMP Laporan Dili Distrik Akhir, Desember 2003.

26 Sebagai contoh, jika sisa dua hakim Suai pergi ke Portugal pada tahun 2004, pengadilan Suai hanyak akan tersisa
satu hakim.

27 urat ditandatangani oleh Wakil Menteri Kehakiman, K etua Dewan Tertinggi Pengadilan dan Jaksa Umum

mengenai Kebijakan Pelatihan Nasional untuk Sektor Kehakiman, 14 Oktober 2003.

% |su pengangkatan tetap terhadap para hakim dalam masa percobaan ditangani di dalam JSMP Laporan Dili Distrik
Akhir, Desember 2003.

2 |ihat bab berikut tentang hubungan diantara tingkat nasional dengan tingkat distrik.

30 K etentuan 6A.2 Regulass UNTAET 2000/11, sebagai mana diubah oleh 2001/ 25.

%1 K etentuan 6A.2 Regulasi UNTAET 2000/11, sebagaimana diubah oleh 2001/ 25.



berkaitan dengan administrasi pengadilan. Kemampuan Administrator Hakim untuk memenuhi
tugasnya dibatas oleh penyelesaikan tugas-tugas sebagai hakim di pengadilan. Sebagai
tambahan, administrator hakim mempunyai ingkat pengalaman yang mirip dan pengetahuan
seperti hakim pengadilan lain.

Daam pendapat JISMP, terdapat kurangnya pengawasan yang efisien dan cukup secara umum
terhadap kerja dan penampilan para Hakim secara umum oleh Dewan Tertinggi Pengadilan dan
Ketua Pengadilan Banding. Kemudian hari, ha ini diperlukan untuk memperkuat mekanisme
pengaAslza&an dan dukungan terhadap lembaga-lembaga ini juga keahlian para Administrator
Hakim™.

JSM P merekomendasikan bahwa:

1. Sebuah instruksi resmi dikeluarkan dengan memohon bantuan para Hakim untuk
membantu dalam pemeriksaan kasus-kasus Pengadilan-pengadilan lain. Instruksi
ini akan memasukkan peraturan-peraturan mengenai bagaimana permohonan
diwujudkan dan harus disebarluaskan kepada semua para pelaku pengadilan;

2. Untuk tujuan ketidakterpihakan, pembagian kasus-kasus Oecusse ke para hakim
pengadilan Suai, atau para hakim lain siapapun yang bisa membantu di Oecusse,
bertindak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Instruksi Pelaksanaan 1/2001
dari Ketua Pengadilan Tinggi;

3. Sebelum mengirimkan kelompok para hakim kedua ke Portugal untukmengikuti

pelatihan, sebuah evaluasi dilakukan terhadap pelatihan termasuk konsekuensi
untuk fungsi Pengadilan Distrik selama ketidakhadiran mereka;

4. Sebuah Instruks dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi memperinci tugas-
tugas yang dimohonkan untuk dilaksanakan oleh Administrator Pengadilan
Distrik, termasuk garis-garis pedoman mengenai jenisjenis informas yang
dimasukkan dalam laporan bulanan; dan

5. Mekanisme pengawasan dan dukungan bagi para hakim di distrik-distrik akan
diperkuat sebagai tambahan terhadap kemampuan Administrator Hakim dan
badan-badan nasional.

%2 | jhat Bab 8.
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3.2 Hakim Investigasi

Baucau

4.1 Hakim Investigasi bertempat tinggal di Dili
Kewenangan Hakim Investigasi, || < Hakim Investigasi sedang cuti melahirkan dari Mei hingga
sebagaimana digariskan oleh Regulasi®, | Agustus 2003

termasuk tugas untuk menjamin hak-hak + Dua Hakim Panel bergiliran sebagai pengganti

orang-orang yang menjadi subyek dari i 49 tahanan Pra-Peradilan di Penjara Becora
penyelidikan pidana juga para korban 23 Tahanan Pra-Peradilan di Penjara Baucau Prison (Agustus 03)

. . : .. 4+ Kira-kira 60 ik 72 jam dilak kan di Dili ant
kejohaten.  Hakim investigas juga | fervarn acicrus hingga pertengahan Nopember®
mempunyai kekuasaan untuk || PETEN g gga perteng P

mengeluarkan berbagai jenis surat-surat

Oecusse
perintah ~ yang  berkaitan  dengan | 4 Tidak ada Hakim Investigasi dari from Sept 01 hingga Jan 02
penyelidikan perkara-perkara pidana™. dan dari Juli 02 hingga sekarang

4 Sekitar 5 pemeriksaan 72 jam dilakukan di Dili antara Juli 02
Secara ideal, fungs Hakim Investigas hingga sekarang

dan Hakim Panel harus ditampilkan oleh || * 6 tahanan Pra-peradilan di Penjara Becora
paa hakim yang berbeda-beda®. _
Pemisshan fungsi-fungs ini terutama | Sual . _ .
bertujuan menjamin _ketidakterpihakan +1 I_—|z_ik|m I_nvestlga5| bertempat tinggal di Dili tanpa staf
para hakim®’. Akan tetapi, di Oecusse I2dministras

dan Baucau, telah membuktikan tidak mungkin untuk mempertahankan pemisahan posis tersebut
selama keseluruhan tahun.

Di Oecusse, karena kekuran&gan para Hakim, Hakim Panel diangkat juga sebaga Hakim
Investigas pada akhir 2001*. Di Baucau, antara Bulan April dan Agustus 2003, Hakim
Investigass menjalani cuti melahirkan dan kemudian dua hakim panel bergiliran sebagai Hakim
Investigasi.

Salah satu pertanggungjawaban Hakim Investigas adalah menyelenggarakan pemeriksaan ulang
penahanan 72 jam. Daam menganadlisa pelaksanaan pemeriksaan-pemeriksaan ini, JSMP
mengidentifikas berbagal jenis kekurangan, termasuk kurangnya kehadiran tim pembela dan
persoal anpersoa an dengan transportasi para terdakwa dan korban. JSMP juga mengidentifikas
persoalanpersoalan dengan keputusartkeputusan mengenai kelanjutan penahanan dan dengan
kedaluarsanya periode penahanan pra-peradilan.

3.2.1 Pemeriksaan Penahanan Awal (Pemeriksaan Ulang 72 jam)

Prosedur menghubungkan pelaksanaan pemeriksaan ulang penahanan awal diatur dalam pasal
20.1 Regulass UNTAET 2000/30, sebagaimana diubah yang menyatakan bahwa:

Daam waktu 72 jam penahanan, Hakim Investigas akan menyelenggarakan
sebuah pemeriksaan untuk mengkaji ulang keabsahan menurut hukum terhadap

33 Informasi ini diberikan oleh Jaksa Penuntut Baucau. Dalam pandangan JSMP, figur ini mempertimbangkan serius
secararelatif periode pemantauan lain.

3 Ketentuan 9.1 Regulasi UNTAET 2000/30, sebagaimana diubah oleh UNTAET 2001/ 25.

% Lihat untuk informasi lebih lanjut Laporan Pengadilan Distrik Dili (PDD), Bab 5.

% Berbicara secara hukum, per se tidak dilarang partisipasi Hakim Investigasi sebagai Hakim Persidangan dalam

konteks Ketentuan 10 Regulasi 2000/30, sebagaimana diubah oleh UNTAET 2001/ 25.
37 Lihat Ketentuan 10 Regulasi UNTAET 2000/30, sebagaimana diubah oleh UNTAET 2001/ 25.

% |nstruksi Administrasi 2001& 37, K etua Pengadilan Banding, 10 Desember 2001.
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penangkapan dan penahanan tersangka. Pada pemeriksaan ini, tersangka harus
dihadirkan, bersama dengan perwakilan hukumnya, jika perwakilan hukum
semacam ini telah diberikan kuasa atau diangkat.

Tiga pengadilan distrik menghadapi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemeriksaan ulang
sebagaimana sesuai dengan hukum. Tantangan utama berkaitan dengan transportasi para
tersangka dan kehadiran tim pembela.

3211 Persoalan-persoalan dengan Transportasi

Para tersangka datang dari distrik-distrik seringkai harus dibawa ke Dili untuk menghadiri
pemeriksaan ulang terhadap penahanan selama 72 jam di depan Hakim Investigas.

Semua pemeriksaan ulang dri Pengadilan Suai harus diperiksa di Dili, karena pengadilan telah
berfungsi dari Dili.

Hingga pengadilan tidak mengadakan persidangan (masaresesi) pada pertengahan Bulan Agustus
2003, para tersangka yang tertangkap di wilayah kewenangan hukum Pengadilan Baucau hanya
dapat dibawa ke Pengadilan Baucau antara Hari Selasa hingga Kamis. Jika terdapat kebutuhan
untuk menyelenggarakan pemeriksaan ulang apa sgja di antara Hari Jumat dan Senin, Kepolisian
harus membawa para tersangka ke Dili karena Para Hakim akan berada di Dili. Setelah
pertengahan Agustus 2003, situasi berubah dan setiap tersangka harus dibawa ke Dili karena
Hakim Investigasi tidak mengadakan perjalanan ke Baucau lagi*°.

Tanpa seorang Hakim di Oecusse sejak Bulan Juli 2003, sigpapun orang yang tertangkap harus
dibawa ke Dili untuk pemeriksaan ulang penahanan awal.

Ketiga Pengadilan Distrik tersebut butuh untuk membawa para tersangka ke Dili secara teratur
dan semua pengadilan mengalami persoaan transportasi. Akan tetapi, Pengadilan Oecusse yang
menghadapi tantangan paling besar. Karena lokasi geografis Oecusse, sangat sulit membawa para
tersangka melalui darat. Juga sebaiknya tidak mengandalkan membawa para tersangka dengan

ferry karena waktu perjalanan dan jadwal kapa™. Pilihan paling raecusse

praktis adalah membawa para tersangka melaui udara. Kepolisian di + Kira-kira 5 tersangka
Oecusse tidak mempunyai helikopter atau pesawat udara dan harus | diterbangkan dalam
mengandalkan penerbangan PBB. Akan tetapi, penerbangan PBB || Penerbangan PBB ke Dili
seringkali penuh permintaan selama periode pemantauan dan staf || < Pada awalnya 39
Timor Leste Pengadilan dan para tersangkatidak berada dalam daftar || tersangka ditangkap oleh
prioritas para penumpang. Kesulitan-kesulitan dalam membawa para || kepolisian

tersangka semakin bertambah karena pada kenyataannya bahwa secara umum tersangka dengan
dua pejabat pengawa kepolisian, para pelaku pengadilan dan saksi butuh diterbangkan untuk
pemeriksaan. JSMP semakin sadar terhadap kira-kira lima kejadian ketika Pengadilan Oecusse
dapat menggunakan penerbangan PBB pada saat dibutuhkan.

Kesulitan-kesulitan akan tetap sgja bertambah karena terjadi penurunan kehadiran PBB di Timor
Leste dan secara konsekuen jumlah penerbangan antara Oecusse dan Dili menurun. JSMP
percaya bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mempertimbangkan isu transportas

%9 Untuk alasan-alasan, lihat Bab 3.1.4 Tempat tinggal para Hakim di Luar wilayah Kewenangan Hukum Pengadilan.
40 Biasanya ferry yang menghubungkan Oecusse dan Dili hanya duakali seminggu. Lamanya perjalanan antara 12

hingga 15 jam.
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para tersangka untuk pemeriksaan ulang antara Oecusse dan Dili hingga kembainya Hakim
Oecusse pada Bulan Juni 2004.

Diinformasikan kepada JSMP bahwa untuk mengatas kesulitan- kesulitan dalam membawa para
tersangkadari Oecusse ke Dili, para tersangka seringkali akan dibebaskan sebelum berakhirnya
waktu 72 jam. Kadang-kadang mereka akan ditangkap kembali ketika kepolisian mendapatkan
wewenang untuk membawa tersangka dengan penerbangan PBB. Penangkapan kedua akan

jarang didasarkan pada surat perintah penangkapan karena tidak ada Hakim Investigas di

Oecusse dan permohonan-permohonan untuk surat penangkapan harus dikirim ke Dili. JSMP
juga semakin sadar bahwa situasi dimana Jaksa Penuntut Umum di Oecusse mengeluarkan
perintah penangkapan®'.

JSMP memahami bagaimana sulitnya selama ini bagi kepolisian dan pengadilan di Oecusse untuk
membawa para tersangka ke Dili, akan tetapi, JISMP menolak keras mekanisme yang digunakan
untuk mengatasi persoadlan. Apapun langkah langkah yang diambil oleh kepolisian dan Jaksa
Penuntut Umum harus selalu sesuai dengan hukum. Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai
kekuasaan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan para tersangka karena kekuasaan ini
Hakim Investigasi sebagaimana dalam Ketentuan 20.6 Regulasi. Sebuah prosedur penangkapan
dan penangkapan kembali seorang tersangka tanpa surat perintah penangkapan merupakan
pelanggaran nyata terhadap hak seseorang atas kebebasan yang dijamin di dalam Konstitusi*2.

Kepolisian dari distrik-distrik di bawah kewenangan hukum Pengadilan Suai dan Baucau juga
menghadapi persoalan-persoalan transport karena kekurangan kendaraan. Contoh, kepolisian di
Vigueque hanya mempunyai satu kendaraan dan ketika kendaraan dibutuhkan untuk membawa
seorang tersangka ke Dili, kepolisian distrik akan tinggal tanpa transportas untuk kerja kepolisian
sehari-hari.

3.21.2 Kurangnya Kehadiran Tim Pembela

JSMP mengidentifikas Pengadilan Distrik Baucau sebagai pengadilan yang menghadapi
tantangan paing besar daam usahanya untuk menjamin kehadiran tim pembela pada
pemeriksaan ulang 72 jam.

Bersadarkan pada pengethauan JSMP, terdapat jumlah pemeriksaan ulang 71 jam yang tinggi
yang dilaksanakan antara Bulan Mei dan Agustus 2003 tanpa kehadiran satu-satunya Pembela
Umum di Baucau. Alasan utama yang seringkali dinyatakan oleh para Hakim, dan Pembela
umum sendiri, adalah beban kerja yang berat dari Pembela Umum. Pada kebanyakan situasi,
pemeriksaan ulang 72 jam dilaksanakan pada saat yang bersamaan Pembela Umum sibuk di
pengadilan dengan kasus lain atau diatidak hadir di pengadilarf=.

Akan tetapi, JSMP percaya bahwa kesulitan-kesulitan dalam menjamin kehadiran Pembela
Umum Baucau dalam pemeriksaan 72 jam diperbesar oleh kurangnya komunikasi yang efektif di
pengadilan, termasuk Hakim Investigasi, dan Pembela Umum. Selama JSMP memantau di

Baucau pada Bulan Juli dan Agustus 2003, paling tidak dua pemeriksaan ulang dilaksanakan
dengan ketidakhadiran Pembda Umum sementara dia secara fisk berada di kantornya di
pengadilan. JSMP menjadi sadar bahwa ketidakhadiran Pembela Umum dalam dua pemeriksaan
ulang karena dia tidak mengetahui bahwa terdapat pelaksanaan pemeriksaan ulang.

41| ihat Bab 3.3 Jaksa Penuntut Umum.
42 | jhat K etentuan 30.1 dan 30.2 Konstitusi RDTL.

43 Untuk informasi lebih lanjut mengenai beban kasus dan sumber daya Para Pembela Umum Baucau, lihat Bab 3.4.3.
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Sejak Bulan Agustus 2002, seorang pengacara dari LBH Timor Leste telah bekerja di Baucaf”.
Diharapkan bahwa dengan kehadiran pengacara ini di Baucau, ketidakhadiran para pengacara di

dalam pemeriksaan ulang akan menurun. Akan tetapi, penting untuk mengusahakan mengangkat
Pembela Umum lain ke Baucau.

Pendapat JSSMP bahwa Hakim Invegtigasi, daam tugasnya untuk menjaga hak-hak para
tersangka, harus selau berdasarkan kasus per kasus memastikan apakah kehadiran tim pembela
dapat dijamin dalam pemeriksaan ulang.

Pada saat pemeriksaan ulang 72 jam para tersangka dari kewenangan hukum pengadilan Baucau
harus mengambil tempat di Dili, lebih mudah untuk menjamin kehadiran tim pembela

Kurangnya perwakilan hukum dalam pemeriksaan ulang 72 jam para tersangka dari Suai dan
Oecusse tidak dapat dikatakan bersfat sstematik ketika dibandingkan dengan persoaan di
pengadilan distrik Baucau. Alasan utama bahwa di Dili mudah sedikit untuk memanggil para
pengacara untuk menghadiri pemeriksaan ulang para tersangka dari pengadilan Suai atau
Oecusse

. . Statistik Tahanan Pra-
3.2.2 Perintah dan Perpanjangan Penahanan Peradilan
Baucau

+ Rata-rata dari 80% para
tersangka/terdakwa tindak

JSMP telah mengamati bahwa situasi di pengadilan Suai, Oecusse dan Sf&gi;%ﬂﬂ g%r)' > tahun

Baucau dalam kaitannya dengan perintah penahanan mirip dengan (i 4 23 tersangka/terdakwa

Dasar alasantalasan untuk penahanan pra-peradilan terdapat di dalam
Ketentuan 20.7 dan 20.8 Regulas UNTAET 2000/30 seperti diruba.

situasi di Pengadilan Distrik Dili*°. di Penjara Baucau
+ 49 tersangka/terdakwa
Dari pemantauannya, JSMP mendapatkan bahwa di Penjara Becora

From its monitoring, JSSMP found that:
Secara umum, keputusan Hakim Investigas mengutip ketentuan || ©€cusse
hukum yang benar yang berlaku untuk penahanan pra-peradilan; 01'.‘ 6 tersangka/terdakwa
Alasan-alasan untuk kelanjutan penahanan tidak diperkuat || ' Femara Becora
secara penuh di dalam keputusan tertulis; Suai
Terdapat kesan yang umum bahwa argument-argumen untuk || 4 27 tersangka/terdakwa
penghukuman secara mudah diterima ketika dibandingkan | di Penjara Becora

dengan argument-argumen dari pembela, dan
Kebanyakan keputusan-keputusan sebagian besar didasarkan pada al asan-al asan terhadap
keseriusan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan.

Di pengadilan Baucau, JSMP mengamati bahwa kebanyakan keputusan tertulis dari Hakim
Investigas menyebutkan keseriusan dari kejahatan sebagal sdah satu alasan  untuk
memerintahkan penahanan para tersangka’®

Para Hakim di pengadilan Baucau dan Suai serta Jaksa Penuntut Umum Baucau menyatakan,
dalam wawancara dengan JSMP, pandangan mereka bahwa orang-orang tersangka kejahatan

“ Lihat di bawah Bab 3.4 Pembeladi Distrik-Distrik

5 | ihat Bab 5.1 Pemeriksaan Penahanan Awal, Laporan Akhir JSM P Pengadilan Distrik Dili, Desember 2003.
46 Lihat untuk contoh, keputusan Hakim Investigasi tertanggal 19 Maret 2003 dalam kasus dimana tersangka diduga

dengan kuat telah melakukan penganiayaan berat.
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yang dapat dihukum lebih dari lima tahun penjara perlu untuk penahanan pra-peradilan. Hal ini
secara jelas melanggar peraturan karena tindakan ini memberikan sebuah daftar faktor-faktor
yarg mendalam untuk dipertimbangkan dalam memutuskan tersangka tetap dalam penahanan
pra-peradilan™; daftar tersebut tidak memasukkan kerasnya hukumnya yang mungkin.

JSMP juga mengamati bahwa di tiga distrik keputusan untuk memperpanjang masa penahanan
awal 30 hari seringkali didasarkan pada kepatuhan dari Jaksa Penuntut bahwa penyelidikan belum
dapat disdlesaikan. Dalam pengaaman JSMP, pembea sering tidak diberikan kesempatan
menantang permohonan untuk perpanjangan dari Jaksa Penuntuit.

JSMP percaya dengan kuat bahwa keputusan untuk memperpanjang penahanan harus termasuk,

terhadap tingkatan tertentu, sebuah analisa mengenai perkembangan penyelidikan. Sebagai
tambahan, penting untuk memberikan kesempatan kepada pembela untuk menanggapi balik

terhadap perpanjangan penahanan.

Tahanan pra-peradilan dari ketiga pengadilan distrik dalam beberapa peristiwa masa penahanan
mereka kedaluarsa.

Dalam kasus Jaksa Penuntut Umum v. Francisco da Costa (Nomor Kasus 32/2003 SDC) pada tanggal 11
September 2003, perintah penahanan telah berakhir sejak 10 Agustus 2003.

JSMP telah mengamati bahwa jarak wilayah antara Pengadilan di Baucau dan para tahanan yang
berada di Dili menciptakan hambatan-hambatan dalam memastikan bahwa masa penahanan akan
berakhir. JSMP menjadi sadar terhadap dua kasus dimana enam tersangka dari kewenangan
hukum pengadilan Baucau ditahan di Penjara Becora sgjak penangkapan awa mereka pada Bulan
Maret 2003 tanpa diperpanjang penahanan mereka secara resmi. Para tersangka sudah ditahan
lebih dari enam bulan dan hanya dibebaskan setelah sebuah permohonan dari seorang pengacara
LBH yang bekerja di Dili. Para Hakim Baucau mendasarkan keputusan-keputusan pembebasan
mereka kepada batasantbatasan untuk masa penahanan pra-peradilan sebagaimana ditetapkan
oleh Ketentuan 20.10 Regulasi.

Kasus-kasus semacam ini, dalam pendapat JISMP, merupakan hasil dari komunikasi yang rendah
antara pihak berwenang di pengadilanpengadilan dan penjara, juga mengjemen kasus yang
rendah pada bagian para Pembela Umum.

Daam pemantauannya JSM P telah mengamati bahwa di Baucau, administras mempunyai sebuah
daftar para tersangka yang ditahan di penjara Baucau dan Becora dan tanggal-tanggal mengenai
kapan penahanan pra-peradilan mereka harus diperiksa ulang oleh Hakim Investigasi. Daftar
diperbarui secara tetap oleh administras pengadilan. Tidak ada daftar yang mirip dapat
diketemukan di Pengadilan Suai, menurut dugaan karena kekurangan stef.

Sistem pembuatan sebuah daftar dengan informasi mengenai kapan tanggal masa penahanan
berakhir patut dihargai dan harus didukung. Akan tetapi, bahkan dengan daftar ini, situas
sebagaimana digambarkan di atas masih terjadi. Dalam pandangan JSMP, penting untuk
menjamin bahwa informasi dibagi antara penjara, para Hakim Investigasi, para Pembela Umum
pengadilan distrik, Kantor Pembela Umum Nasional, para Jaksa Penuntut Umum pengadilan
distrik, dan Kantor Jaksa Penuntut Umum Nasional.

47 K etentuan 20.7 dan 20.8 Regulasi UNTAET 2000/ 30, sebagaimana diubah oleh 2001/ 25.




JSMP merekomendas kan bahwa:

1. Sebuah rencana akan dikembangkan untuk ketentuan bagi para Hakim
Investigass pada masing-masing Pengadilan Distrik dan tugas-tugas mereka
akan, jika memungkinkan, tidak termasuk duduk sebagai hakim persidangan;

2. Langkah-langkah akan dilaksanakan untuk membantu dalam mengurangi dan
ketepatan waktu dalam membawa para ter sangka dan para pihak yang relevan ke
Dili untuk pemeriksaan ulang 72 jam, khususnya para ter sangka dan kor ban yang
datang dari kewenangan hukum Pengadilan Distrik Oecusse;

3. Hakim Investigasi harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peran
mereka dalam melindungi hak-hak para tersangka, terutama dengan usaha untuk
memastikan kehadiran tim pembela dalam pemeriksaan ulang 72 jam dan
memberikan perlindungan terhadap bukti yang disampaikan oleh kedua pihak
selama pemeriksaan ini dan dalam permohonan apapun untuk perpanjangan
masa penahanan; dan

4. Sebuah sistem yang resmi mengenai pembagian informas akan diwujudkan
antara tiga penjara, para Hakim Investigasi, para Pembela Umum di distrik,
Kantor Pembela Umum Nasional, Jaksa Penuntut Umum di Distrik dan kantor
Jaksa Penuntut Umum Nasional dengan pandangan untuk memastikan ketepatan
waktu untuk pemeriksaan ulang dilaksanakan.

3.3 JaksaPenuntut



3.3.1 KerangkaKerjaHukum

Integritas dan tindakan yang baik dari Kantor JaksaPenuntut Umum
adalah integral terhadap keseluruhan fungsi dari sistem Pengadilan di
Timor Leste. Penting bahwa kerja para jaksa penuntut merupakan
standar yang tinggi karena mereka mewakili Negara dan ditetapkan
dengan kebijaksanaan yang sungguh-sungguh dalam pengarahan
penydlidikan tindak pidana dan melaksanakan persidangan tindak
pidana. Sebagai tambahan terhadap kompetens eksklusif untuk
melaksanakan penyelidikan tindak pidana, Jaksa Penuntut juga
mempunya  kebijaksanaan apakah untuk mengeluarkan dakwaan,
permohonan surat perintah penangkapan dan perintah-perintah lain®®,

Selama pemantauan Pengadilan Baucau, Oecussi dan Suai, JSMP
mengidentifikasi delapan bidang perhatian utama yang berkaitan
dengan kerja para Jaksa Penuntut Umum. Kekurangan Jaksa
Penuntut dan beban kasus yang tinggi juga pengel uaran perintah yang
tidak sesuai dengan hukum dan dakwaan yang tidak tepat ditekankan
sebagai persoalan-persodan. Isu penting lain yang muncul ketika
mempertimbangkan keefektifan Para Jaksa Penuntut adalah
kurangnya sumber daya penuntutan dan kebutuhan untuk pelatihan,
pengawasan dan dukungan.

Mirip dengan sSituas para Pembela Umum, kebutuhan para Jaksa
Penuntut Umum yang lebih banyak untuk Pengadilan Distrik adalah
serius sekali. Pengangkatan para Joaksa Peruntut Umum  baru
diharapkan pada waktu dekat tetapi sgauh ini telah benar-benar
memakan waktu®.

Undang-undang organik bagi para Jaksa Penuntut yang akhir-akhir ini
diusulkan dengan Dewan Menteri dan belum dipastikan akan

Baucau

% 2 Jaksa Penuntut

% 1200 kasus dalam
penyelidikan

% 26 kasus yang
didakwakan menunggu
persidangan

% 72 orang dalam
penahanan pra-peradilan
% kira-kira 121 kasus
diselesaikan sejak 2000.

Oecussi

+ | Jaksa Penuntut

% 25 kasus siap untuk
disidangkan

+ 96 dakwaan
dikeluarkan

% 15 kasus selesai

% 6 orang dalam
penahanan pra-peradilan

Suai

% 2 Jaksa Penuntut (salah
satu dari mereka, Jaksa
Penuntut yang dilatih dari
Unit Kejahatan Berat)

% 27 orang dalam
penahanan pra-peradilan
=+ 380 kasus diserahkan
kepada jaksa penuntut
sejak 2002

dimasukkan ke Parlemen hingga Buan Agustus®. Undang-undang ini dimaksudkan untuk
memasukkan garis-garis pedoman yang lebih jauh mengenai fungsi Kantor Jaksa Penuntut dan
pengangkatan para Jaksa Penuntut.

3.3.2 Beban Kasus

Jelas dari jumlah kasus yang tinggi dalam penyelidikan dan tahanan pa-peradilan memerlukan
perhatian tinggi dari Kantor Jaksa Penuntut. Sumber daya dibutuhkan mendesak untuk
mengurangi penundaan yang bertumpuk-tumpuk dan luar biasa. Misalnya, Jaksa Penuntut Suai
tidak mempunyai dukungan administras dan, sebagai tambahan terhadap beban kerja yang
berlimpah, akhir-akhir ini mereka menyediakan beberapa bantuan kepada Pengadilan Distrik Dili.
Mengatur beban kasus yang tinggi semacam ini, termasuk mengarahkan penyelidikan kepolisian

48 Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai hukum yang berkaitan dengan Jaksa Penuntut, lihat Laporan JSMP,
Laporan Akhir Pengadilan Distrik Dili, Desember 2003.

49 Ada Jaksa Penuntut yang dilatih sejak pertengahan 2002. Dua orang dari Jaksa Penuntut yang dilatih tersebut bekerja
di Unit Kejahatan Berat dan dua lainnya telah dipindahkan ke Pengadilan-pengadilan Distrk.

%0 Diharapkan bahwa Undang-Undang akan disampaikan kepada Parlemen pada Bulan Agustus 2004.
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dan kerja Pengadilan, menuntut secara keras dan akhir-akhir ini memperlunak sumber daya ke
beberapa tingkat yang benar-benar berakibat pada mutu kerja mereka.

3.3.3 Perintah Tak Sesuai Hukum

Sebagaimana ditekankan sebelumnya, Jaksa Penuntut mempunyai kekuasaan yang penting dalam
kasus-kasus pidana. Dergan kekuasaannya yang luas, penting bahwa kewenangan Jaksa Penuntut
dilaksanakan dengan tegas dalam pemenuhan dengan hukum.

Jaksa Penuntut Oecusse adalah posisi yang benar-benar sulit karena ketidakhadiran Hakim yang
diperpanjang dan kesulitan-kesulitan transportasi®*. Tanpa kehadiran seorang Hakim, jaksa
penuntut dilihat oleh beberapa orang sebaga kepaa Pengadilan dan dia diletakkan dalam sebuah
posis dimana dia harus membuat keputusan yang sulit dalam perkara-perkara yang berkaitan
dengan penahanan para tersangka.

JSMP mempunyai akses terhadap sebuah perintah dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30
September 2003 dimana penahanan tersangka berlanjut diperintahkan hingga waktu pemeriksaan
dapat dilaksanakart®. Perintah semacam itu tidak sesuai dengan hukum karena Jaksa Penuntut
tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perintah penahanan®. Terlepas dari perintah,
adalah tidak sah menurut hukum untuk menahan seseorang lebih dari 72 jam tanpa sebuah
pemeriksaan ulang di depan seorang Hakim Investigasi™. Pengeluaran perintah penahanan oleh
Jaksa Penuntut merupakan pelanggaran hukum yang nyata. Waaupun maksud dari Jaksa
Penuntut dan saat ini dia menghadapi kesulitarrkesulitan, hal ini merupakan sebuah
penyalahgunaan kewenangan yang merusak integritas Kantor Jaksa Penuntut dan meremehkan
hak-hak paratersangka.

3.3.4 Dakwaan-dakwaan yang Tidak Tepat

JSMP mengamati bahwa terdapat kekurangan sebuah pemahaman yang jelas terhadap
perbedaan antara perkara- perkara perdata dan pidana oleh beberapa Jaksa Penuntut dan

para pelaku Pengadilan lainnya®®. Juga dalam situasi-situasi tertentu Jaksa Penuntut
mengel uarkan dakwaan-dakwaan sementaraiitu prosedur-prosedur yang lebih sederhana dan
cepat dapat digunakan.

Dalam kasus Jaksa Penuntut Umum v. Matias Sict>” sebuah tuntutan atas penipuan dan penggelapan
digagalkan oleh Hakim setelah memutuskan bahwa kasus tersebut adalah salah satu perkara yang bersifat

perdata daripada bersifat pidana. Kasus memperhatikan pihak pertama menyewa sebuah mobil kepada

51| ihat Bab 3.2.1.1 di atas mengenai Persoal an-persoalan dengan Transportasi

%2 Dalam kasus ini tersangka ditahan lebih dari 72 jam. Dalam kenyataan kepolisian tidak tunduk pada perintah Jaksa
Penuntut dan membebaskan tersangka sebelum pemeriksaan direncanakan. Dokumen Pengadilan lainnya dikeluarkan
oleh jaksa penuntut Pengadilan Oecusse digunakan oleh UNPOL dalam perencanaan memindahkan dua anak Timor
Leste ke Timor Barat, akan tetapi perintah ini tidak dilihat oleh JISMP.

%3 K ewenangan untuk memeriksa ulang penahanan diberikan kepada Hakim Investigasi.

% Lihat K etentuan 20 Regulasi UNTAET 2000/30, sebagaimana diubah oleh 2001/ 25.

%5 Situasi yang mirip dapat ditemukan di Pengadilan Distrik Dili. Lihat Bab 7.1 Penangkapan dan Dakwaan yang Tidak
Sesuai Hukum, Laporan Akhir JSMP mengenai Pengadilan Distrik Dili, Desember 2003.

%6 Contoh, ringkasan atau persidangan yang dipercepat dalam persyaratan Ketentuan 24 Regulasi UNTAET 2001/8 dan
Ketentuan 44.2 Regulasi UNTAET 2000/ 30, sebagaimana diubah oleh 2001/ 25.

>" Nomor Kasus belum diberikan.

58 Nomor Kasus belum diberikan.
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pihak kedua. Pihak kedua memahami perjanjian yang ada bahwa dia akan menyewa mobil dan pembayaran
akan menjadi pembelian mobil sehingga di akhir pembayaran dia akan memiliki mobil tersebut.

Dalam kasus lain, Jaksa Penuntut Umum v Paul X*® terdakwa dituntut dengan menyopir yang
membahayakan menurut Ketentuan 10 Regulasi UNTAET 2001/08. Supir dituntut karena mikroletnya
kebanyakan beban dengan para penumpang dan orang-orang yang bergantungan di luar kendaraan.
Sebelumnya Polisi telah menangkap supir dan mendendanya US$25. Kemudian Jaksa Penuntut meneruskan
untuk mengeluarkan sebuah dakwaan dan membawa kasus ke Pengadilan. Pelanggaran semacam ini dapat
ditangani dengan singkat oleh kepolisian atau dalam penyelesaian yang cepat. Dalam kasus ini, Pengadilan
mengesahkan denda US$ 25.

3.3.5 Jaksa Penuntut dan Medias

Semua Jaksa Penuntut dari Pengadilanpengadilan Distrik menginformasikan kepada JSMP
bahwa mereka tidak menggunakan medias terhadap kasus-kasus pidana karena tindakan
semacam itu tidak diijinkan.

JSMP tidak memantau Jaksa Penuntut ikut serta dalam prosedur-prosedur mediasi. Akan tetapi,

JSMP mencatat bahwa dalan beberapa kasus Jaksa Penuntut mengarahkan kasus-kasus
dimediasikan oleh para pihak sendiri.

Jaksa Penuntut Suai menyatakan bahwa dia tidek mengarahkan medias tetapi dia bisa
mengatakan kepada korban dan tersangka untuk mendapatkan sebuah penyelesaian untuk
persoaan tertentu, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan rumah tangga. Sebuah indikas dari
Jaksa Penuntut bahwa para pihak harus berusaha untuk menyelesaikan perkara di luar Pengadilan

adalah tidak tepat jika terdapat bukti yang mendukung bahwa tindak pidana telah terjadi. Dalam
Situasi ini, sebuah dakwaan harus dipersigpkan setelah dilakukan penyelidikan.

3.3.6 Sumber Daya Penuntutan

Sebagai tambahan terhadap kebutuhan ekstra para Jaksa Penuntut, kebanyakan Jaksa Penuntut
yang diwawancarai oleh JSMP menyatakan sebuah kebutuhan untuk sumber-sumber daya
tambahan untuk membantu mereka menyel esaikan tugas-tugas mereka.

Sebuah isu utama bagi jaksa penuntut d Baucau adaah kurangnya perabotan di daam rumah
dimana para Jaksa Penuntut bertempat tinggal. Pada waktu penulisan laporan ini, Jaksa Penuntut
belum kembali ke Baucau sgjak Pengadilan beristirahat dari sidang yang terjadi selama dua
minggu terakhir pada Bulan Agustus 2003. Menurut Jaksa Penuntut keputusan tidek kembali ke
Baucau merupakan sebuah protes terhadap penundaan Menteri Kehakiman menyediakan
perabotan untuk rumah. Kurangnya sumber daya ini secara langsung dan penting berdampak
pada fungsi Pengadilan Baucau.

Sebagai tambahan, diinformasikan kepada JSSMP oleh para Jaksa Penuntut Baucau bahwa akan
bermanfaat bagi mereka untuk mempunyai komputer laptop dan printer sehingga mereka dapat
mengadakan perjalanan ke sub distrik-sub distrik untuk mengambil pernyataan-pernyataan
tambahan para saks dan melaksanakan penyelidikan-penydidikan mereka. Kebutuhan sumber-
sumber daya lain yang diidentifikas adalah: sebuah tape rekaman untuk merekam kesaksian
saks, sebuah kamera untuk mengambil photo tempat terjadinya kejahatan, sebuah mobil
tambahan untuk mengadakan perjalanan ke distrik-distrik dan sebuah radio untuk komunikasi
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balik ke kantor. Bantuan administrasi tambahan juga dibutuhkan daam pandangan para Jaksa
Penuntut.

Daftar yang tersebut di atas tidak berarti menjadi sebuah inventaris kebutuhan para Jaksa
Penuntut Umum; daftar tersebut cukup menggambarkan untuk mengaudit sumber-sumber daya

untuk mengidentifikas kebutuhan Jaksa Penuntut.

3.3.7 Pdatihan dan Informasi Hukum

Pelatihan dan ketentuan akan informasi hukum terbaru bagi para Jaksa Penuntut penting untuk
menjamin kelanjutan dan perkembangan yang berkel anjutan kerja mereka.

Semua Jaksa Penuntut nasional, termasuk Jaksa Agung, akhir-akhir ini menghadiri pelatihan yang
dilaksanakan oleh International Development Law Organisation (IDLO). Pelatihan tersebut
dilaksanakan pada Bulan Oktober 2003 dan diselesaikan paling lambat hingga Oktober 2004.
Pada saat penulisan Laporan ini, tiga sesi pelatihan telah dilaksanakan. Sesi-ses peatihan
disdenggarakan dalam dua hari berturut-turut dalam satu minggu setiap bulannya lebih dari tiga
bulan, hingga sekarang keseluruhan diselanggarakan enam sesi. Pelatihan ini dirancang sehingga
para Jaksa Penuntut dari Pengadilan yang sama tidak menghadiri sesi pelatihan yang sama untuk
meminimalkan dampak pada jadwal Pengadilan.

Pentingnya terhadap pelatihan tanpa persoalan. Akan tetapi mengkuatirkan bahwa beberapa
pelaku Pengadilan dari Pengadilan Distrik Baucau menggunakan pelatihan Jaksa Penuntut di Dili
sebagai alasan untuk menjustifikasi ketidakhadiran mereka dari Bauca®. Waktu yang
dipersyaratkan bagi para Jaksa Penuntut berada di Dili untuk pelatihan adalah minimal dan tidak
dapat dipertimbangkan sebagai dasan yang masuk aka selama dua minggu tidak hadir dari
Pengadilan Baucau. Pada saat penulisan Laporan ini, ses pertama pelatihan telah dilaksanakan.
Sebuah evaluas dari pelatihan dan syarat kehadiran para jaksa penuntut didorong untuk
memastikan bahwa gangguan terhadap fungsi Pengadilan Distrik di masa depan tidak terjadi.

JSMP telah mengamati bahwa akhir-akhir ini sebuah sistem penyediaan informasi hukum terbaru
kepada para Jaksa Penuntut di distrik -distrik tidak ada.

Di Baucau dan Oecusse, para Jaksa Penuntut mengindikasikan bahwa sulit untuk mendapatkan
informasi yang tepat waktu mengenal perkembangan baru dalam bidang Hukum. Di Oecusse,
Jaksa Penuntut mengindikasikan bahwa dia mempunyai sebuah Compact Disc (sebuah publikas
dari PBB) berisikan perundang-undangan terbaru hingga April 2003, tetapi sgjak saat itu, belum
menerima informasi apapun mengena perubahan atau perkembangan perundang-undangan baru.
Akses terhadap perkembangan hukum dan pelatihan mengena pelaksanaannya adalah penting
bagi kerja para Jaksa Penuntut. Ketentuan mengenai akses terhadap sumber-sumber daya
tersebut harus menjadi pertanggungjawaban Kantor Wakil Jaksa Umum untuk Kejahatan-
kejahatan Biasa™.

3.3.8 Pengawasan dan Disiplin

Pengawasan terhadap kerja para Jaksa Penuntut adalah perlu untuk memastikan kualitas kerja dan
juga berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan para Jaksa Penuntut dan menyediakan dukungan

59 Lihat Bab 2 di atas.
% Lihat juga Bab 9 di bawah.



bagi mereka dalam menampilkan kewajibarrkewajiban mereka.  Lebih penting adalah
melekatkan pengawasan terhadap para Jaksa Penuntut yang bekerja di luar Dili karena
terpencilnyatempat mereka

Regulast UNTAET 2000/16 menetapkan bahwa:

15.3 Di bawah Jaksa Umum, Wakil Jaksa Umum untuk Kejahatan Biasa akan
bertanggung jawab atas kesel uruhan menejemen Kantor Kejaksaan Distrik (...) dan
pengawasan terhadap para Jaksa Penuntut Distrik, dan akan bertanggung jawab
untuk memastikan pelaksanaan fungsi yang ditetapkan resmi tertulis sebagaimana
mestinya; dan

15.5 Daam melaksanakan kedudukannya sebagai pengawas, mengemen dan
administras dari Kantor Kegaksaan Distrik (...), Wakil Jaksa Agung untuk
K gahatan Biasa boleh mengeluarkan instruksi adminitrasi instruks dan garis-garis
pedoman terhadap Kantor Kejaksaan Umum Distrik apapun dan staf secara umum
yang bekerja pada kantor semacam itu.

Selanjutnya, Konstitusi menyatakan bahwa

Kantor Jaksa Agung berkewagjiban mengangkat, menandatangani, mengalihkan dan
mempromosikan para jaksa penuntut umum dan melaksanakan tindakan-tindakan
kedisiplinan.**

Penting bahwa Ketua Jaksa Agung untuk Pidana Biasa memainkan sebuah peran yang aktif
dalam menilai kebutuhan administras dan ketrampilan kerja kantor-kantor Penuntut Umum
distrik. Misalnya, pada saat para Jaksa Penuntut Umum gaga untuk muncul di Pengadilan yang
ditugaskan kepada mereka, dalam pendapat JISMP, perlu bagi Ketua Jaksa Agung kersikap tegas
dalam menilai situas dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan situas sesegera
mungkin untuk memastikan fungs pengadilan yang tepat. JSMP tidak melihat para Jaksa
Penuntut dari Baucau menerima sebuah instruks administras atau instruksi untuk kembali ke
Baucau. Kantor Ketua Jaksa Agung untuk Pidana Biasa harus diberikan sumber daya yang
memadai untuk menjalankan peran kepengawasannya dengan baik.

JSM P merekomendasikan bahwa:

1. Para jaksa penuntut yang sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam masa
pelatihan harus disumpah menjadi para jaksa penuntut sebagai langkah yang
mendesak untuk membantu mengurangi peningkatan beban kerja Kantor Jaksa
Agung. Para Jaksa Penuntut tambahan akan ditempatkan di pengadilan Suai dan
Baucau;

61 Ketentuan 132 (5) Konstituss RDTL. Dicatat bahwa Ketentuan 134 Konstitusi Timor Leste menunjuk ke Majelis
Tinggi Penuntut Umum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kantor Jaksa Agung. Majelis Tinggi Penuntut Umum
belum didirikan.
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Perlu memberikan pengawasan dan dukungan kepada para jaksa penuntut di
distrik untuk memastikan bahwa perintah yang sesuai hukum dari para jaksa
penuntut didapatkan dan langkah yang tepat diambil untuk memperbaiki situas
termasuk sanksi -sanksi;

. Jaksa Penuntut menguji secara berhati-hati elemen-elemen kejahatan tuntutan
menurut penyelidikan untuk memastikan bahwa surat penangkapan dan perintah
penahanan tidak boleh dalam kasus-kasus yang pada kenyataannya bukan
tindakan kegahatan. Pelatihan mengenai perbedaan antara perkara-perkara
pidana dan perdata harus diberikan;

. Sebuah penilaian terhadap sumber daya penuntutan harus dilaksanakan;

Dukungan administrasi akan ditunjuk terhadap semua pejabat jaksa penuntut
sesegera mungkin dengan kebutuhan utama untuk Pengadilan Suai; dan

. Sebuah evaluasi pelatihan bagi para jaksa penuntut harus dilaksanakan secara

teratur dan pertimbangan diberikan atas dampak pelatihan terhadap bekerjanya
pengadilan.



3.4 Pembeladi Distrik-Distrik

Pengacara dan pembela merupakan unsur penting daam
pengembangan suatu sistem yudisia. Namun pada umumnya di Timor
Leste, masyarakat kurang memahami dan kurang percaya akan sistem
yudisia yang ada, sehingga keterlibatan para pengacara pembela
dalam upaya mengembangkan sistem tersebut menjadi Iebih penting
lagi.

Saat ini bantuan hukum di Timor Leste dapat disediakan oleh
keduanya, baik para pembela umum atau pembela swasta.

Para Pembda Umum ditetapkan pada tingkat nasional dengan
berkantor di Dili, Oecusse dan Baucau. Para Pembela Umum didanai
oleh Pemerintah. Peran mereka adalah untuk memberikan bantuan
hukum dan mewakili orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan
dan persidangan pidana dan perdata terutamabagi mereka yang tidak
mempunyai  sumber daya keuangan yang tidek memada untuk
membayar perwakilan semacam ini%.

Tugas dan pertanggungjawaban para Pembela Umum dinyatakan di
Regulass UNTAET 2001/24. JISMP menyadari bahwa pada Bulan
Maret 2003 sebuah draft proposa Undang-Undang untuk para
Pembda Umum digukan untuk dipertimbangkan kepada Menteri
Kehakiman®.

Profes hukum masyarakat Timor Leste mengaami sebuah
peningkatan jumlah pengacara swasta. Banyak para pengacara swasta
di Timor Leste bekerja di lembaga-lembaga yang dinamakan Lembaga
Bantuan Hukum. LBH di Timor Leste tidak didanai oleh Pemerintah
dan biasanya mengandalkan dana dari penyandang danainternasional.
Hal ini dimaksudkan bahwa LBH memberikan bantuan hukum gratis
bagi mereka tanpa bermaksud membayar untuk pelayanan hukum.
Hampir seluruh LBH berkonsentras di Dili, tetapi tahun ini dilihat
sebuah upaya untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang
yang tinggal di distrik-distrik luar Dili.

Sampai saat ini tidak terdapat perundang-undangan yang mengatur
kerja para pengacara swasta. JSMP menyadari bahwa Hukum tentang
Statuta Para Pengacara, yang bertujuan untuk mengatur Perkumpulan
Pengacara Timor Lesta telah disampaikan kepada Komite “'A”
Parlemen Nasional pada Bulan Oktober 2003.

Jumlah yang
Berkaitan dengan
Pembelaan di Distrik-
Distrik

Baucau

+1 Pembela Umum tanpa
staf pembantu

+ Sumber daya: sepeda
motor, 1 komputer, dan
1 printer

+ 12 kasus saat ini
dengan Pembela Umum
(Agustus 03)

+ 1 pengacara LBH TL
sejak Agustus 03

+ Pengacara LBH TL
dengan 4 kasus pidana
dan 8 kasus perdata (Nop
03)

+ Kedua kantor

berlokasi di Gedung
Pengadilan

Oecusse

+ 1 Pembela Umum
tanpa staf pembantu

+ Sumber Daya: sepeda
motor, komputer, dan
printer

+ Kantor Pembela
Umum berlokasi di
Gedung Pengadilan

+ 25 kasus saat ini
dengan Pembela Umum
(Nop 03)

+ 2 LBH Liberta
membantu dalam 11
kasus (Nop 03)

+ 1 LBH TL membantu
dalam 7 kasus (Nop 03)

Suai

+Tidak ada Pembela
Umum yang
diangkat/ditunjuk

Bak para Pembela Umum maupun LBH penting dalam menjamin hak-hak para tersangka dan
terdakwa serta pembangunan sistem hukum di Tima Leste. Akan tetapi, kepentingan yang lebih
jauh dibebankan kepada Para Pembela Umum karena mereka didanai oleh Pemerintah dan

62 |_jhat juga K etentuan 135.2 Konstitusi RDTL.
% Proposal didukung oleh Advocats Sans Frontiérés (Pengacara Tanpa Batas).
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Sama halnya dengan Para Jaksa Penuntut Umum, tampak bahwa akhir-akhir ini keberadaan
Pembela Umum dan pengacara swasta tidak mencukupi di Timor Leste.

Pengadilan Digtrik Suai merupakan satu-satunya pengadilan distrik yang tidak mempunyai
Pembela Umum. Kurangnya Pembela Umum untuk Suai seringkali dinyatakan sebagai aasan
untuk ketidakmampuan Pengadilan Distrik Suai untuk melaksanakan fungsinya di Suai. Menurut
informas yang dikumpulkan oleh JSMP, kasus-kasus Suai biasanya dibagi di antara Pembela
Umum yang bekerja di Dili.

3.4.1 Kelebihan Beban Kerja dan Mengjemen

Para Pembela harus terlibat secara aktif pada tahapan persidangan yang berbeda: di kantor
kepolisian ketika seseorang ditangkap, di depan Hakim Investigas untuk pemeriksaan ulang,
selama persidangan dan di depan Pengadilan Banding jika sebuah banding telah digjukan. Tim
Pembela harus juga memastikan persigpan kasus-kasus dengan baik , yang kadang-kadang
mungkin meminta kebutuhan untuk melaksanakan perjalanan ke sub distrik-sub distrik. Penting
bahwa tim pembela dipersigpkan, mempunyai mengjemen kasus yang baik, mempunyai akses
terhadap sumber daya yang tersedia dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua tugas-
tugas tersebut.

Menurut pemantauan JSMP, tidak ada Pembela Umum di Baucau ataupun di Oecusse yang
menyediakan bantuan terhadap para tersangka di kantor kepolisian. Pada saat mewawancarai

kepolisan di Baucau, pihak kepolisian menanggapi bahwa tidak ada yang menghubungi Pembela
Umum karena dia tidak akan mempunyai waktu yang cukup untuk datang ke kantor kepolisian.
Pembela Umum di Oecusse pada dasarnya mengel uhkan kepada para pemantau JSMP bahwa dia
tidak pernah dipanggil ke kantor kepolisian untuk memberikan bantuan kepada siapapun yang
berada di dalam penahanan.

Sebagai mana ditekankan sebelumnya, terdapat kekurangan kehadiran Pembela Publik Baucau di
Pemeriksaan ulang penahanar’®.

JSMP telah mengamati bahwa kasus-kasus pidana seringkali akan ditangani oleh para Pembela
Umum hanya setelah Jaksa Penuntut Umum telah menyiapkan surat dakwaannya. Penuntut.

Beban kerja pembela sesungguhnya dalam kasus-kasus di depan Pengadilan secara konsekuen
tergantung pada tahapan penuntutan. Sebuah contoh dapat digambarkan dari Baucau. Pada
Bulan Agustus 2003, Pembela Umum diperkirakan hanya mempunyai 12 kasus saat ini di depan
Pengadilan; 1200 kasus sebenarnya berada di tangan penuntut untuk penyelidikan™.

Untuk menerapkan sebuah pembelaan yang tepat, persiapan pembelaan seharusnya tidak dimulai
hanya pada saat pemeriksaan awa yang telah dijadwalkan. Dalam pengamatan JSMP di
kebanyakan kasus, para Pembela Umum akan memulai mempersiapkan pembelaan hanya pada
waktu, atau sebelum, pemeriksaan awal.®®

Menglemen kasus juga berarti bahwa para pengacara harus mengusahakan hubungan yang dekat
dengan administras pengadilan dan menginformasikan administrasi pengadilan jika terdapat
halangan untuk memastikan kehadiran mereka pada pemeriksaan yang telah dijadwalkan. Pada

®|ihat bab 3.2.1.2 tentang kekurangan Pembela Umum
85 Untuk informasi Iebih jauh mengenai kerja para Jaksa Penuntut, lihat Bab 3.3 Jaksa Penuntuit.

% |ihat di bawah Bab 3.4.2 tentang Tindakan Pembelaan



Bulan Maret 2003, JSMP mengamati bahwa selama satu minggu penuh Pembela Umum Baucau
berada di Dili untuk pelatihan. Sekitar enam kasus dijadwalkan dan secara konsekuen ditunda
karena ketidakhadiran Pembela Umum. Jika menejemen kasus tepat dan saluran komunikas
telah dipastikan, jadwal dapat diubah sebelumnya, dengan demikian tidak menyia-nyiakan
transportasi yang tidak perlu dari para saks dan terdakwa ke Pengadilan.

Selama pemeriksaan di Bulan Nopember 2003, Pembela Umum Oecusse menerima bantuan dari
LBH Liberta — dua pengacara — dan LBH Timor Leste — satu pengacara. Tiga pengacara LBH
menangani 18 dari 25 kasus yang sigp untuk pemeriksaan awal.

Diinformasikan kepada JSMP bahwa inisiatif untuk membantu dalam kasus-kasus yang berasal
dari LBH Libertadan LBH Timor-Leste pada saat mereka menyadari bahwa pemeriksaan akan
diselenggarakan di Oecusse.

Perencanaan ini diterima dalam sebuah usaha untuk memastikan bahwa sumber daya salah satu
lembaga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hak-hak para tersangka dan terdakwa
dilaksanakan. JSMP mengakuisolidaritas antar anggota profes hukum dan berharap bahwa
inisiatif dan bantuan semacam ini akan berlanjut di masa depan.

Di Baucau, langkah langkah juga telah diambil untuk membantu mengurangi kesulitan-kesulitan
yang dihasilkan dari kekurangan Pembela Umum. Segjak Agustus 2003, satu pengacara dari LBH
Timor Leste telah mengerjakan kasus-kasus dari Pengadilan Baucau. Sebuah ruangan kantor di
dadam kompleks pengadilan diberikan kepadanya untuk periode awa enam bulan. Hingga hari
ini, dampak positif dari pengacara pembela ekstra tidak sepenuhnya disadari di Baucau karena
pengacara tidak mengambil banyak kasus. Situas ini secara luas dapat terjadi karena pada
kenyataannya bahwa sgjak pertengahan Agustus 2003, para hakim dan jaksa penuntut tidak hadir
di Pengadilan Baucau. Akan tetapi, diinformasikan kepada JSMP bahwa terdapat juga sebuah
perasaan umum di antara para Hakim dan Pembela Umum Baucau bahwa baru-baru ini pengacara
yang ditempatkan di Baucau tidak bisa, atau berkeinginan, untuk menangani banyak kasus-kasus
pidana. Jika perasaan semacam ini ada, penting untuk dihadapi, dengan memastikan bahwa
sebuah diskus terbuka mengenai perkara ini mengambil tempat di antarapara pelaku Pengadilan
Baucau.

Kerja para pengacara dan mengjemen kasus seharusnya tidak dihentikan dengan keputusan dari
pengadilan distrik. Contoh, jika banding telah digjukan, pembela harus memastikan bahwa
mereka diberikan informasi terbaru mengenal perkembangan banding tersebut sehingga mereka
sadar dan mempersiapkan untuk pemeriksaan banding. ©’.

Mengemen kasus-kasus para klien yang dipenjarakan juga penting karena para tahaman juga
berhak atas pembebasan bersyarat pada saat dua pertiga dari hukuman telah diajalani®®.

3.4.2 Tindakan Pembelaan

Tim pembela manapun di bawah tugas untuk mewakili kepentingan para klien mereke®.
Kewajiban ini dalam pandangan JSMP, termasuk tugas untuk memperoleh informas dari para
klien mereka untuk mendukung kasus.

67 Lihat lebih jauh Bab 5 Pengadilan Banding dan Pengadilan Distrik-distrik.
68 K etentuan 43 Regulasi UNTA ET 2000/30, sebagaimana diubah oleh 2001/ 25. Lihat juga Bab 6 di bawah.
% K etentuan 1.1 Kode Etik Perilaku bagi Para Pembela Umum, Regulasi UNTAET 2001/24.



JSMP sadar bahwa di Timor Leste pengetahuan terdakwa yang terbatas mengenai sistem hukum
kadang-kadang menciptakan hambatan bagi hubungan yang terbuka dan bersifat membangun
antara seorang pengacara dan kliennya.

Dalam kasus di Oecusse, Pembela Umum Oecusse menghubungi korban mengenai tiga kesempatan untuk
mencoba meyakinkannya membatalkan laporan perkosaan dan kasus di luar sistem hukum. Meskipun dapat
dikatakan bahwa pembatalan laporan dalam kepentingan kliennya, para Pembela Umum tidak berkekuatan
untuk mengadakan mediasi kasuskasus pidana yang telah berada dalam sistem Pengadilan.

Ketika mewakili kepentingan kliennya, para pengacara harus memastikan bahwa perwakilan
mereka dilakukan dalam pendirian batas-batas hukum dan mencerminkan tindakan seorang
pengacara yang tepat.

Dalam kasus Jaksa Penuntut v. Antonio F. Horta (Nomor Kasus 20/2003 BDC), Pembela Umum
menyatakan bahwa dia setuju dengan hukuman. Sebagai tambahan, sebelumnya, argumen-argumen yang
meringankan tidak diajukan oleh pembela umum.

Dalam kasus Jaksa Penuntut Umum v. Matias Sicu (Nomor Kasus XX ODC), selama Jaksa menanyai
terdakwa, Pembela Umum tidak mencatat sama sekali. JSMP mencatat. JSMP mengamati bahwa Pembela
Umum kelihatannya mengantuk.

JSMP berpendapat bahwa kasus-kasus lainnya kurang persiapan tetapi dalam kenyataannya menggambarkan
kurangnya pemahaman dasar mengenai peran tim pembela.

Seorang terdakwa berhak atas pembelaan yang ditetapkan oleh ketentuan 6.3(a) Regulasi’™®. Hak
ini diperluas untuk mencakup hak terdakwa untuk mempunyai waktu dan fasilitas yang memadai
untuk persigpan pembelaannya "*. Secara bermacam, pelaksanaan hak ini memerlukan sebuah
tugas yang pantas terhadap pembela untuk memastikan bahwa dia menyediakan waktu yang
cukup untuk mempersiapkan pembelaan.

JSMP telah mengamati bahwa di Pengadilan distrik Oecusse, Baucau, dan Suai terdapat banyak
kekurangan yang dapat diidentifikasikan di dalam kaitannya pelaksanaan pembelaan dimana,
dalam kasus-kasus tertentu, telah menghasilkan sebuah pengabaian hak terdakwa untuk
pembelaan yang tepat.

Pertama, JSM P pada umumnya mengamati persigpan kasus yang rendah pada pihak pembela

Para pembela, khususnya pembela umum, biasanya bertemu dengan klien mereka untuk pertama
kalinya hanya sebelum pemeriksaan awa. JSMP jarang melihat para pembela umum di Oekuasi
dan Baucau mewawancarai di depan pemeriksaan awa yang diperkirakan berlangsung 15 menit.

JSMP mengamati bahwa di Pengadilan District Oecusse dan Baucau mayoritas para terdakwa-
diperkirakan mengakui tindakan pidana yang didakwakan. Dalam beberapa situasi hal ini penting
sepenuhnya bagi tim pembela untuk berkonsultasi dengan para klien mereka sebelum
pemeriksaan awal. Hal ini penting sehingga fakta-fakta dapat dianalisa dengan detail untuk

70 Regulasi UNTAET 30/2000 seperti diruba oleh Regulasi UNTAET 25/2001.
" Pasal 6.3(d) Regulasi UNTAET 30/2000 seperti diruba oleh Regulasi UNTAET 25/2001




mengidentifikas apapun pembelaan hukum, contoh pembelaan diri atau kemampuan mental,
serta konsekuens dari pengakuan bersalah dapat dijelaskan sepenuhnya.

Daam beberapa kondis di pengadilan Baucau dan Oecusse, JISMP mengamati bahwa pada saat
seorang tersangka akan datang ke pengadilan, seringkali Jaksa Penuntut, dan bukan Pembela
Umum, yang berbicara dan bertemu dengan tersangka.

Jika para pembela umum tidak mempunyai akses untuk kessksian para saks yang diberikan
kepada kepolisian, persiapan kasus mereka secara berbeda-beda menjadi lebih sulit”. JSMP
mengamati bahwa para jaksa penuntut dari Baucau dan Oecusse secara umum memberikan akses
lepada Pembela terhadap pernyataan dari terdakwa atau saksi yang diambil oleh kepolisian. Pada

ss lain, Jaksa penuntut Suai menginformasikan JSMP bahwa dia seringkali hanya memberikan
pembela dengan sebuah daftar para saksi.

Di Oecusse, JSMP mengamati bahwa persigpan kasus oleh Pembela Umum secara dasar tidak
ada. Pada saat Pembela Umum mengaihkan beberapa kasusnya ke pengacara lain, tidak ada
persigpan yang nyata untuk dibuat; data kasus hanya salinan dokumendokumen sebagaimana
disediakan oleh Jaksa Penuntut. Dalam konteks Oecusse, harus dicatat bahwa Pembela Umum,

sebagaimana telah dia sampaikan kepada JSMP, mempunyai beban kasus yang rendah dan dalam
duatahun terakhir hanya 13 kasus disidangkan di pengadilan.

Persigpan kasus juga penting ketika mengalihkan kasus-kasus kepada pengacara-pengacara lain.
Para pembda umum harus memastikan bahwa jika kasus-kasus diaihkan hanya sebelum
pemeriksaan awal dilaksanakan, semua persigpan harus lengkap dan didokumentasikan. Juga
penting bagi para pembela menerima kasus-kasus untuk memastikan bahwa mereka memeriksa
ulang data setiap waktu dan menindaklanjuti persoalan-persoalan yang belum terselesaikan.

Para pembela umum Baucau dan Oecusse seringkali mempunyai persoalan menindaklanjuti
kasus-kasus mereka jika klien mereka ditahan di penjara Gleno atau Becora. Penting untuk
membuat sistem dimana Kantor Pembela Umum dapat memberikan bantuan kepada para
Pembela Umum distrik. Bagi Kantor Pembela Umum Nasiona untuk menyediakan bantuan ini
sebuah pemusatan informasi yang relevan terhadap menejemen kasus harus dikembangkan
sebelumnya.

JSMP juga mengamati bahwa sangat jarang bagi pembela untuk memanggil para saksi. Dalam
pendapat JISMP kurangnya saks merupakan hasil dari banyak factor yang mempengaruhi.
Pertama, tim pembela biasanya tidak mempunya hubungan yang penting dengan tersangka
sebelum pemeriksaan awal dan secara konsekuen tidek dapat memperoleh informas yang
dibutuhkan untuk mengidentifikas saks yang mungkin dan melaksanakan wawanara yang perlu.
Beban kerja yang berat dari beberapa pengacara, khususnya para Pembela Umum, juga harus
dipertimbangkan. Kesulitan-kesulitan dalam merencanakan fasilitas transport ddam pencarian
bagi saks pembela dapat juga mencegah penyelidikan keseluruhan kasus. JSMP percaya bahwa
kurangnya pemahaman peran nyata dari tim pembela dan kekurangan umum mengenai keahlian-
keahlian penydidikan juga merupakan hambatan dalam mengembangkan pembelaan yang tepat.

72 Regulasi tidak menyatakan apakah terdapat tugas terhadap penuntut untuk menyediakan akses tas pernyataan-
pernyataan yang diambil oleh kepolisian.
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3.4.3 Sumber Daya

Para Pembela Umum di distrik Oecusse dan Baucau menghadapi masalah kurangnya sumber
daya. Mereka hanya mempunyai satu sepeda motor untuk masingmasing dan peralatan kantor
yang sangat mendasar. Tidak ada telepon landline yang tersedia bagi para Pembela Umum.

Sebagaimana ditekankan di atas, sementara alasan utama untuk tidak mampu mengumpulkan
bukti-bukti untuk mendukung pembelaan bukan semata-mata kurangnya transportasi, JSMP
mengakui bahwa tanpa alat transportas yang tepat dan tugas untuk pengumpulan bukti dan
pelaksanaan wawancara dengan para saksi yang berprospektif yang mencakup wilayah geografi
yang besar, adalah sulit. Sebagai tambahan, kurangnya mobilitas para pembela umum berarti
bahwa peran merekatidak diketahui secara luas dalam masyarakat.

Penting sekali bahwa para Pembela Umum mempunyai transportas yang cukup untuk
memfasilitas peran ganda mereka dalam menyediakan nasihat hukum dan informasi kepada
masyarakat yang lebih luas.

JMSP sadar bahwa salah satu aasan kurangnya sumber daya para pembela umum adalah adanya
kesulitankesulitan Kantor Pembela Umum Nasional pada saat ini menghadapi usahanya untuk
mempunyai akses terhadap anggarannya”.

3.4.4 Pdatihan

Akhir-akhir ini, di Timor Leste tidak dilakukan pelatihan yang sistimatik bagi para pembela
umum aau para pengacara. Pelatihan utama para pembela umum adalah melaui program
bimbingan internasional ™.

Hingga saat penulisan laporan ini, program bimbingan internasiona tidak diperluas ke distrik -
distrik Oecusse dan Baucau. Sudah besar bagi Para pembela umum yang menangani kasus-kasus
Sual untuk memperluas mengambil manfaat yang sudah diambil dari program bimbingan karena
mereka bekerja dari Kantor Pembela Nasional berlokas di Dili.

Menurut informasi yang diberikan oleh pembimbing internasional, perluasan program termasuk
bimbingan kepada para Pembela Umum di Oecusse dan Baucau saat ini sedang dalam
pertimbangan.

Di masa depan perluasan program bimbingan apapun ke distrik-distrik dalam pendapat JSMP,
harus disesuaikan untuk memperhitungkan jarak wilayah antara pembela umum di distrik-distrik
dan dili.

3.4.5 Pengawasan dan Dukungan bagi Para Pembela Umum

Satu bidang yang penting harusnya tidak diremehkan pada saat menganalisa kerja para pembela
umum di distrik-distrik adalah perlunya pengawasan dari kantor pusat’.

JSMP menyadari bahwa baik pembea umum dari Oecusse atau Baucau tidak menerima
pengawasan tetap dan memuaskan dari Kantor Pembela Umum berlokasi di Dili. Para Pembela

8 Lihat Bab 9.

™ Untuk informasi lebih jauh, lihat Bab 8.3 Program Bimbingan, Laporan Akhir Pengadilan Distrik Dili, Desember
2003.

™ Lihat Bab 6.
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Umum dari Oecusse dan Baucau, seperti setiagp pembda umum di Timor Leste, mempunyai
pengalaman yang rendah sebelum diangkat. Ha ini dimengerti bahwa mereka mungkin tidak
sadar apayang harus dilakukan dalam situasi tertentu, dan oleh karena itu pengawasan yang dekat
dan dukungan adalah penting.

Pengawasan juga merupakan mekanisme yang baik untuk mengidentifikasi kesulitan apapun yang
dihadapi oleh Pembela Umum termasuk ketrampilan para Pembela.

Satu bidang yang penting yang seharusnya didukung oleh Kantor Pembela Umum adalah
ketentuan penggantian pembela umum dalam kasus-kasus dimana pembela umum distrik tidak
dapat menghadir pemeriksaan yang disdlenggarakan di Dili karena persoalan waktu dan

kurangnya transportasi.
JSM P merekomendasikan bahwa:

1. Kementerian Kehakiman mempertimbangkan untuk merekrut para Pembela
Umum lebih banyak agar membantu mengurangi beban kasus akhir-akhir ini di
Kantor Pembela Umum. Seorang pembela umum untuk pengadilan Suai harus
diangkat sesegera mungkin;

2. Dialog yang terbuka harus terjadi antar pengadilan, para pembela umum dan
pengacara lain yang bekerja di pengadilan distrik mengenai penyerahan kasus-
kasus dan penjelasan kerja mereka;

3. Perhatian yang lebih tinggi harus diberikan terhadap persiapan pemeriksaan
pra-peradilan oleh para pembela umum;

4. Jaksa Penuntut Umum harus memberikan akses terhadap semua pernyataan para

saks dan terdakwa yang dibuat di depan polis dan termasuk data Pengadilan;
kepada tim pembel a;

Tim Pembela harus menekankan tentang penerimaan semua dokumen dari jaksa
penuntut sebelum pemeriksaan untuk membantu persiapan kasus mereka;

Kantor Pembela Umum harus berkoordinasi dengan para Pembela Umum yang
bekerja di distrik-distrik, secara terpusat, termasuk mengembangkan sebuah
sistem mengemen kasus. Sstem ini relevan khususnya dalam membantu para
Pembela Umum dari distrik-distrik dalam menghubungi dan persoalan-persoalan
tindakan lanjutan dengan klien mereka yang ditahan di penjara-penjara di luar
distrik dimana pembela umum ditempatkan; dan

Sebuah anggaran yang memadai dan fasilitas transportasi harus dialokasikan
untuk para Pembela Umum untuk bepergian ke penjara-penjara dan ke distrik-
distrik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka terhadap klien mereka dan
memberikan informasi kepada masyarakat.



4 AKTOR-AKTOR LAIN
4.1 ParaKorban dan Saksi

Di Timor Leste, hak para saksi, khususnya para korban, diberikan prioritas tinggi baik dalam
hukum maupun pelaksanaannya. Regulas memberikan tempat yang luas bagi hak-hak para
korban, termasuk hak untuk menerima pengumuman mengenai kasus-kasus, akan diwakili oleh
pengacara, permintaan pelaksanaan penyelidikan tertentu dan disampaikan pada tahapan
persidangan manapun’®. Pengadilan, termasuk Hakim dan Jeksa Penuntut Umum, yang
bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak para saksi”’.

Daam pelaksanaan di semua tiga pengadilan distrik, para korban seringkali dipanggil untuk
memberikan bukti pada pemeriksaan ulang penahanan selama 72 jam dan selama persidangan.

Di hampir semua kasus-kasus pidana yang diamati, korban akan dipanggil penuntut untuk
memberikan bukti, terlepas dari apakah terdakwa telah mengaku bersalah atau tidak®.

Setelah memberikan kesaksian, hakim seringkali akan mengarahkan korban untuk duduk di ruang
pengadilan untuk sisa persidangan.

JSMP telah mengamati bahwa, sebagai tambahan menggunakan bukti untuk mendukung
keputusan mengenai salah atau tidak bersalahnya terdakwa, bukti dari korban juga diperhitungkan
dalam menentukan hukuman. Regulasi tidak menyatakan mengenai factor-faktor yang dapat
diakui untuk meringankan atau memberatkan situas, tetapi pendekatan semacam ini oleh
pengadilan menunjukkan penghormatan pengadilan terhadap pengalaman korban.

Dalam kasus Jaksa Penuntut v Jose Bareto (Nomor Kasus 31/2003 SDC) terdakwa didakwa penganiayaan.

Dalam hukuman, salah satu factor yang memberatkan adalah faktanya bahwa korban, karena masih luka,
tidak mampu menjalankan semua tugas yang disyaratkan oleh tempat dia bekerja

Semua pengadilan distrik perlu menyelenggarakan paling tidak beberapa pemeriksaan di Dili.
Oleh karena itu, kehadiran korban dan para saks kadang-kadang tergantung pada transportasi.
Problem transportasi para saks diidentifikasi secara luas. Untuk kasus-kasus yang berasal dari
Oecusse, seringkali perlu untuk membawa korban dan saks bersama dengan tersangka atau
terdakwd®. Dalam beberapa kasus di Suai telah ditunda karena para saksi tidak dapat dibawa ke
Dili karena komitmen lebih dahulu dari kepolisian®.

Kesulitartkesulitan dalam membawa para ssks juga disebabkan karena kurangnya dana bagi
pengadilan untuk membayar biaya transportasi, makanan, dan akomodasi para saksi®’.

7 Lihat ketentuan 12.3, 12.6 dan 12.5 Regulast UNTAET 2000/ 30, sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET
25/2001.

" Lihat Ketentuan 9.1 ,7 dan 36.8 Regulasi UNTAET 2000/ 30, sebagaimana diubaholeh Regulasi UNTAET 25/2001
78 Lihat untuk contoh, Jaksa Penuntut v. Constantino Soares (Nomor Kasus 07/03 ODC).

" Lihat bab 3.2.1.1 diatas tentang masal ah- masalah dengan transportasi.

8 Lihat untuk contoh Jaksa Penuntut v Jose da Costa Nunes (Nomor Kasus 18/ 2003 SDC) dan Jaksa Penuntut v Abel
Relvas Amaral (Nomor Kasus 34/ 2003 SDC).

81 Lihat bab 8 berikut tentang Administrasu Pengadilan
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Regulas menetapkan bahwa pemeriksaanpemeriksaan dapat tertutup untuk umum untuk
melindungi kerahasiaan orang-orang dalam kasus pelanggaran seksua®. JSMP tidak dapat
memantau kasus-kasus yang tertutup untuk umum tetapi mengamati bahwa dalam beberapa
kasus-kasus dimana perempuan dan anakanak memberikan kesaksian sebagai  korban
pelanggaran seksua dan semua para pelaku di ruangan adalah laki-laki, para korban kelihatan
tidak tenang. Orang-orang yang dapat memberikan dukungan moral kepada para korban juga
tidak diijinkan untuk masuk selama pemeriksaan meskipun pada kenyataannya para korban bisa
menginginkan kehadiran orang-orang tersebut dalam pemeriksaan.

Dalam kasus Jaksa Penuntut v Quintino Amaro (Nomor Kasus 16/ 2003 SDC) semua para pelaku
Pengadilan, untuk pengecualian penerjemah, adalah laki-laki. Fokupers mendukung seorang perempuan,

dicegah untuk menemani korban berusia muda selama pemeriksaan.

Dadam kasus-kasus seperti yang digambarkan di atas, pengadilan harus memastikan bahwa
keseimbangan dibuat antara sifat pemeriksaan tertutup dan hak korban untuk dilindungi
psikologisnya dengan baik oleh Pengadilan®. JSMP percaya bahwa dalam beberapa kasus
keseimbangan akan menjadi keinginan korban dengan jelas. Dalam Situasi seperti ini, Pengadilan
harus mengijinkan orang-orang tertentu untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan keinginan
korban dengan jelas, agar memastikan kepentingankepentingan korban yang dilindungi,
termasuk menjamin kondis psikologi mereka yang baik pada saat memberikan bukti yang
seringkali menyebabkan trauma.

Regulas memberikan kewajiban-kewgjiban khusus terhadap

Dalam satu kasus di Oecusse
korban diancam dengan deportasi
oleh kepolisian yang diduga keras

hakim investigas untuk mempertimbangkan kemungkinan
ancamanancaman kepada korban atau 4ara saks ketika
menangani  perintah-perintah penahanan™. Akan tetapi, : . - .
Regulasi _tldak menyatakan apa-apa mengenai per_llndungan ?::égm'; Ig:]rb;?\'\ﬁga é?gg,gak;'
para saks dan korban dalam situasi memberikan perintah. dengan sejumlah kesempatan oleh
pengacara terdakwa dalam
JSMP percaya bahwa permohonan yang adil bahwa para | usahanya  membujuk  korban
korban dan saksi dilindungi dari berbagai macam menarik mundur pengaduannya.

tekanan atau ancaman. Secara konsisten, Pengadilan

harus memastikan bahwa para korban atau saksi tidak diintimidasi, diancam atau disakiti
oleh terdakwa, atau orang-orang lain yang membantu terdakwa, juga di luar ruang
pengadilan.

82 K etentuan 28.2 Regulasi UNTAET 2000/30, sebagaimana diubah oleh 2001/ 25.
8 | jhat Ketentuan 36.8 Regulasi UNTAET 2000/30, sebagai mana diubah diubah oleh 2001/ 25.

8 K etentuan 20.8 (c) Regulast UNTAET 2000/ 30, sebagaimana diubah diubah oleh 2001/ 25.



JSMP percaya bahwa permohonan yang adil bahwa para korban dan saks dilindungi dari
berbagai macam tekanan atau ancaman. Secara konsisten, Pengadilan harus memastikan
bahwa para korban atau saksi tidak diintimidasi, diancam ataudisakiti oleh terdakwa,
atau orang-orang lain yang membantu terdakwa, juga di luar ruang pengadilan.

JSMP merekomendasikan bahwa:

1. dimana pun memungkinkan para korban dan saksi harus dibawa ke pengadilan
secara terpisah;

2. Pengadilan harus memberikan pertimbangan untuk mengijinkan orang-orang
yang memberikan dukungan untuk menghadiri pemeriksaan tertutup di dalam
kasus-kasus dimana kehadiran semacam ini untuk melindungi psikologi para
saksi dan korban; dan

3. Para pelaku pengadilan dan polisi memberikan perhatian kepada hak -hak para
korban atau saksi untuk mencoba memastikan bahwa mereka tidak ditekan atau
diintimidasi. Jika tindakan semacam ini terjadi hakim investigasi harus diberikan
informasi. Jika tindakan terjadi oleh para pelaku pengadilan, masing-masing
badan-badan kepengawasan harus diberikan informasi.



4.2 Penerjemah

Bahasa yang digunakan di Pengadilan-pengadilan di Timor Leste adalah
Tetum, Portugis, Bahasa Indonesia dan Inggris®®. Kejadian yang umum
di setiap Pengadilan Distrik di Timor Leste bahwa terdakwa, juga para
saks, berbicara bahasa lain dari bahasa yang digunakan oleh
Pengadilan.

Setigp terdakwa berhak atas seorang penerjemah jika dia tidak
memahami bahasa yang digunakan oleh Pengadilan®. Untuk
melaksanakan hak ini, Pengadilan di Timor Leste di bawah tugas untuk
memberikan pelayanan penerjemahan dan interpretasi®’.

Terdapat kekurangan total di Pengadilan Baucau, Oecusse dan Suai.
Kebutuhan untuk interpretas harus memperhitungkan bahasa-bahasa
yang digunakan di wilayah-wilayah yang dicakup oleh masing-masing
pengadilan distrik.

JSMP mengamati bahwa tiga pengadilan distrik yang dianalisa dalam
laporan ini telah mengambil inisiatif menggunakan Panitera Pengadilan
sebagai penerjemah ketika terdakwa atau saksi tidak bisa berbicara atau
memahami bahasa yang dipakai Pengadilan.

Penggunaan panitera pengadilan telah membuktikan metode yang
memuaskan untuk memastikan bahwa terdakwa memahami

Bahasa yang digunakan dalam
Yurisdiksi Pengadilan Distrik
Baucau

+ Galoli

+ Makasai

% Nau oti

+ Fataliku

+ Macalere

+ Uaimoa

+ Midiki

+ Tétum

+ Bunak

Bahasa yang digunakan dalam
yurisdiksi Pengadilan Distrik Suai
+= Tétum Terik

+ Blinak

% Tétum

+ Kémak

+ Mambae

Bahasa yang digunakan dalam
Yurisdiksi Pengadilan Distrik
Oecussi

+ Baigqueno

persidangan. Akan tetapi kurangnya pelatihan keahlian menginterpretasikan secara resmi menjadi

factor yang mempertanyakan ketepatan interpretasi.

Dalam kasus Quintino Amaro (Nomor Kasus 16/03 SDC) Pengadilan menanyakan bantuan dari pejabat
Pengadilan perempuan untuk membantu menginterpretasikan kesaksian dari saksi.

Dalam kasus Domingos Lelan (Nomor
Kasus 12/2003 ODC) JSMP mengamati
bahwa panitera pengadilan Oecusse
diangkat sebagai interpreter menanyakan
pertanyaan tambahan kepada terdakwa
dan para saksi dalam usaha untuk
mengklarifikasi jawaban yang diberikan.
Pertanyaan ini tidak dibuat oleh
pengadilan atau para pihak.

dijalankan. Akan tetapi

JSMP mengakui bahwa prosedur yang digunakan oleh
pengadilan untuk mencoba menyelesaikan persoalan
merupakan usaha untuk menjamin bahwa hak terdakwa
pendapat
pendekatan ini tidak sesuai prosedur dan tidak akan
menyel esaikan permasal ahan untuk jangka panjang.

JSMP bahwa

Pertama, panitera pengadilan pada saat diminta untuk membantu interpretas oleh pengadilan
telah mengambil mereka dari tugas mereka di Pendaftaran Pengadilan. Jika ini terjadi secara
terus menerus, ha ini memberikan dampak negatif pada pekerjaan administrasi yang biasanya
dikerjakan oleh panitera. Kedua, panitera pengadilan mewakili kewenangan hukum berdasarkan
wilayah pengadilan distrik. Jika menggunakan panitera pengadilan sebagai interpreter diakui

8 Ketentuan 35 Regulasi 2000/11 sebagaimana diubah oleh 2001/25.

8 K etentuan 6.3(c) Regulasi UNTAET 2000/30, sebagaimana diubah oleh UNTAET 2001/ 25. Jaminan ini dapat juga

ditemukan di tingkat internasional dalam Pasal 14(3) ICCPR.
87 Lihat ketentuan 23 Regulasi UNTAET 2000/11 sebagai mana diubah oleh 2001/25.
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secara resmi, pengadilan hanya akan mampu mempekerjakan staf tergantung apakah bahasa
utamanya di bidang kewenangan hukum pengadilan dapat diwakilinya.

JSMP sadar bahwa apapun rekomendasi yang bertujuan untuk mengarahkan isu mengenai
interpreter lokal di pengadilan distrik akan mengambil waktu untuk dilaksanakan dan tidak dapat
diharapkan segera di masa depan. Akan tetapi, untuk menjamin hak-hak tertuduh dan memastikan
bahwa pengadilan distrik di Timor Leste berkembang dalam cara yang berkelanjutan, penting
untuk menghadapi isu ini dan menganalisa kemungkinan penyelesaian jangka panjang dan tetap.

JSMP merekomendasikan bahwa

1. Sebuah sistem pelatihan formal untuk Penerjemahan dan Interpretasi, termasuk
pelatihan mengenai istilahtistilah hukum, pada bahasa lokal utama di Timor Leste
yang ditetapkan. Inisiatif ini harus dimulai sesegera mungkin.

5 PELAKSANAAN PERSIDANGAN

Secara umum, pelaksanaan persidangan didasarkan pada sebuah format yang sama di ketiga
pengadilan distrik tersebut.

Sebuah gambaran umum mengenai pelaksanaan persidangan di kebanyakan Pengadilan distrik -
distrik digambarkan di bawah:

Pemeriksaan awa — pemeriksaan pendahuluan—biasanya terdiri dari pembacaan dakwaan oleh
Jaksa, diikuti pertanyaan dari Hakim apakah terdakwa mengaku bersdah atau tidak. Jika
terdakwa membuat pernyataan apapun sebagai mana pengakuannya, kemudian dia akan diberikan
pertanyaan oleh Hakim mengenai pernyataan, diikuti dengan pertanyaanpertanyaan dari penuntut
dan pembela. Kemudian saks apapun dari pihak penuntut akan dipanggil; praktek semacam ini
muncul untuk masing-masing kejadian apakah terdakwa telah mengaku bersadah. Daam
kebanyakan kasus-kasus yang dipantau oleh JSMP, saksi-saks dari pembela tidak dipanggil.
Pada akhir penyampaian bukti oleh masing-masing saksi, pada umumnya bagi Hakim untuk
bertanya kepada terdakwa jika dia setuju dengan apa yang telah dinyatakan oleh saksi. Masing-
masing pihak kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup dan
kepatuhan untuk hukuman. Kemudian pemeriksaan akan ditangguhkan dengan sebuah keputusan.

Pada umumnya, kasus-kasus di distrik-distrik, semua pihak hadir, dilaksanakan lebih dari dua
hingga tiga pemeriksaan yang termasuk pernyataan hukuman. Kebanyakan dari pemeriksaan-
pemeriksaan tidak akan berakhir lebih dari beberapa jam.

Jangka waktu pendek dan jumlah pemeriksaan yang kecil adalah sebuah problem yang penting.
Akan tetapi, ISMP mengidentifikasi bahwa tata cara penyelamatan, seperti terdakwa diberikan
informasi mengenai hak untuk tetap diam dan sumpah dari saks diabaikan dengan teratur selama

pemeriksaan. Berbeda dengan hak terdakwa untuk memahami persidangan yang secara umum
dihormati dengan baik oleh para hakim di Pengadilan Distrik.



5.1 Hak-hak Terdakwa

Kemampuan terdakwa untuk memahami persidangan di depan Pengadilan adalah penting untuk
menjamin keadilan selama persidangan.

JSMP mengamati bahwa para Hakim di semua Pengadilan Distrik secara umum memberikan
perhatian terhadap bahasa yang dipaka oleh terdakwa. JSMP mengamati bahwa para Hakim
Pengadilan Baucau seringkali memberikan sebuah ringkasan dakwaan dalam Bahasa Tetum atau,
jika memungkinkan, dalam bahasa loka yang dipakai oleh terdakwa karena hal ini merupakan
praktek umum di Timor Leste untuk membuat draft dan membaca dakwaan-dakwaan daam
Bahasa Indonesia. Dalam banyak situas, jika terdakwa gagal untuk menanggapi sebuah
pertanyaan dari para Hakim seringkali tidak akan diproses hingga terdakwa secara langsung
memastikan bahwa dia telah mengerti apa yang telah dikatakan kepadanya®®. Lebih jauh, dalam
beberapa kasus di Oecusse, para Hakim akan menginformasikan terdakwa bahwa dia tidak yakin
mengena  isu berkaitan dengan persidangan, dia akan menghubungi pengacaranya untuk
mengklarifikasi®. Sementara menghargai hak-hak terdakwa jelas dalam bidang ini; hak-hak lain
diabaikan secara serius, terutama hak terdakwa untuk tetap diam.

Hak terdakwa untuk tetap dam adalah hak dasar yang dilindungi oleh Regulas®. Hak ini
mengambil asas praduga tak bersalah secara langsung sebagaimana dijamin oleh Konstitusi®.

Biasanya para Hakim selama pemeriksaan pendahuluan dan persidangan tidak memastikan bahwa
terdakwa diberikan informasi mengenai haknya untuk tetap diam®. JSMP memperoleh bahwa
pelaksanaan dan pertanyaan oleh para Hakim muncul untuk menekan terdakwa untuk berbicara
selama pemeriksaan pemeriksaan.

Hampir pada setiap kasus, tidak ada penjelasan hak terdakwa untuk tetap diam diberikan oleh
Hakim sebelum terdakwa diminta untuk memasuki sebuah pengakuan. Juga, setelah menutup
kasus penuntutan, merupakan praktek yang umum bahwa terdakwa akan dikatakan untuk duduk
di depan Hakim yang kemudian akan memerintahkan kepada terdakwa untuk menggambarkan
apa yang telah terjadi. JSMP tidak mengamati jika terdapat terdekwa yang menolak untuk
membuat pernyataan sebagaimana diminta oleh Pengadilan tidak juga seorang pengacara
keberatan terhadap permintaan semacam itu.

Praktek lain yang diamati secara teratur di ketiga pengadilan distrik adalah bahwa pada akhir
penyampaian bukti oleh masing-masing saksi, Hakim akan menanyai terdakwa apakah yang
dikatakan oleh saksi di pengadilan adalah benar. Praktek mempertanyakan pertanyaan secara
langsung kepada terdakwa tanpa memperingatkan hak untuk diam mengancam hak untuk tetap
diam.

8 Contoh, Jaksa Penuntut Umum v. Antonio F. Hortta (Nomor Kasus 20/2003 BDC)
8 Contoh, Jaksa Penuntut v. Domingos Lelan (Nomor Kasus 12/2003 ODC) dan Jaksa Penuntut v. Henrique Ribeiro
gNomor Kasus 02/03 ODC).

O K etentuan 6.3 (h) Regulass UNTAET 2000/ 30 sebagaimana diubah olen UNTAET 2001/ 25.
%1 |ihat ketentuan 6.2 (&) dan 6.3 (h) Regulasi UNTAET 2000/ 30 sebagaimana diubah oleh UNTAET 2001/ 25.
92 Regulass UNTAET menempatkan tugas untuk menginformasikan kepada terdakwa atas hak untuk tetap diam di
Jaksa Penuntut Umum. Lihat Ketentuan 6.3 Regulasi UNTAET 2000/30, sebagaimana diubah.
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Hukum menuntut bahwa terdakwa harus diberitahu haknya pada setiap tahap persidangar®. Para
Hakim harus sadar terhadap kebutuhan untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa telah
dijelaskan oleh Jaksa Penuntut. Juga para pengacara pembela harus mengambil langkah pro-aktif
dalam menjamin apakah kliennya benar-benar diberitahu mengenai hak-haknya.

5.2 Pemeriksaan yang Dipercepat®*

Meskipun fakta bahwa banyak terdakwa mengaku bersalah, jarang sekali bagi Hakim untuk
melaksanakan sebuah pemeriksaan yang dipercepat sesuai dengan Ketentuan 29A Regulas
UNTAET 2000/30, sebagaimana diubah. Daam situas dimana terdakwa mengakui
kesalahannya, memahami sifat dan konsekuensi dari pengakuan dan dimana pengakuan bersalah
didukung oleh fakta-fakta di dalam dakwaan, Hakim, melaui penggunaan prosedur Ketentuan
29A, boleh secara langsung memidanakan terdakwa atas kejahatan yang dilakukan tersbut.
Hakim juga disyaratkan untuk bertanya kepada terdakwa apakah dia menerima bantuan hukum
mengenai  pengakuan bersalah yang diberika tersebut. Tujuan utama dari prosedur yang
dipercepat adalah untuk mencegah sebuah proses pengadilan yang lama.

JSMP mengamati bahwa tidak hanya prosedur pemeriksaan yang dipercepat yang tidak
digunakan secara umum, tetapi ketika terdakwa mengaku bersalah, ddam kebanyakan kasus-
kasus, para Hakim gagal untuk menanyakan apakah terdakwa telah mengerti konsekuensi dari
pengakuan bersala yang ia berikan.

Pelaksanaan dari Ketentuan 29A menuntut bahwa Hakim menanyakan sebanyak-banyaknya
pertanyaan kepada terdakwa karena perlu untuk mengklarifikas semuaisu-isu dan situasi-situasi
dari tindak pidana. JSMP telah mengamati bahwa secara umum Hakim tidak mengeluarkan
pertanyaan yang tajam terhadap terdakwa pada waktu pengakuan bersdah dilaukan. Pada
umumnya,Hakim akan melanjutkan pelaksanaan pemeriksaan seolah-olah terdakwa tidak
mengaku bersalah dan akan memberikan jaksa penuntut kesempatan untuk memanggil para
saksinya secara otomatis

Dalam kasus Jaksa Penuntut Umum v Abel Relbas Amaral (Nomor Kasus 34/ 2003 SDC) terdakwa
mengaku bersalah setelah dakwaan dibacakan. Terdakwa ditanyai secara pendek dan kemudian kasus
ditangguhkan untuk penuntut mengajukan para saksinya.

Penggunaan yang lebih baik dari Ketentuan 29A, ketentuan-ketentuan adalah sebuah mekanisme
yang penting untuk menangani pengakuan bersalah dalam sebuah perkara secara efisien, dengan
demikian menghemat sekali waktu Pengadilan juga Pembela Umum dan waktu persiapan Jaksa
Penuntut. Yang paling penting, sebuah proses semacam ini akan memberikan keduanya, korban
dan terdakwa dengan sebuah keputusan yang cepat, mengurangi masa penahanan pra-peradilan
yang tak tentu dari terdakwa dan ketidakpastian mengenai hasil dari proses hokum.

5.3 Pengambilan Sumpah dari para Saks

JSMP mengamati bahwa secara umum para saksi di Pengadilan distrik-distrik tidak disyaratkan
untuk bersumpah. JSMP sadar praktek yang luas dari tidak mensyaratkan sumpah sebelum

% K etentuan 6.3 Regulasi UNTAET 2000/30, sebagaimana diubah oleh UNTAET 2001/ 25.

% Ketentuan 29A persidangan hanya ada satu jenis persidangan yang dipercepat. Metode lain dari sebuah proses yang
lebih efisen untuk kasus-kasus yang lebih ringan dengan hukuman yang kurang dari satu tahun ditunjukkan di dalam
bab mengenai Penuntutan.
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memberikan bukti kesaksian dari anggota keluarga, teman bekerja dan juga para korbar?®.
Regulas menetapkan bahwa para ssksi akan bersumpah sebelum memberikan keseksiart®.
Ketidakpastian ada mengenai apakah anggota keluarga dari terdakwa dikecualikan dari
pengambilan sumpah’’. Terlihat bahwa ha ini praktek yang umum di negaranegara yang
mengikuti system civil law tidak mensyaratkan sebuah sumpah dari para anggota keluarga.
Terlinat pada JISMP bahwa terdapat sebuah kegagalan untuk meminta para saksi bersumpah,
daripada pendekatan yang sistematik dalam mengandisa sigpa yang harus dimintai untuk
bersumpah. JSMP mengamati Pengadilan jarang akan menanyai apakah para saksi, termasuk
para korban, mempunyai hubungan dengan terdakwa.

Dalam kasus Jaksa Penuntut Umum v. Luis Armando Pina (Nomor Kasus 62/03 ODC) Hakim menanyakan
mengenai hubungan keluarga apapun antara saksi dan terdakwa hanya setengah jalan melalui kesaksian
secara lisan dari saksi.

Penentuan apakah seorang saksi berhubungan dengan terdakwa juga prosedur dalam mengambil
sumpah adalah cepat dan prosedur yang sederhana secara relatif dan harus diikuti karena tertulis
di dalam Regulasi. Sebagai tambahan, penting bahwa Hakim sadar terhadap hubungan keluarga
apapun antara saks dan terdakwa untuk mengevauas kredibilitas kesaksian yang diberikan oleh
para saksi.

JSM P merekomendasikan bahwa:

1. Para hakim harus menginformasikan terdakwa hak -hak mereka untuk tetap diam
sebelum pertanyaan-pertanyaan diberikan kepada terdakwa pada setiap tahap
persidangan; dan

2. Para Jaksa memberikan pertimbangan yang tinggi untuk mengadakan
persidangan yang dipercepat dalam kasus-kasus dimana terdakwa telah mengaku
bersalah dan Hakim puas akan hal tersebut, di antara pra-syaratan lain,
terdakwa memahami konsekuensi dari pengakuan salahnya.

6 SETELAH PERTIMBANGAN PENGADILAN

Penting bahwa setelah menjatuhkan hukuman, hak-hak para terdakwa tidak disingkirkan. Hakim
yang menyatakan hukuman mempunyai pertanggungjawaban pokok atas pelaksanaan hukuman™.

Tim pembela harus memastikan bahwa hukuman apapun ditekankan secara benar dan bahwa
pemeriksaan ulang dilaksanakan ketika dua-pertiga hukuman yang dijatuhkan telah dijalani.
Daam praktek, pihak berwenang penjara harus menaruh perhatian terhadap pemeriksaan ulang
terhadap dua-pertiga hukuman

% Lihat Bab 3 Pelaksanaan dan Prosedur, Laporan Akhir JSMP mengenai Pengadilan Distrik Dili, Desember 2003.

% K etentuan 36.2 Regulasi UNTAET 2000/30, sebagaimana diubah.
97 K etentuan 35.2 bersama dengan 36.2 Regulasi UNTAET 2000/30, sebagaimana diubah oleh UNTAET 2001/ 25.

% K etentuan 48 Regulasi UNTAET 2000/ 30, sebagaimana diubah oleh UNTAET 2001/ 25.
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JSMP mengamati bahwa database Penjara Becora mencatat tanggal kapan seorang tahanan telah
melengkapi dua pertiga hukumannya Direktur Penjara menginformasikan kepada JSMP bahwa
sebelum masa dua pertiga berakhir, penjara akan seringkali menulis kepada Kantor Pembela
Umum bahwa sebuah permohonan untuk pembebasan bersyarat dibuat ke Pengadilan. Menurut
direktur penjara, dalam keadaan dimana para Pembela Umum tidak dapat mewakili seorang
tahanan — yang mana bukan kasus seperti biasanya—tahanan akan menerima bantuan untuk
menulis suratnya sendiri kepada Pengadilan.

JSMP tidek mengamati pemeriksaan-pemeriksaan Pengadilan mengenai  permohonan-
permohonan dari tahanan yang telah menjaani dua pertiga dari hukumannya; akan tetapi
mengomentari langkahtlangkah pro-aktif yang diambil oleh pihak berwenang penjara melaui
laporannya.

Mengena pembebasan dari penjara, para tahanan kadang-kadang mengalami kesulitan-kesulitan
sewaktu kembali ke tempat asalnya di distrik. Akhir-akhir ini, pihak berwenang penjara tidak
mempunyai kewajiban hukum untuk membantu terdakwa kembali ke tempat asalnya; akan tetapi
dadam memastikan bahwa para tahanan dapat menyatu kembali daam masyarakat mereka,
sesuatu hal harus diberikan untuk memastikan bahwa para mantan tahanan akan dapat kembali ke
masyarakat mereka.

Beberapa tahanan dari Oecusse mungkin mempunyai persoalan-persoalan yang penting dalam
memperoleh akomodas di Dili dan membayar untuk biaya ferry untuk kembali ke tempat

asalnya. Pihak berwenang penjara di Timor Leste tidak mempunyai anggaran untuk membayar
transportasi para tahanan kembali ke tempat asal mereka pada saat pembebasan. Dalam praktek,
pihak berwenang mengatakan kepada JSMP bahwa jika seorang tahanan berasal dari Oecusse

menghadapi persoalan dalam membayar tiket untuk pulang, pihak yang berwenang akan menulis
sebuah surat permohonan kepada operator ferry guna menyediakan tiket gratis tampa harus

dibayar. JISMP juga menyadari bahwa kadang-kadang sdah satu staf penjara membantu
memberikan tumpangan dan/atau membantu para tahanan dengan keuangan yang berasal dari
Oecusse untuk kembai ke tempat asal mereka.

Sementara itu tindakantindakan pihak berwenang dan staf penjara sangat mengagumkan,
anggaran dan struktur yang lebih resmi untuk mengembalikan para tahanan yang dibebaskan ke
tempat asal mereka akan lebih baik.
JSM P merekomendasi kan bahwa:

1. Bahwa pertimbangan diberikan kepada alokasi anggaran untuk membantu
tahanan-tahanan yang dibebaskan kembali ke tempat asal mereka ketika mereka
telah ditahan di luar distrik asal mereka.
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7 PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN DISTRIK

Antara Pebruari 2001 dan Nopember 2003, 7 banding dicatat dari keputusan
Pengadilan Didrik Suai dan Baucau.  Sebuah jumlah yang rendah
dibe;r;dingkan dengan jumlah banding yang dicatat oleh Pengadilan Distrik
Dili™".

Dalam pandangan JSMP, jarak antara distrik-distrik, terutama Oecusse dan
Baucau, dan Dili (dimana Pengadilan Tinggi berlokasi) dan kurangnya
hubungan dengan Pengadilan Tinggi merupakan faktor-faktor yang
memberikan kontribus terhadap jumlah pengajuan yang rendah.

Kekurangan para Jaksa Penuntut Umum dan Pembela Umum merupakan faktor
lain yang menghalangi hak atas banding. Secara umum perlu bagi Pembela atau
Jaksa Penuntut untuk menghadiri paling tidak dua pemeriksaan di Dili.
Kemungkinan menerima bantuan dari kantor pusat badan-badan tersebut untuk
menghadiri pemeriksaan banding di dalam praktek tidak ada. Hingga saat ini
terdapat komunikasi, pengawasan dan mengjemen kasus yang kurang mengenai
bagian dan antara Pembela Umum dan Jaksa Penuntut dan kantor-kantor pusat
Nasional mereka. Persoalan-persoalan transportasi dan beban kasus yang tinggi
juga mengurangi motivasi untuk mengajukan banding.

Akhir-akhir ini Pengadilan Tinggi mempunyai timbunan kasus yang penting
karena penyelesaiannya untuk kirakira 18 bulan. Akan tetapi, kebanyakan
banding dari Pengadilan distrik telah diperiksa dan diputuskan.

7.1 Tantangan-Tantangan terhadap Hak atas Banding

Dari pemantauan Pengadilan Tinggi, isrisu utama untuk ditangani dalam
hubungannya dengan banding dari pengadilan distrik-distrik adalah:

a) Kurangnya kehadiran Penuntut dan Pembela Umum;

Pemenuhan Banding

Baucau
4+ 5 Banding sejak Peb
2001 - hanya satu

dipenuhi pada 2003
4+ 4 Keputusan telah

diberikan (semua
menggunakan Hukum
Portugis)

% Jaksa Penuntut Umum
dan Pembela Umum tidak

hadir di  pemeriksaan
apapun

+ 2 banding berkaitan
dengan permohonan

perubahan hukuman pada
kasus perkosaan

Oecussi
+ Tidak ada banding yang
dipenuhi

Suai

% 2 banding dipenuhi
sejak Peb 2001 -
keduanya dipenuhi pada
2003

+ 1 keputusan diberikan
(menerapkan Hukum
Portugis)

b) Kesulitartkesulitan untuk mengantarkan pemberitahuan mengenai pemeriksaan;
c) Bahasa-bahasayng digunakan di Pengadilan dan di dalam keputusan-keputusan'®, dan
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d) Penggunaan hukum yang berbeda oleh pengadilan distrik dan Pengadilan Tinggi™ .

Jaksa Penuntut Umum dan para Pembela Umum tidak hadir di setiap pemeriksaan banding di Dili
yang berasa dari pengadilan distrik Baucau dan Suai antara Juli dan Desember 2003.

Alasan-dasan yang telah teridentifikas atas kegagalan Penuntutan dari Pengadilan Distrik Dili
untuk menghadiri pemeriksaan dapat juga diamati ddam pemantauan banding dari distrik-

distrik*®.

Faktor lain yang mencegah kehadiran para pihak di depan Pengadilan Tinggi adalah

% |_ihat Bab 9 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Distrik Dili, Laporan Akhir JSMP mengenai Pengadilan Distrik Dili,

Desember 2003.

10 |_jhat Bab 9.3.3 Bahasa-bahasa yang digunakan di Pengadilan Tinggi, Laporan Akhir JSMP Pengadilan Distrik Dili,

Desember 2003.

11| jhat Bab 9.3.2 Kurangnya kemauan oleh Penuntut dan Pembela untuk Mengajukan Banding, Laporan Akhir JSSMP

Pengadilan Distrik Dili, Desember 2003.
102 | ihat Bab 9 Laporan Akhir JSMP Pengadilan Distrik Dili, Desember 2003.




kegagalan yang tetgp dalam mengantarkan pemberitahuan mengenal tanggal pemeriksaan
banding.

Dalam banding Raimundo Soares (Nomor Banding 14A/01 dari BDC) Pengadilan Tinggi berusaha untuk
memberitahukan para pihak pada dua kesempatan— 03 September dan 17 Oktober 2003 dalam dua

kesempatan, Pembela Umum tidak dapat diberitahu karena dia tidak hadir di Pengadilan.

JSMP juga memantau kasus-kasus dimana para pihak menerima pemberitahuan mengenai tanggal
pemeriksaan, tetapi masih gagal untuk menghadiri.

Dalam kasus banding Zezinho Calisto (Nomor Banding 30/03 dari SDC) keduanya, tim pembela dan Jaksa
Penuntut Umum menerima pemberitahuan mengenai pemeriksaan, tetapi keduanya gagal untuk menghadiri

pemeriksaan banding.

Pemberitahuan-pemberitahuan mengenai tanggal pemeriksaan di depan Pengadilan Tinggi
diantarkan langsung oleh Panitera Pengadilan dari Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut dan
Pembela Umum Pengadilan Digtrik. Sistem ini mengarahkan bahwa Panitera Pengadilan harus
bepergian ke Baucau atau Ocusse kapanpun pemberitahuan harus diantar. Jika Panitera
Pengadilan telah datang, misalnya, di Baucau, setelah hampir 3 jam dalam perjalanan, dan tidak
dapat menemukan para pihak di Pengadilan, Panitera Pengadilan akan kembali ke Dili, gaga
untuk mengantarkan pemberitahuan.

JSMP diberitahu bahwa upaya-upaya dibuat untuk memohon kepolisian dari Dili untuk
mengantarkan pemberitahuan Pengadilan ke Baucau. Akan tetapi, JSMP tidak menyadari
pengantaran yang berhasil oleh kepolisian.

Daam kenyataan, persodlan pengantaran pemberitahuan dapat diselesaikan dengan mudah

dengan memberikan sebuah mesin fax kepada Pengadilan Baucau dan Oecusse Akan tetapi,
hingga Pengadilan Baucau dan Oecusse mempunyai akses sambungan tel epon, fasilitas mesin fax

tidak dapat disediakan.

Bahkan pada ssat pemberitahuan tidak dapat diantar, jadwa pemeriksaan di depan Pengadilan
Tinggi biasanya berlanjut. Pengadilan Tinggi pada beberapa kesempatan menerangkan di
Pengadilan terbuka bahwa para pihak tidak dapat dihadirkan dan menjadwalkan tangga yang lain
untuk pemeriksaan.

Kehadiran para pihak selama pemeriksaan Pengadilan Tinggi sangat penting. Akhir-akhir ini,
Pengadilan Tinggi merupakan satu-satunya tingkat banding yang memungkinkan. Penting bagi
seorang terdakwa, misalnya, yang telah dipenjarakan dan mencatatkan sebuah permohonan
banding hukumannya dikurangi, untuk mempunyai pengacaranya bersamanya pada saat dia hadir
di Pengadilan Tinggi. Ha ini penting bukan hanya karena Pengadilan Tinggi biasanya gagal
untuk memberikan perhatian karena terdakwatidak terwakili, karena biasanyatidak menjelaskan
persidangan atau keputusan dengan sepenuhnya, tetapi juga penting agar memberikan
kepercayaan diri kepada terdakwa bahwa semua kesempatan memungkinkan untuk mengubah
Situasinya yang telah diupayakan.

JSMP merekomendasikan bahwa:




1. Usaha-usaha harus dibuat untuk mengembangkan ketrampilan berbahasa para
hakim Pengadilan Tinggi sehingga ketiga hakim mempunyai pengetahuan bahasa
yang pada umumnya dipakai di tingkat Pengadilan Distrik. Hingga saat itu,
pelayanan interpretasi harus tersedia pada saat pemeriksaan-pemeriksaan;

2. Pada setiap pemeriksaan, Pengadilan harus menanyakan bahasa yang dimengerti
oleh pembanding/tergugat. Dalam kasus-kasus dimana dia tidak memahami
bahasa yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi, JSMP merekomendasikan
bahwa sebuah interpretasi harus diberikan;

3. Terjemahan-terjemahan dibuat terhadap keputusan-keputusan Pengadilan
Tinggi, yang mana tidak menggunakan bahasa yang biasanya dipakai oleh
Pengadilan Distrik, ke bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak;

4. Keputusartkeputusan Pengadilan Tinggi disebarkan kepada Pengadilan Distrik
setelah diterjemahkan;

5. Kantor Pembela Umum dan Jaksa Penuntut Umum mengembangkan sebuah
sistem menegjemen kasus dan koordinasi dengan para Pembela Umum dan Jaksa
Penuntut Umum distrik-distrik berkaitan dengan kasus-kasung yang sedang
diajukan banding. Rekomendasi ini bertujuan menjamin bahwa keduanya, para
Pembela Umum dan Jaksa Penuntut Umum diwakili di depan Pengadilan Tinggi;

6. Ketua Pengadilan Tinggi akan menindaklanjuti ketidakhadiran para Jaksa
Penuntut Umum dan Pembela Umum; dan

7. Ketua Pengadilan Tinggi harus menganalisa kemungkinan perubahan alat

pengantar pemberitahuan kepada Pengadilan Distrik. Sebuah kemungkinan yang
diidentifikasi oleh JSVIP adalah untuk memastikan bahwa Pengadilan Distrik

mempunyai fasilitas fax sehingga pemberitahuan dapat dikirim melalui mesin fax.

8 ADMINISTRASI PENGADILAN



Administrasi Pengadilan yang tepat adalah penting untuk mengfungsikannya. Hak bagi terdakwa
untuk disidangkan dengan adil dan pemeriksaan secara terbuka tanpa penundaan yang tak
semestinya tergantung pada administrasi yang baik. Sebagai tambahan, kepercayaan masyarakat
dalgrr;( sistem keadilan juga tergantung tinggi pada fungsi-fungs administras yang efisien dan
terbuka.

JSMP mengamati bahwa secara umum staf administrasi Pengadilan Distrik menampilkan fungsi-
fungs mereka dalam cara yang sangat memuaskan dengan mempertimbangkan sumber-sumber
daya yang tersedia. Meskipun administras Pengadilan percaya pada staf administras
Pengadilan, semua para pelaku Pengadilan harus menghargai administrasi Pengadilan, khususnya
persoalan-persoalan seperti menjadwalkan kasus-kasus. JISMP mengidentifikas penundaan dan
kegagaan menjadwalkan kasus-kasus untuk waktu yang lama sebagai ancaman terbesar terhadap
fungs kelancaran Pengadilanpengadilan Distrik. Isu tenatng akses masyarakat terhadap
informasi dan kurangnya sumber-sumber daya diidentifikas sebagai isw-isu yang penting dalam
memastikan administrasi Pengadilan yang efektif di Pengadilanpengadilan Distrik Timor Leste.

Panitera-panitera Pengadilan'® di semua pendaftaran tiga Pengadilan | jumiah Para Staf
Didtrik secara konsisten bekerja sama dadam menyediakan informas || Administrasi
kepada staf pemantau JSMP. Sebagai tambahan, secara umum panitera || Pengadilan
diinformasikan dengan baik mengena perkembangan kasus-kasus melaui
dstem. Secara umum para Panitera bekerja secara efisen dalam || Baucau
menampilkan tugas tugas administrasi seperti menjadwalkan kasus-kasus, || *9 staf administrasi
menulis dan mengantarkan pemberitahuan juga membantu para Hakim || Pengadilan

dalam persiapan mereka untuk pemeriksaanpemeriksaan dan menulis

. . Oecusse
catatan selama pemeriksaan-pemeriksaan. 4 satu staf administrasi
Pengadilan
Administras Pengadilan pada Pengadilan Distrik Baucau mengesankan ’
secara khusus. Para pendaftar diperintahkan dengan baik, staf Suai
diinformasikan dengan baik dan tertarik dengan kerja mereka. 4satu staf administrasi
Diinformasikan kepada JSM P bahwa jumlah panitera Pengadilan yang Pengadilan

cukup dulunya belgjar pada Universitas di Baucau, yang hanya dapat
membantu kerja dan karir mereka. Patut dihargai bahwa Pengadilan di Baucau mempromosikan
lingkungan kerja semacam ini.

8.1 Penyediaan Informas bagi Masyarakat

Hak atas pemeriksaan terbuka diakui oleh Regulas'® dan instrumen internasional.

Pemberitahuan kepada masyarakat mengenai jadwal kasus-kasus dan akses masyarakat atas
dokumendokumen Pengadilan merupakan elemen-elemen yang tak terpisahkan dari pemeriksaan

terbuka apapun.

103 Untuk diskusi mengenai kategori-kategori yang berbeda staf Pengadilan, lihat Bab 10.4 Pendaftaran dan Panitera
Pengadilan, Laporan Akhir JISMP Pengadilan Distrik Dili, Desember 2003. Dicatat bahwa mirip ke Pengadilan Distrik

Dili staf yang sama bertanggung jawab untuk membantu para Hakim dan administrasi umum Pengadi lan.
104 K etentuan 28.2 Regulas UNTAET 2000/30 sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 25/2001.

105 Pasal 14(1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.



8.1.1 Jadwal Persidangan

Papan Informasi
Baucau memasukkan
informasi berikut ini:
+ Nomor Kasus

Kehadiran masyarakat umum dalam pemeriksaan hanya dapat dijamin
jika, pertama, masyarakat diberikan informas mengenai jadwal
Pengadilan. Jadwal-jadwal kasus penting tidak hanya untuk kerja + Referensi data
Pengadilan yang lancar tetapi untuk kepercayaan masyaraka dan || 4 nama terdakwa
pemahaman sistem hukum. + nama Hakim Panel atau

erorangan
Berbeda dengan Pengadilan Distrik yang lain, termasuk Dili, P ’
Pengadilan Baucau tidak hanya mendaftar semua pemeriksaan untuk | dan tanggal-tanggal
hari yang tercantum di papan di depan Pengadilan, tetapi Pengadilan | berikut:

Baucau mempunyai sebuah papan di kantor Divis Pidana yang | * pendataan dakwaan
mendaftar semua kasus-kasus saat ini dengan informasi yang lengkap. | * Pengangkatan jaksa atas

Tampilan di papan pada bagian Pidana di Pengadilan Baucau [ 8sUs
. + pemeriksaan ulang
menyediakan sebuah gambaran yang cepat terhadap perkembangan penahanan

kasus melalui sistem tersebut. Penundaan-penundaan dalam kasus-kasus

tertentu dapat diidentifikas dengan mudah. Akan berguna untuk = DS

penahanan pra-

menambah informas mengenai tanggal kapan seorang terdakwa peradilan sekitar
pertamakali ditahan karena informas ini akan memberikan sebuah enam bulan
gambaran yang nyata berapa lama terdakwa telah ditahan. 4+ penangguhan apapun

+ keputusan banding

Selama pemantauan JSMP, administrasi Pengadilan Suai  tidak
menyediakan jadwal persidangan kepada umum, tidak terdapat juga papan di pendaftaran yang
berisikan informasi mengenai kasus yang berjalan. JSMP telah mengamati bahwa orang-orang
mengadakan perjalanan dari Suai ke Dili mempunyai kesulitan dalam mengetahui waktu dan
tempat dimana kasus-kasus diperiksa.  Informas umum, khususnya jadwal Pengadilan sehari-
hari, penting sekali untuk Pengadilan Suai; khususnya Pengadilan Suai sedang berfungsi di
Pengadilan Distrik Dili, karena bagian pendaftaran Pengadilannya tidak mudah diidentifikasi
karena berlokas di sebuah ruangan di lantai dua bagian belakang kompleks Pengadilan.
Administrator Pengadilan untuk Suai menyarankan bahwa dia tidak mempunya waktu untuk
tetap menyediakan sebuah jadwal persidangan untuk umum atau informasi kasus karena beratnya
beban kerja. Staf pendaftaran pengadilan Suai hanyalah satu-satunya staf yang mengerjakan
semua tugas-tugas administras untuk Pengadilan Suai dan juga membantu di dalam administrasi
pengadilan Oecusse jika diminta. JSMP mendukung kebutuhan untuk staf tambahan di
administras Pengadilan Suai.

Pengadilan Oecusse, selama dua hari ketika dilangsungkan pemeriksaan, tidak menampilkan

sebuah jadwal kasus yang teratur. Penjadwalan pemeriksaan tidak diatur untuk sgjumlah alasan-
alasan termasuk tertundanya kedatangan para hakim di Oecusse. Pada dasarnya, jadwal
diputuskan oleh Jaksa Penuntut karena kemajuan kasus. Urutan kasus-kasus tergantung pada
kehadiran para pihak yang relevan. Secara konsekuen, tidak ada jadwal kasus yang dipasang di
luar Pengadilan untuk menginformasikan para pihak kapan kasus mereka akan diperiksa. Pada
akhir hari kedua pemeriksaan di Nopember, 17 kasus dari 25 kasus belum diperiksa; para pihak
dari enam kasus hadir di luar Pengadilan menunggu untuk pemeriksaan. Sistem semacam ini
dapat mengarah ke rasa ketidakadilan dalam pemrosesan kasus.
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8.1.2 Akses Masyarakat terhadap Dokumen-Dokumen Pengadilan

Di Pengadilan Baucau, Suai dan Oecusse, JSMP diberikan akses terhadap dokumen-dokumen
Pengadilan, termasuk dakwaan-dakwaan, keputusankeputusa dan keputusan penahanan.
Meskipun prosedur internal mungkin diikuti di Pengadilan masing-masing mengenai akses
terhadap dokumen-dokumen pengadilan oleh masyarakat, sebuah kebijakan nasional dan/atau
regulasi harus dikembangkan mengenai jenis dokumen-dokumen yang dapat disediakan kepada
masyarakat dan proses untuk memperoleh akses terhadap dokumen-dokumen'®.

Di Oecusse, dicatat bahwa beberapa data Pengadilan yang sedang berjalan tidak disimpan di
Oecusse tetapi dismpan di Pengadilan Dili. Sebagai akibatnya, Pengadilan Oecusse akan
menghadapi tantangan-tantangan dalam penyediaan akses kepada masyarakat untuk dokumen
yang dimohonkan dari kasus-kasus yang datanya dissmpan di Pengadilan Dili.

Demikian pula dengan situasi di Pengadilan Distrik Dili, transkrip persidangan Pengadilan tidak
dicatat oleh panitera Pengadilan. Panitera Pengadilan hadir di ddam pemeriksaan hanya akan
menulis dengan tangan ringkasan dari pemeriksaan suatu kasus. Para Hakim, Jaksa Penuntut dan
Pembela Umum biasanya membuat catatan mereka sendiri; tetapi tidak berarti mereka mencatat
semuanya, atau hanya sejumlah pertanyaan dan jawaban penting selama kesaksian para saksi.

Ketentuan 31 Regulasi menetapkan bahwa:
Pengadilan akan membuat catatan dari semua persidangan. Catatan ini akan
terdiri:
(a) waktu, tanggal, dan tempat pemeriksaan;
(b) identitas para hakim, para pihak, para saksi, ahli dan penerjemah, jika ada;
(c) tulisan tangan, stenografi atau rekaman audio persidangan. Media rekaman
akan digunakan seperlunya selama persidangan untuk menghasilkan transkrip dan
sebaliknya mengfasilitasi fungs kewenangan untuk meninjau kembali. Media
rekaman akan dijaga hingga:
(i) enam bulan setelah kesimpulan dari semua banding atau berakhirnya
jangka waktu sebuah banding mungkin digjukan; atau
(i) enam bulan setelah pembebasan penuh terdakwa dari pasca
persidangan;
(d) perkara apapun bahwa pengadilan memerintahkan atau para pihak meminta
untuk direkam;
(e) keputusan pengadilan dan, dalam kasus penghukuman, hukuman. X7

Transkrip persidangan penting bagi para hakim dan pihak untuk meninjau ulang bukti
dan argumen yang disampaikan dalam persidangan. Transkrip-transkrip tidak hanya
penting untuk tujuan dari persidangan itu sendiri tetapi juga untuk tujuan banding
apapun. Akhir-akhir ini tidak ada sumber daya termasuk pelatihan bagi staf untuk
mencatat transkrip pengadilan. Untuk sementara, sebagaimana disarankan oleh staf

16 | jhat Bab 10.1 Akses Masyarakat Umum terhadap Informasi, Laporan Finad JSMP Pengadilan Distrik Dili,
Desember 2003.

107 K etentuan 31 Regulasi UNTAET 2000/30 sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 25/2001.



Administras Pengadilan Baucau, alat perlengkapan rekaman
dapat disediakan untuk Pengadilan-pengadilan sehingga
beberapa rekaman persidangan dapat dibuat.

8.1.3 Penundaan-Penundaan

Hak untuk disidangkan tanpa penundaan yang tidak semestinya adalah
hak yang mendasar. Sementaraitu hak ini penting khususnya bagi
orang-orang yang berada dalam tahanan menunggu persidangan,
merupakan hak bagi setiap terdakwa.

Penundaan adalah problem penting di Pengadilan Baucau dan
Oecusse Sdama pemantauan JSMP, panjangnya waktu untuk
menyimpulkan kasus-kasus seringkali diperpanjang untuk dua alasan:
1) ditunda karena ketidakhadiran salah satu atau lebih para pihak dan
2) tidak ada penjadwalan pemeriksaan kasus-kasus untuk periode lebih
dari beberapa bulan.

Dalam tiga minggu, JSSMP memantau Pengadilan Baucau, lebih dari
setengah jadwal pemeriksaan ditunda. Alasan-alasan utama untuk
penundaan adalah kegagalan Pembela Umum menghadiri Pengadilan
dan kegagalan pihak berwenang penjara untuk membawa terdakwa ke
Pengadilan™®.

Di Pengadilan Baucau sdlama periode pemantauan, tidak ada
pemeriksaan dijadwalkan untuk Hari Senin dan Jumat karena hari-hari
ini digunakan oleh para hakim dan Jaksa Penuntut mengadakan
perjalanan ke dan dari Baucau. Dalam dua minggu dari tiga minggu
pemantauan, tidak ada kasus-kasus dijadwalkan untuk tambahan hari
daam seminggu'® Meskipun dimaksudkan bahwa administras
Pengadilan melanjutkan berfungsi pada Hari Senin dan Jumat, JSMP
percaya bahwa contoh yang ditetapkan oleh para Hakim dengan
meninggalkan Baucau selama hari-hari kerja Pengadilan mengurangi

Contoh-Conth
Penundaan

Baucau

+ Semua kasus ditunda
pada minggu 17- 23 Maret
2003

+ Delapan dari
delapanbelas kasus ditunda
dari 4-15 Agustus 2003

+ Tidak ada kasus yang
dijadwalkan untuk
persidangan pada Hari Senin
atau Jumat

+ Tidak ada kasus
dijadwalkan untuk
persidangan sejak 14
Agustus 2003

Oecusse

+= Tidak ada kasus
dijadwalkan untuk
persidangan sejak
pertengahan Juli hingga
Nopember 2003

# Dua hari pemeriksaan
pada Bulan Nopember. Dari
25 kasus yang siap diperiksa,
hanya 8 yang diperiksa.

Suai

& kurang dari 1/3
pemeriksaan persidangan
ditunda

keefektifan dan produktifitas kerja Pengadilan dan memberikan sebuah contoh negatif bagi staf

110

Pengadilan yang lain .

Pada waktu penulisan laporan ini, Pengadilan Distrik Baucau belum berfungs sgak berakhirnya
dua minggu masa istirahat (masa resesi) Pengadilan pada 30 Agustus 2003. Sgak tanggd ini,
para Hakim dan Jaksa Penuntut masih tinggal di Dili. Keputusan untuk tidak kembali ke Baucau
dibuat oleh para Hakim Baucau dan Jaksa Penuntut sendiri. Pada awanya, adasan yang
mendasari adalah kurangnya perabotan rumah para Hakim yang diperbaiki di Baucau. Para
Hakim dari Baucau juga diduga kuat bahwa pada waktu rumah-rumah para hakim telah selesa di

108 Alasan yang diberikan pembela umum tidak menghadiri persidangan pada minggu keempat Maret, mengakibatkan

setiap persidangan ditunda, merupakan minggu pertama pemantauan di Bulan Maret 2003, yang hanya dijadwalkan dua
hari selama seminggu, bahwa dia menghadiri pelatihan. Diinformasikan juga kepada JSMP bahwa polisi mendapatkan

kesulitan membawa para tahanan ke Pengadilan karena persoalan transportasi.

1% Tidak ada kasus yang dijadwalkan untuk Selasa 18 Maret dan Kamis 14 Agustus 2003.

10 K enyataannya adalah dalam salah satu minggu selama pemantauan, gedung Pengadilan ditutup pada Hari Senin.

Ketika ditanya oleh pemantau JSMP, Ketua Hakim menanggapi secara sederhana bahwa Pengadilan harusnya telah

dibuka.
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pertengahan September 2003, mereka tidak dapat kembali ke Baucau karena para Jaksa Penuntut
menghadiri pelatihan di Dili.

JSMP berbicara dengan organisas mengembangkan Pelatihan dan diberikan informas bahwa
sgjak awal Oktober hanya diadakan enam pelatihant'*. Lebih jauh, jadwal pelatihan dirancang
untuk meminimalkan akibat dari ketidakhadiran para Jaksa Penuntut di Pengadilan pengadilan.
Dua Jaksa Penuntut Baucau menghadiri pelatihan pada hari yang berbeda sehingga satu Jaksa
Penuntut dapat tinggal di Baucau''’. Pada 19 Nopember 2003, para Hakim Baucau
mengindikasikan bahwa mereka mungkin kembali pada akhir minggu Nopember atau minggu
pertama Desember.

Daam pandangan JSMP, penundaan-penundaan disebabkan oleh keputusan para pelaku
Pengadilan untuk tidak menghadiri persidangan di Baucau atau tidak menyelenggarakan
pemeriksaan merupakan aasan yang tidak dapat diterima, dengan mengabaikan alasanalasan
dasarnya.

Berbeda dengan pengadilan Baucau, kurang dari satu pertiga kasus-kasus di Pengadilan Suai
ditunda. Alasan-dasan untuk penundaan termasuk ketidakhadiran penuntut dan para hakim.
JSMP menjadi sadar bahwa dalam satu kasus, perundaan disebabkan karena ketidakmampuan
polisi membawa para saksi ke Dili dari Suai dikarenakan komitmen yang ada sebelumnya. Dalam
dua minggu pemantauan terhadap Pengadilan Distrik Suai, kasus-kasus dijadwalkan setiap hari
daam seminggu.

JSMP telah mengamati sebuah usaha yang penting dari Pengadilan Suai untuk mencegah
penundaan lebih jauh dalam kasus kesulitan transportasi. Selama 2003, Pengadilan Suai, yang
berkantor di Dili, pergi ke Suai dengan kira-kira 5 hingga 6 kesempatan untuk menyelenggarakan
pemeriksaan; dua kesempatan lainnya Pengadilan pergi ke Same karena kesulitan transportasi
menghalangi kelanjutan kasus-kasus sebagaimana dijadwalkan. Tanggapan pro-aktif semacam ini
oleh pengadilan memberikan contoh yang jelas kepada pengadilanpengadilan yang lain dalam
menemukan cara untuk mengurangi penundaan penundaan.

Karena ketidakhadiran seorang hakim di Oecusse, kecudi untuk dua hari di Bulan Nopember,
tidak ada kasus dijadwalkan dari pertengahan Juli hingga akhir Nopember 2003. dari 25 kasus
siap untuk pemeriksaan, kira-kira 8 kasus disidangkan selama pemeriksaan di Bulan Nopember,
yang mana hanya dua disdesaikan. Penundaan yang sering dalam pemrosesan kasus-kasus di
Oecusse merusak reputasills;stem keadilan resmi di Oecusse dan menghdangi orang-orang dari

akses terhadap pengadilan™°.

Penting untuk mengumumkan penundaan secara terbuka dan penundaan pemeriksaan. Pada
umumnya, Pengadilanpengadilan Distrik gagal menyelenggarakan sebuah pemeriksaan ketika
sebuah kasus ditunda untuk menginformasikan para pihak dan masyarakat umum atas aasan-
alasan penundaan dan tanggal yang dijadwalkan selanjutnya.

1 Organisasi yang melaksanakan pelatihan dinamakan IDLO — International Development Law Organisation. Jaksa
Penuntut harus memilih tiga sesi dari dua hari, masing masing dari 1-8 Oktober, 23- 29 Oktober dan 5-12 Nopember
2003.

112 JSMP mengamati bahwa Kepala Jaksa Penuntut Baucau mengakui bahwa pelatihan di Dili bukan sebush alasan
untuk tidak kembali ke Baucau. Alasan yang selalu cukup mendasar adalah keinginan Jaksa Penuntut untuk memprotes
kurangnya perabotan untuk rumah Jaksa Penuntut oleh Kementerian Kehakiman.

113 Berdasarkan pada komunikasi dengan Administrasi Distrik di Oecusse dan staf dari organisasi non

pemerintah.



8.2 Fadlitas-fadlitas
8.21 Komputer, Telekomunikasi dan Akses Internet

Meskipun komputer secara umum tersedia di Pengadilan-pengadilan distrik™*, sebuah sistem
telekomunikasi yang memadai adalah kurang. Pengadilan Baucau, Oecussi dan Suai tidak
mempunyai fasilitas telepon atau fax. Komunikas biasanya dibuat dengan telepon genggam

pribadi.

Sebuah sistem yang baik dari komunikas adalah perlu khususnya antara

Fasilitas yang

Pengadilan Diii dan distrik di Baucau, Oecussi dan Suai™® unwk | PiPutuhkan
mengijinkan Pengadilan bekerja secara cepat dan efektif dan | gaycau
mempunyai akses untuk memperbarui informasi meskipun tempat | 4 Sambungan Telepon

mereka cukup terpencil. Sebuah contoh yang jelas dari dampak
telekomunikas untuk Pengadilan Distrik Baucau adalah kenyataan
bahwa jika Pengadilan mempunyai mesin fax, tidak akan perlu untuk
pemberitahuan dari Pengadilan Banding dib?l/ga secara sendiri ke

Baucau oleh seorang Panitera Pengadilan di Dili™".

Transportas para tersangka, terdakwa dan saksi secara teratur
dipersyaratkan antara Dili dan distrik -distrik dan sebaliknya; tanpa
koordinasi komunikas yang efektif sangat sulit, dan secara teratur
hasilnya buang- buang waktu, biaya dan penundaan kasus-kasus.

&
.

-

dan fax

Sambungan internet
Petugas keamanan
Pengadilan Tetap
Keuangan tambahan

Oecussi

&

Sambungan telepon dan
fax

Sambungan internet
Persediaan alat-alat

b

-
kantor umum
Baik Pengadilan Oecusse danBaucau mengindikasikan bahwa mereka & Keuangan tambahan
seringkali tidak menyadari perundang-undangan baru atau keputusan
keputusan dalam kasus-kasus terbaru tepat waktu. Suai
+ Sambungan telepon dan

Sambungan internet ke semua Pengadilan Distrik diperlukan sekali, fax

tetapi diharapkan tujuan dari jangka menengah. Manfaat-manfaat | * Sambungan internet
internet dalam menghubungkan Pengadilanpengadilan yang jauh |+ Persediaan
adalah jelas. Internet akan mengijinkan untuk perlengkapan informasi 3;2']‘;’:9"6193” kantor

yang terbaru dengan segera dan menghasilkan sebuah perlengkapan &
penditian hukum yang berguna untuk para pelaku Pengadilan. Akan
tetapi tanpa akses ke telepon atau fax di Pengadilan Distrik, hal ini tidak akan realistik untuk
mengharapkan bahwa sambungan internet akan tercapai dalam waktu dekat.

Keuangan tambahan

Metode lain untuk berbagi informasi seperti pertemuan pribadi, perlengkapan informas yang
telah dicetak atau di disket harus digunakan sebagai dternatif untuk kesulitan dan penundaan
dalam pembuatan sambungan internet antara administrasi distrik -distrik dan pusat™’.

114 Untuk mengijinkan panitera Pengadilan mencatat transkrip persidangan, computer tambahan di ruangan Pengadilan
dipersyaratkan. Juga dicatat bahwa, tidak seperti di Pengadilan Distrik Dili, terdapat teknisi computer, yang merupakan
Situasi yang ideal.

15 Akhir-akhir ini Pengadilan Suai menggunakan fasilitas yang tersedia di Pengadilan Distrik Suai. Akan tetapi
telekomunikasi untuk Pengadilan Suai harus dilihat sekarang karena penting di masa mendatang pada saat Pengadilan
Suai kembali ke Suai.

116 Lihat Bab 9.

M7 ihat Bab 9.
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8.3 Sumber Daya K euangan

Semua ketiga Pengadilan Distrik mengidentifikas kebutuhan demi kemampuan yang |ebih baik
atas akses dana untuk pembayaran perlengkapan dan pembayaran biayabiaya tambahan,
khususnya makanan, transportasi, dan akomodasi bagi para saks, tersangka dan terdakwa.

Di Oecusse, keduanya, Jeksa Penuntut, Pembela Umum dan organisas non pemerintah™*
mengatakan kepada JSMP bahwa mereka harus membayar pengeluaran ketika perlu untuk
membawa saks dan terdakwa ke Dili. Pengeluaran tersebut dapat termasuk biaya untuk ferry,
yang kira-kira empatbelas dollar dan akomodasi. Salah satu hakim dari Pengadilan Suai juga
menggunakan uangnya sendiri untuk membayar biaya yang berkaitan dengan kehadiran para
saks di Dili; pengeluaran tersebut tidak diganti, mengabaikan kuitansi-kuitans yang diberikan
untuk pengeluaran yang terjadi. Isu dari pengeluaran yang terjadi untuk transportasi menjadi lebih
gawat dengan jarak secara geografis'® dan kemampuan untuk membayar kembali uang yang
digunakan juga dihalangi oleh kurangnya komunikasi yang teratur dengan administrasi pusat.

Jelas bahwa situasi semacam ini yang ditegaskan di atastidak dapat diterima. Bagian dari dampak
keuangan bagi para pelaku Pengadilan perseorangan, situasi semacam ini menambah rasa
terpencil bagi Pengadilan Distrik-distrik dan mencerminkan kurangnya dukungan. Situasi ini
dapat juga menghalangi Pengadilan dari pengaturan kehadiran saks yang bertempat tinggal jauh
dari lokas pengadilan. Situasi harus diperbaiki sebagai persoalan prioritas. Sebagai tambahan
untuk memberikan masing- masing Pengadilan dengan sumber keuangan yang memadai bagi
pengel uaran-pengel uaran administrasi, pertimbangan harus diberikan untuk membuat rekening di
tempat-tempat penginapan, pelayanan makanan dan transportasi yang mana dapat ditagih secara
langsung ke administrasi pusat.*?

8.4 Keamanan

Kebutuhan untuk keamanan yang lebih baik pada Pengadilan Baucau diangkat dalam sgjumlah
kesempatan oleh para pelaku Pengadilan yang berbeda.

Kepolisan seringkai hadir di Pengadilan Baucau karena keterlibatan mereka dalam membawa
orang-orang ke Pengadilan. Akan tetapi, tidak ada pejabat kepolisian telah didedikasikan untuk
menyediakan keamanan yang tetap bagi Pengadilan Baucau. Kebutuhan untuk keamanan secara
khusus relevan di Baucau karena ketakutan atas ancaman terhadap keselamatan para hakim,
khususnya memperhitungkan serangan terhadap seorang hakim di tahun 2000. kebutuhan bagi
keamanan yang memada adalah penting untuk ketidakterpihakan peradilan dan sebuah aspek
yang mendasar dari setigp tempat kerja apapun.

JSMP merekomendas kan bahwa:

118 Centro Feto membayar untuk transportasi dan makanan dan mengatur penginapan bagi seorang korban yang harus
menghadiri pemeriksaan di Pengadilan Distrik Dili.

119 Dalam kenyataannya, seorang Hakim dari Suai mengomentari bahwa kesulitan dalam menerima pembayaran
kembali untuk biayabiaya yang telah dikeluarkan adalah salah satu alasan untuk tidak kembali ke Suai.

120 | ihat isuini padaBab 9.1.1.
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. Perlu merekrut staf pendaftaran pengadilan tambahan sebagai prioritas yang
sangat mendesak terhadap Pengadilan Distrik Suai. Sebuah tugas anggota staf
tambahan untuk memperbarui jadwal persidangan sehari-hari dan papan kasus;

. Sebuah sistem pemantauan jam dan hari kerja dilaksanakan. Jika belum siap
dilakukan, para pelaku pengadilan, termasuk para hakim, jaksa penuntut kembali
segera ke Pengadilan Baucau;

. Sebuah sistem giliran yang resmi dan teratur diwujudkan segera bagi para
Hakim yang pergi ke Oecusse untuk pemeriksaan. Sebuah rencana jangka
panjang pengangkatan seorang hakim investigass dan hakim sidang untuk
Oecusse dibutuhkan. Rencana semacam ini harus memasukkan ketentuan bagi
dua hakim yang lain yang ditugaskan ke Pengadilan Oecusse pada saat 3 hakim
panel disyaratkan;

Fasilitas telepon dan mesin fax disediakan kepada pengadilan distrik sebagai
persoalan yang prioritas;

Perlu melakukan sebuah evaluas lebih lanjut terhadap fasilitas lain yang
dibutuhkan oleh pengadilan-pengadilan untuk dilakukan;

Polisi ditugaskan untuk memberikan keamanan terhadap Pengadilan Baucau
dengan penuh waktu;

. sebuah rencana strategis dikembangkan untuk ketentuan dan berbagi informasi
antara pengadilan distrik dan badan-badan nasional termasuk metode untuk

memberikan pembaruan mengenai perubahan hukum dengan tepat waktu; dan

Masing-masing pengadilan harus disediakan keuangan dan administrasi
keuangan untuk biaya-biaya tak terduga berkaitan dengan saks dan terdakwa.



9 HUBUNGAN DENGAN TINGKAT NASIONAL DAN DISTRIK

Pengadilan, Kantor Jaksa Penuntut Umum, Kantor Pembela Umum, bersama-sama dengan Ketua
Pengadilan Tinggi, Dewan Tinggi Kehakiman dan Kementerian Kehakiman membentuk sebuah
struktur yang rumit untuk system keadilan. Perlu disadari bahwa sebuah kegiatan yang berhasil
dari system yudisid tergantung pada hubungan yang berhasil antar badanbadan ini untuk
memastikan koordinasi.

Daam pandangan JSMP, selama 2003, terdapat kurangnya koordinasi yang memuaskan antara
badan-badan nasional dan Pengadilan Distrik. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan
Distrik dapat dicegah atau diperbaik jika sebuah hubungan yang lebih dekat di antara struktur
nasional dan Pengadilan Distrik.

Koordinas juga kekurangan di dalam struktur internal dari lembaga-lembaga yang berbeda-beda,

misalnya Kantor Nasional Pembela Umum dan Kantor Jaksa Penuntut Umum™**.

Selama dua tahun terakhir, Pengadilan telah bekerja dengan pengawasan yang terbatas dan
dukungan karena dua badan kepengawasan utama —Dewan Tinggi Kehakiman dan Ketua
Pengadilan Tinggi — tidak didirikan hingga Bulan Juli 2003. Untuk kira-kira dua tahun, posis
kepengawasan utama adalah Administrator Hakim di masing-masing Pengadilan Distrik™*. JSMP
mengakui bahwa Administrator Hakim menghadapi banyak tantangan dadam memberikan
pengawasan kepada Pengadilan Distrik'?*. Sekarang Dewan Tinggi Kehakiman dan posisi Ketua
Pengadilan Kehakiman berfungsi; sekarang mereka mempunyai tanggung jawab untuk
menampilkan kerja yang diperhitungkan selama pemantauan ini. Penting dari permulaan bahwa
mereka memanfaatkan pengalaman dari para pelaku pengadilan lain yang telah bekerja di dalam
system selama lebih dari dua tahun.

JSMP percaya bahwa koordinas dan dukungan dari lembaga-lembaga tingkat nasiona harus
diprioritaskan pada 2004. Penting untuk menganalisa peran badan-badan yang berbeda-bedayang
mendukung, secara teknis dan keuangan, Pengadilan Distrik untuk mengevaluas ketrampilan
mereka dan mengidentifikas bidang-bidang yang diperlukan untuk diamanatkan pada tahun
2004.

9.1 Kementerian Kehakiman

Peran Kementerian Kehakiman dikembangkan, mewujudkan, mengkoordinaskan, dan
mengevaluasi kebijakan yang disetujui di dalam bidang-bidang keadilan dan hukum™*.

Kebutuhan untuk menjamin kemandirian Pengadilan*®® menuntut bahwa kepedulian harus selalu
diambil pada saat mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh Kementerian Kehakiman di
daam administrasi Pengadilan.

JSMP mengakui tantangarttantangan yang dihadapi oleh Kementerian Kehakiman daam
mengkoordinasikan sektor keadilan karena terdapat banyak badan-badan yang berbeda dan

121 ihat Bab 3.3.8 dan 3.4.5 Pengawasan dan Dukungan bagi para Pembela Umum.

122 | ntruksi 2001/05, Nominasi Administrator Hakim, Ketua Pengadilan Tinggi, Oktober 2001.
123 | ihat Bab 3.1.6 Pengawasan dan Dukungan.

124 pembukaan, K eputusan 3/2003, Statuta Organik Kementerian K ehakiman, 29 Oktober 2003.
125 Section 119 Congtitution of East Timor. See also Section 2 of UNTAET Regulation 2000/11 sebagaimana diubah

oleh Regulasi UNTAET 25/2001.
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sumber-sumber daya yang jarang. Penting bahwa semua para pelaku pengadilan sadar mengenai
peran Kementerian Kehakiman.

JSMP  mengamati kurangnya kejelasan mengenai prosedur dan badan-badan yang tepat untuk
menyelesaikan keluhan dari para pelaku Pengadilan Baucau. Para Hakim dan Jaksa Penuntut mengangkat

isu mengenai penundaan ketentuan mengenai perabot untuk rumah mereka di Baucau. JSMP diberitahu
bahwa para hakim dan jaksa penuntut berupaya untuk mengangkat isu, pada tahapan yang berbeda, dengan

Dewan Tinggi Kehakiman, Kementerian Kehakiman dan Jaksa Agung.

Kebanyakan selama masa pemantauan JSSMP, Kementerian Kehakiman bekerja tanpa sebuah
undang-undang organik. Karena kurangnya sebuah dasar hukum yang komprehensif, sulit untuk
mengetahui apakah yang harus diharapkan dari Kementerian Kehakiman dan bagaimana
Pengadilan dan lembaga-lembaga lain harus mendekati Kementerian.

Pada Bulan Oktober 2003, Dewan Menteri meloloskan Statuta Organik Kementerian Kehakiman.
Statuta ini menetapkan tugas-tugas utama dan struktur Kementerian Kehakiman'®. Beberapa
badan-badan baru di dalam Kementerian Kehakiman, untuk membedakan tingkatan, penting
untuk membuat koordinasi, hubungan dan dukungan antara Kementerian Kehakiman dan
Pengadilan Digtrik.

Sekretaris Tetap
Tugasnya termasuk pelaksanaan system kerja sama antara badan-badan di dalam struktur Kementerian
Kehakiman dan lembaga-lembaga lain di bidang kehakiman (Pasal 5(1)(f))

Dewan Penasihat
Tugas utamanya adalah untuk mengembangkan pemeriksaan ulang secara berkala dari kegiatan-kegiatan
para menteri, termasuk menganalisa secara evaluasi. (Pasal 17(1)(c))

Bimbingan Nasional tentang Bantuan Yudisial dan Perundang-Undangan
Tugasnya termasuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi dan statistik di bidang Kehakiman juga
mendirikan dan memelihara lembaga dokumentasi. (Pasal 8(2)(F) dan (i))

9.1.1 Pembagian Dana-Dana

Anggaran 2002-2003 untuk Pengadilan Distrik, Kantor Jaksa Penuntut dan Pembela Umum
dialokasikan di dalam anggaran Kementerian Kehakiman'?’. Sesuai dengan anggaran 2002-2003

126 gtatuta menetapkan untuk badan-badan berikut ini: Sekretaris Tetap, Bimbingan Nasional mengenai Bantuan
Y udisial dan PerundangUndangan, Bimbingan Nasional untuk Hak-Hak K ewarganegaraan, Bimbingan Nasional untuk
Pendaftaran dan Notaris, Bimbingan Nasional Pelayanan Penjara dan Reintegrasi, Bimbingan Nasional Pertanahan dan

Hak Milik, Bimbingan Nasional Administrasi, Keuangan dan Pelayanan Perorangan, Dewan Konsultan dan
Koordinas. .

127 |_ihat Undang-Undang 3/2003, Lampiran mengenai Anggaran Biaya.




yang disetujui oleh Parlemen bersama-sama dengan Undang-Undang No. 3/2002, total anggaran
yang dialokasikan untuk Kementerian Kehakiman adalah sekitar dua juta dan tiga ratus ribu dolar
Amerika?®, dengan kira-kira dua ratus dan duapuluh ribu dolar Amerika telah dialokasikan
untuk Pengadilan Distrik.

JSMP tdah mengidentifikas kurangnya sumber daya di Pengadilan Distrik'®®. Untuk
memberikan sumber-sumber daya yang memadai untuk PengadilanPengadilan, di masa depan
Parlemen bisa memerlukan untuk mempertimbangkan penambahan anggaran sekarang yang
mana dibagi antara empat pengadilan distrik. JSMP mencatat bahwa dengan perbandingan ke
badan-badan lain yang didanai oleh anggaran Kementerian Kehakiman, anggaran yang telah
dialokasikan untuk Kantor Kantor Studi (Gabinete de Estudos) adalah sekitar 22% lebih tinggi
daripada anggaran yang dialokasikan untuk empat pengadilan distrik. Sama, anggaran untuk
Pelayanan dan Hak Milik Kantor Menteri Kehakiman adalah dua kali lipat anggaran untuk
kombinas Pelayanan dan Hak Milik dari empat Pengadilan Distrik.

Akhir-akhir ini, Kementerian Kehakiman, melalui Bimbingan Nasional untuk Pelayanan,
Administras dan Keuangan, yang bertugas mengel ola dana-dana untuk Pengadilan, Kantor Jaksa
Penuntut Umum dan Kantor Pembela Umum. Di masa depan, diharapkan bahwa Kementerian
akan mengalihkan tanggung jawab pengelolaan anggaran Pengadilan kepada sebuah Dewan
Tetap yang didirikan oleh Dewan Tinggi Kehakiman dan sama, anggaran untuk Kantor Jaksa
Penuntut Umum dialihkan kepada sebuah tim tetap yang didirikan oleh Jaksa Agung.

JSMP tidak mempunyai akses terhadap bimbingan nasional apapun aau petunjuk yang sama
mengenal prosedur yang diikuti oleh Pengadilan, para Pembea Umum dan Jaksa Penuntut di
dalam memperoleh akses terhadap alokas anggaran mereka.  Dalam kenyataan, JSMP
mengamati bahwa adanya ketidakjelasan mengenai prosedur yang diikuti.

JSMP sadar bahwa Kantor Pembela Umum mempunyai kesulitan untuk mengakses anggarannya untuk

memperbaiki kendaraannya dan untuk mengakses uang untuk melaksanakan kunjungan ke sub/distrik-
distrik. JSMP sadar bahwa Direktur Sementara telah menulis kira-kira tiga surat kepada Menteri
Kehakiman memohon akses terhadap anggarannya.

Secara redlistik, mengjemen pengalokasian anggaran terhadap Pengadilan-pengadilan, Jaksa
Penuntut Umum, dan para Pembela Umum akan tetap dengan Kementerian Kehakiman untuk
paling tidak sampai tahun depan. Oleh karene itu, penting untuk menetapkan garis-garis pedoman
mengenai mengakses anggaran dan menjamin bahwa anggaran tersebut dipahami dan disebarkan
secaraluas.

9.2 Dewan Tinggi Kehakiman

Dewan Tinggi Kehakiman didirikan oleh Undang-Undang No. 8/2002. Kompetensinya termasuk
pengangkatan, menugaskan, mempromosikan, pemecatan dan penghargaan terhadap jasa
profesional para hakim.

128 |_ebjh dari US$ 2 320 000.
129 ihat Bab 8.2.




Akhir-akhir ini, Dewan Tinggi Kehakiman erdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi (Ketua), dua
hakim lainnya, Wakil Menteri K ehakiman dan seorang Jaksa Penuntut Umum™®.

Menurut perundang-undangannya, Dewan ini harus didukung oleh sebuah secretariat yang
dikepalai oleh Dewan Sekretaris™. Hingga sekarang tidak ada staf administrasi pendukung
yang ditugaskan untuk Dewan Tinggi Kehakiman.

Tugas Dewan Tinggi Kehakiman adalah terutama berkaitan dengan para Hakim; pekerjaan
dan tindakan mereka. Akan tetapi di dalam praktek, para hakim adalah para pelaku utama di
Pengadilan Distrik dan secara konsekuen, beberapa isu berkaitan dengan para Hakim secara
langsung relevan dengan administrasi Pengadilan, yangmana di bawah tanggung jawab Ketua
Pengadilan Tinggi***. Sebuah contoh yang jelas dari isuisu administras pengadilan dan
tindakan para hakim yang berlebihan adalah keputusan para Hakim untuk tidak kembdi ke
Baucau pada Bulan September 2003, sebuah keputusan yang berdampak langsung pada
penampilan tugas yudisial juga fungs pengadilan.

JSMP tidak sadar akan pengalaman dari instruksi apapun atau pedoman yang menggambarkan
perbedaan tugas Dewan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi. Faktanya adalah K etua Pengadilan
Tinggi adalah juga Ketua Dewan Tinggi Kehakiman seharusnya, di dalam teori, memfasilitas
koordinasi antara Pengadilan Distrik, Dewan Tinggi Kehakiman dan Ketua Pengadilan Tinggi.
Akan tetapi, JSMP telah mengamati bahwa pada kenyataannya telah menghasilkan rasa bingung
di antara para pelaku pengadilan mengenai badan yang mana yang harus mereka tuju untuk
sebuah isu dan pada beberapa hal, mencegah bahwa beberapa isu ditangani oleh saah satu
lembaga tersebut.

Dewan Tinggi Kehakiman adalah sebuah badan baru dan dengan keterbatasan sumber dayanya
memerlukan dukungan semua hakim untuk melaksanakan tugasnya dengan sukses. Mendorong
para hakim untuk mengangkat isu-isu untuk didiskusikan di dalam pertemuan-pertemuan Dewan
Tinggi Kehakiman dapat membantu dalam memastikan dukungan mereka untuk pekerjaan
Dewan Tinggi.

JSMP telah mengamati dua hambatan utama berikut ini yang mencegah sebuah dukungan dan
koordinasi yang efisien antara Dewan Tinggi Kehakiman dan para pelaku pengadilan, khususnya
para hakim:

a) Kurangnya Peraturan-Peraturan Internal dan Prosedur

Peraturan internal mengenai prosedur Dewan Tinggi Kehakiman belum dibuatkan draft™®.
Tanpa peraturan internal tersebut, Dewan Tinggi masih tidak jelas bagaimana isu-isu
ditangani selama pertemuan-pertemuan.

130 K etentuan 109 Statuta Hukum Hakim Y udisial, Undang-Undang 08/2002. Pada saat penulisan laporan ini, para
anggota adalah Hakim Cirilo (Hakim Pengadilan Distrik Dili), Hakim Maria Nartecia Gusmao (Hakim pada Panel
Khusus untuk Kejahatan Berat), Dr. Manuel Abrantes (Wakil Menteri Kehakiman) dan Jaksa Domingos Barreto (Ketua
Jaksa Pengadilan Distrik Baucau).

181 K etentuan 21 Statuta Hukum Hakim Y udisial, UndangUndang 08/2002.

132 | ihat Bab 9.3 K etua Pengadilan Tinggi, di bawah

138 K etentuan 15(1)(e) Statuta Hukum Hakim Y udisial, UndangUndang 8/2002.
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Misalnya: dapatkan sebuah Hakim Pengadilan Distrik mengusulkan isu-isu didiskusikan di dalam
pertemuan Dewan Tinggi Kehakiman? Jika dapat, prosedur apakah yang harus diikuti? Jika
terdapat keluhan terhadap seorang hakim, bagaimana harus membawa ke perhatian Dewan
Tinggi Kehakiman?

Dalam mengembangkan peraturan internalnya, JSMP berpendapat bahwa semua upaya-
upaya harus dibuat untuk menetapkan sebuah prosedur dimana setiap hakim dapat merasa
mereka dapat mengakses proses, meskipun secara langsung mereka tidak berpartisipasi di
dalam pertemuan-pertemuan dan mengambil keputusarn keputusan.

b) Kurangnya Penyebarl uasan PertimbangarnPertimbangan Dewan Tinggi Kehakiman

Para hakim Pengadilan Distrik seringkali tidak menyadari keputusan-keputusan Dewan Tinggi
Kehakiman. JSMP telah mengidentifikas bahwa secara umum para Hakim tidak menyadari
apakah ingtruks tertentu berasal dari sebuah keputusan Dewan Tinggi Kehakiman atau Ketua
Pengadilan Tinggi. Penting untuk memastikan bahwa pertimbangan-pertimbangan Dewan Tinggi
Kehakiman secara luas disebarluaskan.

Disyaratkan bahwa pertimbangan- pertimbangan Dewan Tinggi Kehakiman diterbitkan di dalam
Lembaran Negara™. Hal ini ketentuan yang penting dalam menjamin keterbukaan dan
pertanggungjawabannya. Akan tetapi, tidak ada vers cetak Lembaran Negara yang tersedia pada
akhir-akhir ini dan Website Pemerintah Timor Leste, untuk sementara, cara untuk mengakses
dokumendokumen yang semetinya dipublikasikan di dalam Lembaran Negara.

JSMP diberitahu bahwa semua pertimbanganpertimbangan Dewan Tinggi Kehakiman sudah
berada di Lembaran Negara menunggu penerbitan. Tetapi, hingga Nopember 2003, tidak ada
pertimbangan-pertimbangan Dewan Tinggi Kehakiman yang telah diterbitkan di internet.

Karena ketidakmampuan para Hakim Pengadilan Distrik dan para pelaku pengadilan yang lain
untuk mengakses internet, penerbitan pertimbangan-pertimbangan Dewan Tinggi Kehakiman di
Website, tidak akan memastikan bahwa mereka disebarluaskan secara meluas. JSMP percaya
bahwa Dewan Tinggi Kehakiman harus mendiskusikan caracara lain untuk menyebarluaskan
pertimbangan-pertimbangan mereka ke Pengadilan Distrik dalam pertemuanpertemuan yang
akan datang.

9.3 KetuaPengadilan Tinggi

Daam system judisia masyarakat Timor Leste, Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai tanggung
jawab untuk kesdluruhan administrasi Pengadilan, termasuk pengawasan kerja mereka™. Dalam
pandangan JSMP, igtilah ‘keseluruhan administras’ menutup total ide apakah Pengadilan
berfungs secara tepat, contohnya, jika para Hakim dan Jaksa Penuntut menghadiri pemeriksaan
sesuai dengan jadwal, jika pengadilanpengadilan menghadapi tantangan apapun, termasuk
kekurangan sumber bahan-bahan yang mencegah mereka dari pelaksanaan kerja mereka, dil.

134 K etentuan 17 Statuta Hukum Hakim Y udisial, UndangUndang 8/2002.
135 K etentuan 17 Regulasi UNTAET 2000/11, sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 25/2001. Paan Ketua

Pengadilan Tinggi ditambah dengan perubahan pada 2001, Regulasi UNTAET 2001/25. Sebelum 2001, wewenang dan
tugas lebih banyak diberikan kepada Jabatan K etua Pengadilan masingmasing Pengadilan Distrik. Lihat Ketentuan 16

hingga 18 Regulasi UNTAET 2000/11 (tidak diubah).
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Regulass UNTAET 2000/11, sebagaimana diubah, menetapkan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi
dapat mengeluarkan instruks-instruks dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk administras
Pengadilan secara kesdluruhan. Regulas ini tidak menjelaskan mengenai mekanisme lain yang

dapat digunakan. Ketua Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan sembilan Instruksi, semuanya
dikeluarkan pada tahun 2001,

JSMP berpendapat bahwa kurangnya kerjasama yang memuaskan antara pengadilan tinggi
dengan pengadilanpengadilan distrik sgjak pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi. Terlau awal
untuk membuat evalus yang menentukan mengenai pelaksanaan tugas-tugas oleh Ketua
Pengadilan Tinggi daam kaitannya dengan administrass Pengadilan Digtrik-Distrik secara
keseluruhan karena Hakim Claudio Ximenes telah menempati posisinya selama kurang dari enam
bulan.

JSMP sadar bahwa Ketua Pengadilan Tinggi adalah saat ini melaksanakan tiga fungsi: Hakim
pada Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Dewan Tinggi Kehakiman. Benar-
benar sulit bagi satu orang untuk menampilkan ketiga fungsi ini dengan berhasil tanpa dukungan
administrasi yang diberikan dan sumber daya yang terbatas. Sebagai tambahan, perputaran
banyak fungs oleh satu orang berkaitan dengan sektor keadilan tidak berkelanjutan.

Di banyak negara, administrasi pengadilan diawas oleh seorang Administrator Pengadilan yang
bisa jadi seorang hakim yang telah pensiun. Struktur pengganti ini akan mengijinkan bagi
seseorang  untuk mendedikasikan semata-mata tugas mengawasi administrasi  Pengadilan-
Pengadilan.

Hambatan lain yang muncul diidentifikas oleh JSMP, kurangnya sebuah prosedur remsi
mengenal kapan isuisu dapat dibawa untuk mendapatkan perhatian Ketua Pengadilan Tinggi dan
prosedur diikuti. JISMP tidak menyaksikan sebuah instruks dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan
Tinggi mengenai isu ini. Tanpa sebuah prosedur yang ditetapkan, tidak dapat diharapkan bahwa
Administrator Hakim dan para Hakim Pengadilan Distrik sadar kapan dan bagaimana mereka
dapat membawa sebuah isu ke perhatian Ketua Pengadilan Tinggi.

JSMP teah mengamati bahwa karena kurangnya kurangnya prosedur, kebingungan telah
diangkat mengenai apakah sebuah isu secara resmi aau informa dibawa ke perhatiannya. JSSMP
percaya bahwa isu apapun berkaitan dengan administrasi pengadilan yang dibawa ke perhatian
Ketua Pengadilan Tinggi harus dievaluasi dan jika perlu diikuti.

Pengadilan, hingga Bulan Juli 2003, ekerja di bawah pengawasan yang terbatas™’ dan proses
penetapan pengawasan dan kerja sama yang efektif mengambil waktu. Akan tetapi, pembangunan
hubungan yang kuat antara para pelaku Pengadilan, staf dan Ketua Pengadilan Tinggi merupakan
basis bagi administras pengadilan yang berhasil.

9.4 JaksaAgung

Iswrisu berkaitan dengan pengawasan yang diberikan oleh Kantor Jaksa Agung kepada Jaksa
Penuntut distrik telah ditetapkan di dalam Bab 3.3.8 tentang pemantauan dan disiplin.

136 pengadilan Tinggi tidak dapat mulai berfungsi, dari masaistirahat kira-kira 18 bulan, hingga Bulan Juni 2003,
konsekuensinya tidak ada K etua Pengadilan Tinggi.

137 sdlama kira-kira 18 bulan Pengadilan Tinggi tidak berfungsi dan konsekuensinya tugas-tugasnyayang
harus dilakukan oleh K etua Pengadilan Tinggi tidak dicapai.
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Untuk perencanaan dan penyatuan Kentor di masa depan ke dalam keseluruhan struktur
kepengawasan, penting bahwa hukum organik untuk jaksa penuntut, yang akhir-akhir ini sedang
dalam pertimbangan, khususnya menetapkan mekanisme-mekanisme untuk kerja sama antara
Kantor dan Jaksa Penuntut juga antara Kantor dan K etua Pengadilan Tinggi, karena tugas mereka
bisa berlebihan pada saat mengawasi penampilan kerja Jaksa Penuntut dan administras
pengadilan dengan bertumpang-tindih ketika memantau ketrampilan para jaksa penuntut dan
dministras pengadilan. Undang-undang tersebut juga harus mengatur menejemen aokas
anggaran untuk Kantor Jaksa Agung.

9.5 Kantor Pembda Umum

Kantor Pembela Umum didirikan di bawah Kementerian Kehakiman®*®, Sebagai tambahan atas
penyediaan bagi peran pokok Kantor Pembela Unum, Keputusan menetapkan bahwa sebuah
undang-undang organik harus diberlakukan segera di masa depan untuk mengatur kerja Kantor
Pembela Umum.

Sebagaimana ditekankan, terdapat banyak kelemahan mengenai asal pengawasan dan dukungan
yang diberikan oleh Kantor Pembela Umum kepada para Pembela Umum pada tingkat distrik ™.

JSMP sadar bahwa Direktur Kantor Pembela Umum saat ini bekerja dalam kapasitas sementara.
JSMP percaya bahwa ini membuatnya lebih sulit untuk memastikan pengawasan yang
komprehensif terhadap para Pembela Umum di Dili dan di distrik-distrik; dengan demikian
penting untuk mengangkat secara resmi seorang Direktur untuk Kantor Pembela Umum.

JSM P merekomendasikan bahwa:

1. Badan-badan pusat memberikan perhatian lebih banyak untuk memastikan bahwa
Pengadilan Distrik menerima dukungan yang cukup. Sebagai tambahan, badan-
badan nasional berusaha untuk membuat sebuah hubungan dimana seluruh
pelaku pengadilan dapat termasuk di dalamnya;

2. Dewan Konsultas Kementerian Kehakiman, selama pertemuan bulanannya,
mengambil inisiatif dengan mengundang para pelaku pengadilan lain untuk
berpartisipas dalam pertemuan ini;

3. Bimbingan Nasional untuk Bantuan Yudisal dan Perundang-undangan dari
Kementerian Kehakiman mengembangkan sebuah strategi untuk menjamin bahwa
informasi dan bahan-bahan yang disebarluaskan ke Pengadilan-pengadilan
Digtrik;

4. Kementerian Kehakiman, bersama-sama dengan lembaga-lembaga nasional
lainnya pada sektor keadilan, mengembangkan sebuah instruksi yang
menjelaskan saluran-saluran yang akan diikuti dengan mencoba mengangkat isu
untuk diperhatikan oleh Menteri Kehakiman;

138 Pasal 15 K eputusan 3/2003.
139 ihat Bab 3.4.
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10.

11.

Alokasi anggaran 2004 telah memperhatikan kebutuhan Pengadilan Distrik.
Sementara waktu, karena Pengadilan, Pembela Umum dan Jaksa Penuntut
Umum tidak dapat mengatur anggaran mereka secara mandiri, sebuah instruksi
harus dikembangkan oleh Kementerian Kehakiman dengan menetapkan prosedur
yang harus diikuti untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga mempunyai proses
yang cepat dan jelas untuk mengakses alokasi anggaran mereka;

Sebuah instruksi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, berkonsultas
dengan Dewan Tinggi Kehakiman, mengidentifikas bidang-bidang yang akan
ditangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan bidang-bidang yang mana akan
ditangani oleh Dewan Tinggi Kehakiman;

Sebuah Instruks dikeluarkan untuk membuat prosedur yang harus diikuti oleh
para Hakim, Jaksa Penuntut Umum, para Pembela Umum dan Panitera
Pengadilan dalam mengangkat isu kepada Ketua Pengadilan Tinggi mengenai
Administras Pengadilan;

Pertimbangan diberikan untuk menciptakan sebuah posis Administras
Pengadilan nasional. Posisi ini akan bertanggung jawab untuk pengawasan
administrasi Pengadilan Distrik di Timor Leste dengan demikian mengurangi
beban kerja Ketua Pengadilan Tinggi;

Ketentuanketentuan mengenai Prosedur Internal dibuatkan draft bagi Dewan
Tinggi Kehakiman. Lebih jauh, JSMP merekomendasikan bahwa harus
memasukkan sebuah prosedur dimana para pelaku Pengadilan dapat mengajukan
item-item agenda untuk pertemuan-pertemuan dan sebuah prosedur untuk
membawa keluhan berkaitan dengan pekerjaan dan ketrampilan para hakim.
Karena pertimbangan harus diberikan untuk mempertahankan, sgauh mungkin,
kerahasiaan orang yang membuat keluhan;

Perlu merekrut staf untuk Sekretariat Dewan Tinggi Kehjakiman, sebagaimana
disediakan oleh Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman; dan

Sementara Lembaran Negara tidak dicetak dan disebarluaskan, Dewan Tinggi
Kehakiman harus mengembangkan sebuah mekanisme, yang mana para Hakim
Pengadilan Distrik dapat mempunyai akses terhadap pertimbangan yang
mendalam dari Dewan Tinggi Kehakiman.
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